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ABSTRAK

Judul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam
Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi
411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)

Nama/ NIM  : WIDYAWATI/ 131211141

Demonstrasi 4 November 2016 (Aksi 411) terkait kasus penistaan agama oleh
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyita banyak perhatian. Aksi yang pertama
kali digelar pasca munculnya pernyataan Ahok yang diduga menistakan agama
tersebut menjadi sorotan media massa nasional dan internasional. Di antara media
massa yang terlihat paling intensif memberitakan aksi tersebut adalah SKH
Republika dan Kompas. Skripsi yang berjudul Penerapan Kode Etik Jurnalistik
Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi
411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016) ini bertujuan untuk
mengetahui perbandingan penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan
terkait aksi 4 November 2016 di surat kabar harian Republika dan Kompas. Oleh
karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan
Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam pemberitaan terkait aksi 411 di SKH
Republika dan Kompas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian
library research (studi pustaka) dengan pendekatan subjektif-konstruktivis. Teknik
pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi dan wawancara
terstruktur sebagai sumber data sekunder. Adapun teknik analisis data
menggunakan teknik filling system (pengelompokan data).

Setelah melakukan riset, diperoleh hasil penelitian bahwa pada pasal 1, terkait
independensi wartawan, Republika dan Kompas belum menerapkan indikator
secara keseluruhan. Pada pasal 2, terkait profesionalisme wartawan, Republika
dan Kompas sudah menerapkan seluruh indikator. Pada pasal 3, terkait
keberimbangan, Republika hanya menerapkan pada 6 pemberitaan, sedangkan
Kompas 9 pemberitaan. Pada pasal 4, terkait isi pemberitaan yang tidak bohong,
fitnah, sadis dan cabul, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 6,
terkait larangan penyalahgunaan profesi dan menerima suap, Republika dan
Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 7, terkait penggunaan hak tolak, embargo
dan off the record, Republika belum menerapkan sedangkan Kompas sudah
menerapkan. Pada pasal 8, terkait larangan adanya unsur prasangka dan
diskriminasi dalam pemberitaan, Republika dan Kompas hanya menerapkan pada
beberapa pemberitaan. Pada pasal 9, terkait kewajiban wartawan menghormati
kehidupan pribadi narasumber, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada
pasal 5 10 dan 11, terkait larangan penyebutan identitas kejahatan susila,
perbaikan berita, dan pelayanan hak jawab & hak koreksi, pemberitaan Republika
dan Kompas tidak menerapkan karena isi pemberitaan tidak relevan dengan
indikator pasal KEJ.

Keyword: Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, Pemberitaan, Media Massa.

Xi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...t [

HALAMAN NOTA PEMBIMBING ......c.ooiii e I

HALAMAN PENGESAHAN ... ii
HALAMAN PERNYATAAN ... v
KATA PENGANTAR .ot v
PERSEMBAHAN ... e Vil
MOTTO s IX
ABSTRAK e X
DAFTAR IS ot Xi
DAFTAR TABEL ... Xiii
DAFTAR LAMPIRAN ... Xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............c.ccccoovveiiiiiiccccccece e 1
B. Rumusan Masalah ..........ccccoveieiiiie e 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............ccooeviiiiininieeee, 7
D. Tinjauan PustaKa ............cccccievieiiiie e 8
E. Metode Penelitian ..........cccooeieiiiiiiiinieeeee s 11

BAB Il KEJ DEWAN PERS DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA
A. Kode Etik Jurnalistik

1. Pengertian EtiKa ........ccooeieiiiiiee 19
2. Pengertian KEJ ..o 20
S FUNQGST KED oo 22
4. KEJ DEWAN PEIS ....oeiiiieiiiieiee et 22
B. Pemberitaan Media Massa
1. Pengertian Pemberitaan ...........cccccevveveenesiiesieese e 27
2. JENIS-JENIS BOIItA ..oveeiiiieiiee s 29
3. Nilai-nilal Berita .......cccooovieeiiiieiieec e 30

Xii



C. Media Massa

1. Pengertian Media Massa ...........ccocervriiieieienencc e 31
2. Fungsi dan Peran Media Massa ..........ccccccevvviieieenesiesseennenn 32
3. Definisi Surat Kabar ..o, 34

BAB Il GAMBARAN OBJEK DAN DATA PENELITIAN

A. Surat Kabar Harian Republika ..........cccooviiiiiiiiiiiicce, 38
B. Surat Kabar Harian KOmMpas ........c.ccooevirinieieneiesesceseeeeeens 48
C. Data Pemberitaan Aksi 411 di Republika dan Kompas................ 59
D. Data Hasil Wawancara dengan Republika dan Kompas............... 76

BAB IV ANALISIS PENERAPAN KEJ DEWAN PERS DALAM
PEMBERITAAN AKSI 411 DI SKH REPUBLIKA DAN KOMPAS

A. Perbandingan Penerapan Indikator Pasal KEJ Dewan Pers di

Republika & KOMPAS ......ccoveiiiiiiicicceece e 85
B. Analisis Penerapan KEJ Dewan Pers dalam Pemberitaan Aksi 411 di
Republika dan KOmpPas ..o 90
BAB V PENUTUP
AL KESIMPUIAN <. 132
Bl SAIAN ... s 133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

xiii



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Surat Kabar, Majalah, Tabloid .............ccccooeiveiiiiennnnn, 37
Tabel 2. Materi Pemberitaan Aksi 411 di SKH Republika ............cccccevveennen. 59
Tabel 3. Materi Pemberitaan Aksi 411 di SKH Kompas.........ccccccevveieiveennenn, 68
Tabel 4. Codding Sheet untuk ANaliSIS..........cccoiiiiiiiiiiic e 84
Tabel 5. Perbandingan Penerapan Indikator Pasal KEJ DP.........c...ccccccvveniee. 86

Xiv



Lampiran 1.
Lampiran 2.
Lampiran 3.

Lampiran 4.

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Republika dan Kompas
Dokumentasi Wawancara dengan Republika dan Kompas

Surat Keterangan Wawancara Republika

XV



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menganut paham
bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan
kebijakan atau keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan rakyat. Rakyat
diberi kebebasan penuh untuk turut berpartisipasi aktif, baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam perumusan dan pembuatan kebijakan. Adapun
sistem demokrasi mencakup seluruh kehidupan rakyat, baik dalam bidang
ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Perkembangan sistem demokrasi melahirkan berbagai kebijakan baru,
diantaranya kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan wujud transparansi
pemerintah kepada perusahaan pers yang berkaitan dengan aktivitas
penyebarluasan informasi, penerbitan surat kabar dan majalah, serta
pencetakan buku tanpa ada intervensi pihak lain atau sensor dari pemerintah.
Kemerdekaan pers juga dimaknai sebagai wujud kedaulatan rakyat yang
demokratis, sehingga terwujud kemerdekaan mengeluarkan pendapat
sebagaimana pasal 28 UUD 1945 (Mulyadi & Musman, 2013: 30).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
kebebasan pers dijamin sebagai hak setiap warga negara. Hal tersebut
menunjukkan bahwa lembaga pers memiliki kebebasan untuk menunjukkan
eksistensi diri tanpa ada tindakan penyensoran, pembredelan atau larangan
penyiaran dari pemerintah dengan tujuan menjamin hak masyarakat untuk
memeroleh informasi (UU No. 40 Th. 1999).

Adapun kebebasan pers menjadi awal berkembangnya perusahaan pers di
era reformasi. Beragam media massa bermunculan, mulai dari media cetak,
media elektronik, hingga media baru (internet). Belum genap setahun usia
reformasi, jumlah surat izin terbit mencapai 582, dua kali lipat Surat Izin

Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang diterbitkan selama 30 tahun era orde



baru, yakni hanya 289 pers. Kini jumlah penerbitan, surat kabar harian dan
berkala mencapai 1500 (Oetama, 2001: 43 & 72).

Menurut Muhtadi (1999: 71), media massa merupakan jawaban yang
tepat atas hak masyarakat terhadap jaminan memeroleh informasi. Selain
sebagai media informasi, media massa juga berfungsi sebagai sarana hiburan,
edukasi dan memengaruhi masyarakat. Lebih dari itu, pers juga menyandang
gelar sebagai pilar keempat negara (the fourth estate) setelah DPR, MA, dan
Presiden (Ismail, 2013: 27).

Adapun untuk menjamin tegaknya kebebasan pers dan terpenuhinya hak-
hak masyarakat, diperlukan suatu landasan moral dan etika profesi sebagai
pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas
wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia merumuskan kode etik
jurnalistik. Kode etik jurnalistik (yang selanjutnya ditulis: KEJ) diartikan
sebagai tatanan nilai dan norma yang menjadi acuan insan pers dalam
menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik. Di Indonesia, setidaknya ada tiga
jenis KEJ, yaitu KEJ berbasis komunitas wartawan, KEJ yang dibuat oleh
lembaga media, hingga KEJ Dewan Pers (Yunus, 2012: 106).

Menurut Sukardi (2012), seorang peneliti yang sekaligus menjabat
sebagai anggota Dewan Pers, mengatakan bahwa dalam skala nasional, KEJ
yang berlaku sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 40
Th. 1999 tentang Pers yang berbunyi, “yang dimaksud dengan kode etik
jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan
ditetapkan oleh Dewan Pers.” Oleh karena itu, KEJ yang menjadi landasan
utama dalam kegiatan jurnalistik adalah KEJ Dewan Pers, sehingga wartawan
Indonesia berkewajiban menaati pedoman yang tertuang dalam KEJ Dewan
Pers

Adapun KEJ jenis manapun, pada dasarnya sama-sama bertujuan
mewujudkan praktik-praktik jurnalisme yang sehat, bebas dan bertanggung
jawab. Substansi keberadaan KEJ yaitu menegakkan kebenaran dalam praktik
dan pelaksanaan tugas jurnalistik. Kesadaran dan pemahaman terhadap arti

penting KEJ bertumpu pada insan pers, yakni sebagai subjek atau pelaku.



Insan pers, baik wartawan dan pihak media memiliki tanggung jawab
untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan sosial yang lebih baik
melalui penyebaran informasi yang benar dan transparan, serta dapat
dipertanggungjawabkan kepada khalayak. Dalam konteks ini, KEJ berperan
menegakkan independensi insan pers dalam menyajikan informasi atau berita
yang akurat, tanpa tekanan dan keberpihakan. Akan tetapi, realitas
menunjukkan ada berbagai pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh wartawan
dan/atau perusahaan pers.

Berdasarkan keterangan Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Stanley Adi
Prasetyo, selama 2012 pelanggaran KEJ meningkat. Media cetak merupakan
aduan terbanyak dari berbagai pihak dengan 328 pengaduan, diikuti media
online dengan 90 pengaduan, dan media elektronik dengan 36 pengaduan
masyarakat. Dari pengaduan tersebut, terdapat 6 jenis pelanggaran KEJ.
Pertama, wartawan tidak menguji informasi; kedua, berita tidak akurat;
ketiga, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi; keempat, berita
tidak berimbang; kelima, tidak menyembunyikan identitas korban susila; dan
keenam, narasumber tidak jelas (Ananta, 2013: Media Cetak Terbanyak
diadukan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, dalam

http://news.liputan6.com/read/723630/media-cetak-terbanyak-diadukan-

pelanggaran-kode-etik-jurnalistik| diakses pada 23 Agustus 2016, pukul 14.03

WIB).

Adapun pelanggaran KEJ yang pernah terjadi diantaranya, pelanggaran
KEJ pasal 6 oleh salah satu wartawan Kompas dengan kasus penyalahgunaan
profesi dan pemanfaatan jaringan yang dimiliki oleh wartawan peliput di
Bursa Efek Indonesia, pelanggaran KEJ pasal 3 tentang kewajiban wartawan
menghormati asas praduga tak bersalah oleh salah satu media yang
menyebutkan Angelina Sondakh berstatus tersangka dalam kasus Hambalang,
padahal Angelina Sondakh masih berstatus saksi dalam hukum (Tim AJI
Jakarta, Buku Pedoman Perilaku Jurnalis).

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak insan ataupun lembaga

pers yang belum dapat menerapkan KEJ sebagai landasan profesional. Dalam
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konteks ini, wartawan dan media terkesan bukan lagi berperan sebagai
pemenuh hak masyarakat terhadap informasi yang akurat, namun cenderung
disalahgunakan demi kepentingan pribadi dan golongan tanpa menghiraukan
KEJ yang seharusnya dijunjung tinggi oleh insan pers.

Penulis mengamati, beberapa pelanggaran KEJ memberi dampak yang
cukup signifikan terhadap kehidupan, di antaranya menggiring opini publik.
Publik cenderung memberikan opini sesuai dengan informasi yang diterima
melalui media. Akibatnya, publik akan menjadi korban oknum-oknum pers
yang tidak bertanggung jawab terhadap profesinya. Oleh karena itu, publik
harus pandai-pandai meneliti kebenaran informasi yang diterima.

Dalam Islam, Allah SWT memberi petunjuk bagi kaum muslim dalam
menyikapi suatu informasi atau pemberitaan; telitilah berita yang dibawa atau
disiarkan oleh orang-orang fasik (orang yang melampaui batas). Dalam dunia
jurnalistik, penelitian ulang berita dikenal dengan istilah check and recheck.
Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat: 6 yang berbunyi:
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“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”(Q.S.

Al-Hujurat: 6) (Departemen Agama RI, 2012: 516).
Avyat tersebut menekankan pada aspek sumber berita yang diberi sifat sebagai
“fasik” atau melampau batas. Dalam menangkap suatu informasi, kaum
muslim diperintah untuk memerhatikan kredibilitas sumber berita, terutama

yang masuk kategori fasik atau berlebihan (Husaini, 2002: xiii).

Berdasarkan fenomena dan realita di atas, penulis tertarik untuk meneliti
penerapan KEJ dalam pemberitaan di media massa. Pada penelitian ini,

penulis menggunakan parameter indikator-indikator pada pasal KEJ yang



ditetapkan Dewan Pers. Meskipun beberapa lembaga pers di Indonesia
memiliki kode etik perusahaan, namun KEJ Dewan Pers tetap menjadi
landasan utama yang wajib ditaati oleh insan dan lembaga pers dalam

menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik.

Adapun penulis melihat beberapa kasus yang berimplikasi terhadap
penerapan KEJ. Penulis tertarik untuk meneliti pemberitaan terkait aksi 4
November 2016 yang selanjutnya disebut aksi 411. Aksi 411 (Aksi Bela Al-
Qur’an atau Aksi Damai 4 November) dilatar belakangi adanya dugaan
penistaan agama pada percakapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
dengan warga di Kepulauan Seribu. Ahok menyatakan bahwa tidak masalah
jika warga yang “dibohongi pake surah Al-Maidah ayat 51 dan macem-

macem” tidak memilihnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Aksi 411 merupakan aksi yang pertama kali digelar sepanjang kasus
dugaan penistaan agama oleh Ahok. Aksi yang berlangsung sekitar pukul
13.00-18.30 WIB pada 4 November 2016 ini diikuti oleh 50.000-200.000
demonstran yang turun di sepanjang jalan Ibukota untuk memprotes
pernyataan Ahok yang dianggap menghina agama Islam. Penyelenggara aksi
ini di antaranya Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(GNPF-MUI), Front Pembela Islam (FPI), dan Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) (Wikipedia Aksi 411, diakses pada 2 Februari 2018, pukul 09.40
WIB).

Berdasarkan pengamatan penulis, pemberitaan terkait aksi 411 di media
massa, baik sesudah ataupun sebelum aksi, begitu gencar dan
mencengangkan. Aksi yang melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat ini
menjadi sorotan media serta menjadi isu aktual pada awal November 2016.
Berbagai media massa cetak dan elektronik, baik lokal, nasional bahkan
internasional diisi dengan rubrik terkait pemberitaan aksi 411. Hemat penulis,
pemberitaan terkait aksi 411 sangat rawan dan berimplikasi terhadap

penerapan KEJ.



Sementara itu, peneliti memilih subjek penelitian pada Surat Kabar
Harian (SKH) Republika dan Kompas. SKH Republika dan Kompas
merupakan perusahaan pers nasional yang sampai saat ini masih sangat eksis.
Menurut data SRI, Kompas berada pada urutan pertama, diikuti Republika
pada urutan kedua sebagai media nasional yang paling banyak dibaca,
sehingga pemberitaannya memiliki pengaruh besar pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. SKH Republika dan Kompas juga
sama-sama berlokasi di pusat Ibukota, Jakarta. Keduanya tentu memiliki
kedekatan tempat (proximity) dan kedekatan psikologis terhadap peristiwa
aksi 411, sehingga berpengaruh terhadap pemberitaan (Simarmata, 2014).

Penulis juga menemukan bahwa SKH Republika dan Kompas lahir dari
latar belakang berbeda, sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap proses
pemberitaan wartawan. SKH Republika berdiri dengan tujuan menampung
aspirasi komunitas muslim dalam konteks wacana nasional yang disalurkan
melalui pluralisme informasi kepada masyarakat luas. Sedangkan, SKH
Kompas lahir dari penyatuan niat antara kelompok wartawan Katolik Jawa
dan partai Katolik untuk mendirikan pers yang kemudian dinamakan Kompas
(Simarmata, 2014: 76 & 79).

Hal yang menjadi perhatian penulis adalah Republika pernah mendapat
penghargaan sebagai koran terbaik dari sisi penerapan kaidah jurnalistik oleh
Dewan Pers. Oleh karena itu, Republika seharusnya mampu mempertahankan
penghargaan tersebut. Akan tetapi, pada studi pendahulu, penulis menemukan
beberapa pelanggaran KEJ oleh pemberitaan SKH Republika, salah satunya
terkait keberimbangan berita.

Sementara itu, perhatian penulis terhadap Kompas adalah pada gaya
jurnalistik yang dinilai terlalu penuh kehati-hatian. Meskipun begitu, Kompas
pernah mendapat peringatan keras dari penguasa. Tahun 1978, Kompas nyaris
dibredel oleh penguasa karena kepekaannya dalam memberitakan kepala
negara dan keluarga. Salah satu reaksi terbaru terhadap pemberitaan Kompas
tahun 2010 adalah pemanggilan pemimpin redaksi berkaitan dengan



pemuatan transkrip rekaman penyadapan yang diputar di Mahkamah
Konstitusi terkait percobaan penyuapan anggota KPK (Simarmata, 2014: 62
& 64).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul
“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media
Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas
Edisi November 2016)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan KEJ
Dewan Pers dalam pemberitaan terkait aksi 411 di SKH Republika dan
Kompas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis dapat memaparkan tujuan
penelitian yaitu untuk mengetahui perbandingan penerapan KEJ Dewan

Pers dalam pemberitaan aksi 411 di SKH Republika dan Kompas.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di
antaranya:

a) Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi kontribusi berupa
pemikiran positif dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan,
sebagai literatur untuk menambah wacana baru, memperkaya
khasanah bagi dunia akademisi, serta dapat digunakan sebagai bahan

perbandingan penelitian yang akan datang, khususnya di bidang ilmu



jurnalistik. Penulis juga berharap akan ada pengembangan teori baru
untuk kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ilmu dakwah.
b) Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat
kepada beberapa pihak, di antaranya wartawan dan pemilik usaha
pers dalam menjalankan profesi jurnalistik dan masyarakat beserta
civitas akademika untuk dapat memilih informasi yang tepat dan
akurat. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi
sumber informasi serta bahan evaluasi bagi insan pers dan/atau pihak

pengelola usaha pers.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan
di media massa tentu bukan penelitian yang pertama kalinya. Untuk
menghindari kesamaan penulisan dan plagiarisme, maka penulis sampaikan
beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan
penelitian penulis, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian Siti Khotijah (2006) tentang “Etika Pemberitaan
Media Massa (Analisis terhadap Rubrik Isu Khusus Tabloid Infotainment Cek
& Ricek)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan tergolong
library research. Pendekatan penelitian adalah pendekatan normatif.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Lexy J. Moleong,
yaitu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, mengategorikan data,
kemudian disajikan secara deskriptif.

Penelitian ini  menghasilkan kesimpulan bahwa secara normatif
pemberitaan di rubrik isu khusus Tabloid Infotainmen Cek & Ricek tidak
keseluruhan sesuai dengan KEJ. Wartawan hanya menggunakan beberapa
KEJ versi PWI, yaitu mengambil pasal yang berkaitan dengan bahan berita.
Peneliti juga menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh
wartawan terhadap KEJ, diantaranya pasal 6, yaitu wartawan menyajikan

berita yang merugikan nama baik orang lain.



Perbedaan kajian skripsi penulis dengan kajian skripsi saudari Siti
Khotijah terletak pada subjek dan pendekatan penelitian. Subjek kajian
skripsi Siti Khotijah adalah Tabloid Infotainmen Cek & Ricek dengan
pendekatan normatif, sedangkan subjek skripsi penulis adalah SKH
Republika dan Kompas dengan pendekatan subjektif-konstruktivis.

Kedua, penelitian Suroso (2006) dengan judul “Pemberitaan Media
Massa tentang Aliran Ahmadiyah di Indonesia (Analisis Framing Harian
Kompas dan Republika Edisi Juli — Agustus 2005)”. Jenis penelitian kualitatif
dengan menggunakan analisis yang bersifat holistik (utuh) dan sistematis.
Pendekatan yang digunakan adalah framing.

Hasil penelitian yaitu Kompas dan Republika menyajikan berita
mengenai aliran Ahmadiyah dengan berbeda. Kompas menekankan pada
aspek kebebasan beragama dengan porsi berita lebih sedikit, sedangkan
Republika cenderung memaknai berita sebagai kenyataan yang benar terjadi
di lapangan dengan porsi berita lebih banyak.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi saudara Suroso terletak pada
metode analisis dalam mengkaji isi pemberitaan di surat kabar Republika dan
Kompas. Penulis menggunakan KEJ, sedangkan saudara Suroso
menggunakan analisis framing.

Ketiga, jurnal penelitian Shinta Bela Dewanti (2014) dengan judul “Kode
Etik Jurnalistik dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktik
Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Kegiatan Jurnalistik di Kalangan
Wartawan Joglo Semar)”. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan Joglo Semar
menggunakan cara etis dalam melakukan wawancara dengan narasumber
(pasal 2), wartawan Joglo Semar mengetahui keberimbangan fakta (pasal 3),
wartawan Joglo Semar menyajikan berita secara objektif (pasal 1), wartawan
Joglo Semar tidak mendiskreditkan kelompok tertentu (pasal 8), wartawan
atau redaktur bersedia memperbaiki berita yang tidak akurat (pasal 11).

Perbedaan kajian skripsi penulis dengan kajian skripsi saudari Shinta

terletak pada subjek dan objek penelitian. Saudari Shinta membahas
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penerapan KEJ pada kegiatan jurnalistik wartawan Joglo Semar, sedangkan
penulis membahas penerapan KEJ pada pemberitaan aksi 411 di SKH
Republika dan Kompas.

Keempat, penelitian Nur Hamid (2004) tentang “Etika Konselor dan
Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Moral dalam Proses Konseling Islam
(Studi Analisis Kode Etik Konselor Indonesia)”. Peneliti menggunakan
metode library research, kemudian dianalisis menggunakan metode
deskriptif eksploratif. Peneliti juga menggunakan metode content analysis
untuk mengetahui makna yang terkandung dalam gagasan kode etik konselor.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kode etik konselor
merupakan suatu aturan/ norma tata susila yang mengatur aktivitas dan
tingkah laku seseorang yang berhubungan dengan profesinya, telah disepakati
bersama, sah dan berfungsi sebagai pendorong masyarakat, serta sebagai alat
kontrol bagi penyelenggara profesi konselor.

Perbedaan kajian skripsi penulis dengan kajian skripsi saudara Nur
Hamid yaitu pada fokus analisis, ruang lingkup, serta pembahasan. Skripsi
saudara Nur Hamid menekankan pada etika konselor dan implikasinya
terhadap tanggung jawab moral dalam proses konseling Islam, sedangkan
penulis mencoba mengkaji tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam
pemberitaan di media massa.

Kelima, jurnal penelitian Niken Larasati (2014) yang berjudul
“Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Rubrik Berita Nganal Kodew dalam
Surat Kabar Radar Malang”. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif.
Pendekatan penelitian adalah pendekatan konstruktivis, yaitu menjelaskan
fenomena dari hal khusus ke hal yang bersifat umum. Metode penelitian
adalah analisis isi kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan konten
berita yang diterbitkan oleh Radar Malang dalam rubrik Nganal Kodew.

Hasil penelitian yaitu terdapat pelanggaran KEJ PWI ataupun KEWI
pada surat kabar Radar Malang dalam rubrik berita Nganal Kodew, yaitu
adanya berita yang memuat unsur kekerasan, pornografi, opini penulis,

singkatan dan akronim, serta bahasa tidak baku. Sedangkan berita dalam
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rubrik ini yang tidak mengandung pelanggaran dalam kategori berita yang
memuat unsur berita menyesatkan atau dusta dan berita yang memuat unsur
identitas narasumber.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian saudari Niken Larasati
terletak pada objek dan teknik pengumpulan data. Objek penelitian saudari
Niken adalah rubrik Nganal Kodew Radar Malang dengan teknik
dokumentasi dan codding sheet (memasukkan data berdasarkan kategori),
sedangkan objek penelitian penulis adalah berita aksi 411 di SKH Republika

dan Kompas dengan teknik dokumentasi dan wawancara.

E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji
data secara mendalam tentang semua kompleksitas yang ada dalam
penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan (Hikmat, 2014: 37). Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai
fasilitator yang ikut memberi makna secara kritis pada realitas yang
dikonstruksi oleh subjek penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam
library research (studi pustaka), yakni penelitian terhadap pemberitaan
koran atau surat kabar (Nawawi, 1991: 30).

Pendekatan penelitian adalah subjektif-konstruktivis. Pendekatan ini
menyatakan bahwa realitas merupakan hasil konstruksi mental dari
individu pelaku sosial, sehingga realitas dipahami secara beragam serta
dipengaruhi oleh pengalaman, konteks, dan waktu. Melalui pendekatan
ini, penulis meneliti, mengkaji, dan menganalisis segala sesuatu yang
menjadi bahasan penelitian untuk mencapai kesimpulan (Kriyantono,
2010: 51 & 55).

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan yang menjelaskan suatu konsep

secara singkat, tegas, dan jelas terhadap variabel masalah yang dijadikan
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pedoman penelitian (Chourman, 2008). Dalam rangka menghasilkan
penelitian yang fokus dan terarah, maka penulis membatasi penelitian ini
ke dalam kerangka teori, yaitu definisi KEJ, isi KEJ Dewan Pers,
definisi pemberitaan, serta definisi media massa dan surat kabar. Untuk
memudahkan memahami dan mengkaji teori tersebut, maka penulis
memfokuskan penelitian ini pada:

a) Data yang digunakan dalam penelitian, yaitu berupa teks berita
terkait aksi 411 pada edisi 1-10 November 2016 serta hasil
wawancara dengan wartawan Republika dan Kompas terkait
penerapan KEJ.

b) KEJ Dewan Pers, yaitu KEJ berskala nasional yang wajib dijadikan
pedoman oleh seluruh insan pers ataupun perusahaan pers di
Indonesia, termasuk SKH Republika dan Kompas.

c) Bagaimana perbandingan penerapan KEJ Dewan Pers dalam
pemberitaan aksi 411 di SKH Republika dan Kompas. Penulis
menggunakan teknik filling system dalam menganalisis data.
Adapun KEJ Dewan Pers terbagi menjadi 11 pasal, yaitu:

a) Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan
berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

1) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

2) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika
peristiwa terjadi.

3) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

4) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan
semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

b) Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional
dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional

adalah:



1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
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Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

Menghormati hak privasi;

Tidak menyuap;

Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar,
foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan
ditampilkan secara berimbang;

Menghormati  pengalaman traumatik narasumber dalam
penyajian gambar, foto, suara;

Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan
wartawan lain sebagai karya sendiri;

Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk

peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

c) Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi,

memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan

opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

1) Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang
kebenaran informasi.

2) Berimbang artinya memberikan ruang atau waktu pemberitaan
kepada masing-masing pihak secara proporsional.

3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal
ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang
berupa interpretasi wartawan atas fakta.

4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi

seseorang.

d) Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah,

sadis, dan cabul.

Penafsiran:



1)

2)

3)

4)

5)
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Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh
wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang
terjadi.

Fitnah artinya tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara
sengaja dengan niat buruk.

Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan
foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk
membangkitkan nafsu birahi.

Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan

mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

e) Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan

f)

identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas

anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

1)

2)

Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri
seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan

belum menikah.

Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan

tidak menerima suap.

Penafsiran:

1) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang

mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh
saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan

umum.

2) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau

fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

g) Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi

narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
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keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar

belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

1) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan
keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan
keluarganya.

2) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita
sesuai dengan permintaan narasumber.

3) Off the record adalah segala informasi dari narasumber yang
tidak boleh diberitakan.

h) Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita
berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas
dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan
bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit,
cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

1) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu
sebelum mengetahui secara jelas.

2) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

i) Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang
kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

1) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan
berhati-hati.

2) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan
keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

j) Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan
memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan
permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:
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1) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik
karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

2) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan
substansi pokok.

k) Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi
secara proporsional.

Penafsiran:

1) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan
berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

2) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan
kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang
dirinya maupun orang lain.

3) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu

diperbaiki (Dewan Pers Indonesia, 2006).

3. Sumber dan Jenis Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang
berkaitan dengan tujuan penelitian (Idrus, 2009: 61). Jenis data pada
penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang didapat dari hasil
pengumpulan data yang relevan. Semua data dan informasi yang
dihasilkan melalui observasi atau wawancara dengan informan akan
dianalisis oleh peneliti. Sumber data pada penelitian ini yaitu:

a) Data Primer, yaitu sumber utama yang menjadi bahan penelitian
analisis atau kajian (Arikunto, 1993: 103). Sumber data primer
dalam penelitian ini adalah teks berita terkait aksi 411 di SKH
Republika dan Kompas versi cetak. Masing-masing surat kabar
terdiri dari 10 berita pada edisi 1-10 November 2016.

b) Data Sekunder adalah sumber data yang menjadi penunjang dalam
melakukan analisis, seperti buku, surat kabar/ koran, rekaman dan

lain-lain (Subagyo, 1991: 87). Adapun sumber data sekunder dalam
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penelitian ini yaitu rekaman wawancara, buku-buku, penelitian

skripsi, jurnal penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti

untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2010: 95). Adapun teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a)

b)

Dokumentasi

Teknik dokumentasi diartikan sebagai penelusuran dan
perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia
(Hikmat, 2014: 83). Teknik dokumentasi pada penelitian ini
dilakukan dengan mengumpulkan teks berita terkait aksi 411 di SKH
Republika dan Kompas pada edisi 1-10 November 2016, masing-
masing berjumlah sepuluh berita headline news.

Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang
untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Kriyantono,
2010: 316). Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara
terstruktur terkait penerapan indikator-indikator pada pasal KEJ

Dewan Pers dengan salah satu wartawan Republika dan Kompas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mereview dan memeriksa data,

menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga

dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial
yang diteliti (Yusuf, 2014: 401).

Pada penelitian ini, penulis mengambil sepuluh sampel pemberitaan

terkait aksi 411 edisi 1-10 November 2016 pada masing-masing surat

kabar Republika dan Kompas. Setelah terkumpul, data dianalisis
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menggunakan teknik filling system, yaitu mengelompokkan  data
kedalam kategori-kategori tertentu dan diinterpretasikan dengan
memadukan konsep atau teori tertentu (Kriyantono, 2010: 200). Data
dalam bentuk berita dan hasil wawancara yang telah dikelompokkan
berdasarkan indikator pasal KEJ Dewan Pers kemudian disajikan secara
deskriptif dengan memadukan konsep KEJ Dewan Pers (Wimmer &
Dominick, 2000). Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang
telah dikumpulkan (Anwar, 2001: 126).



BAB Il
KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN
DI MEDIA MASSA

A. Kode Etik Jurnalistik

Dalam pembahasan kode etik jurnalistik, selalu diawali dengan
pemahaman atas kode, etika, dan jurnalistik. Pemahaman mengenai hal ini
menjadi penting karena terdapat banyak pengertian atas keduanya. Oleh
karena itu, penulis perlu memberikan batasan pengertian agar tidak terjadi
kesalahpahaman dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini penulis

paparkan penjelasan mengenai kode etik jurnalistik.

1. Pengertian Etika

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang
artinya adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang
adat kebiasaan atau sesuatu yang biasa dilakukan. Adapun secara
terminologi, etika memiliki tiga makna yaitu: pertama, analisis mengenai
konsep tugas, aturan-aturan moral, benar/ salah, kewajiban, dan lain-lain;
kedua, pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral,
ketiga, pencarian kehidupan yang baik secara moral (Mufid, 2009: 173).

Pada dasarnya, etika merupakan cabang filsafat yang berbicara
mengenai tindakan manusia yang berhubungan dengan tujuan hidup,
sehingga etika sering disebut sebagai filsafat moral. Etika berhubungan
langsung dengan perilaku dan sistem nilai etis yang dimiliki oleh
individu atau masyarakat yang mengandung unsur-unsur pokok yaitu
kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar.

Menurut Austin Fagothey, etika adalah ilmu pengetahuan normatif
mengenai perilaku manusia yang dapat dimengerti oleh akal nurani.
Dalam penjelasannya, etika berhubungan dengan seluruh ilmu
pengetahuan tentang manusia dan masyarakat sebagai antropologi,

19
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psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan hukum. Perbedaan terletak
pada aspek keharusan (Sumadiria, 2011: 184).

Magnis Suseno menjelaskan lebih jauh lagi bahwa etika bukan
sumber tambahan moralitas, melainkan filsafat yang merefleksikan
ajaran-ajaran moral. la tidak langsung membuat manusia menjadi lebih
baik, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis ketika
berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Ada nilai baik dan
buruk yang menjadi objek formal dari etika (Gani & Kusumalestari,
2013: 158).

Etika tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat
namun juga dalam menjalani suatu profesi tertentu yang disebut dengan
etika profesi. Etika profesi merupakan nilai-nilai dan asas moral yang
melekat pada pelaksanaan profesional tertentu dan wajib dilaksanakan
oleh pemegang profesi (Masduki, 2003). Sedangkan kode etik memiliki
pengertian yang sama dengan istilah kode kehormatan, prinsip-prinsip,
dan standar nilai. Selain sebagai pedoman, kode etik juga berfungsi
mencegah praktik-praktik yang merugikan profesi, masyarakat, bahkan
praktik pelanggaran pidana (Barus, 2010: 235).

Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Pada pembahasan kode etik jurnalistik, istilah “kode” memiliki arti
sistem pengaturan atau tanda yang telah disepakati dengan tujuan
tertentu. Sementara itu, etika tidak hanya dibutuhkan dalam menjalani
suatu profesi tertentu yang kemudian disebut “etika jurnalistik”,
merupakan kumpulan norma atau asas kewartawanan. Sehingga kode etik
jurnalistik diartikan sebagai sistem pengaturan yang bersifat normatif
tanpa menentukan hukum secara nyata dan konkret (Kamus Besar
Bahasa Indonesia).

Secara sederhana, kode etik jurnalistik diartikan sebagai kumpulan
aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan

ditaati oleh media pers dalam siaran. Kode etik jurnalistik juga diartikan
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sebagai ikrar yang bersumber dari hati nurani wartawan Indonesia dalam
menjalankan kemerdekaan mengeluarkan pikiran/ pendapat yang dijamin
dalam UUD 1945 pasal 28 (Yurnaldi, 1992: 117).

Menurut Rosihan Anwar dalam buku Bahasa Jurnalistik, kode etik
jurnalistik merupakan alat kontrol bagi setiap wartawan dalam
melaksanakan tugas jurnalistik. Kode etik jurnalistik disusun atas prinsip
bahwa pertanggungjawaban atas pentaatannya terletak pada hati nurani
wartawan Indonesia. Melalui kode etik jurnalistik, wartawan dapat
mengetahui dengan jelas aturan main dalam bidang kewartawanan
(Anwar, 1995: 63).

Dalam menjalankan kebebasan pers, wartawan atau insan pers
dikontrol oleh rambu-rambu, yaitu kode etik jurnalistik. Hal ini bertujuan
agar wartawan tidak lalai atau bahkan dengan sengaja melakukan
pelanggaran hingga merugikan orang lain. Oleh karena itu, kode etik
dirumuskan untuk melindungi organisasi dan anggota dari tekanan dan
atau gangguan yang datang dari luar serta menjamin masyarakat dalam
memperoleh informasi yang layak (Barus, 2010: 235). Dalam hal ini,
kode etik jurnalistik tidak menetapkan sanksi yang tegas seperti undang-
undang KUHP, namun pengawasan pentaatan kode etik jurnalistik
dilakukan oleh dewan kehormatan pers dan ketentuan-ketentuannya
harus dipatuhi oleh setiap wartawan. Jika tidak, martabat profesi seorang
wartawan akan terpuruk. Dengan demikian, tegaknya kode etik
jurnalistik sangat mengandalkan hati nurani insan pers (Kusumaningrat,
2005: 106).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa kode etik jurnalistik merupakan aturan tingkah laku
yang berupa norma tertulis dan berkaitan dengan profesi wartawan serta
mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan. Adapun
kewajiban setiap wartawan adalah berpegang teguh pada aturan main
yang berlaku dalam kode etik jurnalistik. Menaati kode etik jurnalistik

berarti menghargai dan loyal terhadap profesi sebagai wartawan.
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Sementara itu, poin-poin yang perlu diperhatikan jurnalis terkait kode
etik meliputi faktor pemakaian bahasa, penegakan etika, moral, tanggung
jawab, sikap, serta tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung

dapat membahayakan persatuan bangsa (Ismail, 2013: 45-46).

Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Menurut Richard L. Johannsen, fungsi kode etik ada tiga, yaitu
(Masduki, 2003: 48-49):
a) Fungsi Kemanfaatan
Kode etik menjadi bahan belajar atau panduan bagi orang baru
untuk mengenal pedoman dan tanggung jawab etis profesi wartawan.
b) Fungsi Argumentatif
Kode etik menjadi landasan terciptanya debat publik atas
kebingungan kasus-kasus dan perilaku etis sebuah profesi.
c) Fungsi Penggambaran Karakter
Kode etik sebagai gambaran tentang sosok profesional yang

ingin dibentuk dan jadi harapan publik.

Secara tidak langsung, kode etik jurnalistik memuat upaya
perlindungan konsumen media. Kode etik jurnalistik juga sebagai ikatan
moral untuk mengontrol wartawan dalam menjalankan profesi
kewartawanan. Dalam hal ini, tujuan utama kode etik jurnalistik adalah
menjamin hak masyarakat dalam memeroleh informasi objektif di media
massa dan memayungi kinerja wartawan dari segala risiko kekerasan
(Masduki, 2003: 51).

Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi
manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers
merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan

berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan
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kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers,
wartawan juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab
sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Sementara
itu, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers
menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional
dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan
landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam
menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta
profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode
Etik Jurnalistik.

Adapun kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman dasar seluruh
insan pers maupun perusahaan pers adalah kode etik jurnalistik yang
dirumuskan oleh Dewan Pers. Kode etik jurnalistik Dewan Pers
ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/\V//2008
tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-
DP/111/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers.
Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi
wartawan dan atau perusahaan pers. Berikut ini penjabaran dari kode etik
jurnalistik:

a) Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan
berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

1) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

2) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika
peristiwa terjadi.

3) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
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Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan

semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

b) Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional

dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional

adalah:

1) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

2) Menghormati hak privasi;

3) Tidak menyuap;

4) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

5) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar,
foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan
ditampilkan secara berimbang;

6) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam
penyajian gambar, foto, suara;

7) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan
wartawan lain sebagai karya sendiri;

8) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk

peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

c) Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi,

memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan

opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

1) Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang
kebenaran informasi.

2) Berimbang artinya memberikan ruang atau waktu pemberitaan
kepada masing-masing pihak secara proporsional.

3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal
ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang
berupa interpretasi wartawan atas fakta.

4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi

seseorang.
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d) Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah,
sadis, dan cabul.

Penafsiran:

1) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh
wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang
terjadi.

2) Fitnah artinya tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara
sengaja dengan niat buruk.

3) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

4) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan
foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk
membangkitkan nafsu birahi.

5) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan
mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

e) Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan
identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas
anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

1) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri
seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

2) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan
belum menikah.

f) Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan
tidak menerima suap.

Penafsiran:

1) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang
mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh
saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan
umum.

2) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau

fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
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Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi

narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun

keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar
belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

1) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan
keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan
keluarganya.

2) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita
sesuai dengan permintaan narasumber.

3) Off the record adalah segala informasi dari narasumber yang
tidak boleh diberitakan.

Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita

berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas

dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan
bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit,
cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

1) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu
sebelum mengetahui secara jelas.

2) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang

kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

1) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan
berhati-hati.

2) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan
keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan
memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan

permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
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Penafsiran:

1) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik
karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

2) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan
substansi pokok.

k) Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi
secara proporsional.

Penafsiran:

1) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan
berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

2) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan
kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang
dirinya maupun orang lain.

3) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu

diperbaiki (Dewan Pers Indonesia, 2006).

B. Pemberitaan Media Massa
1. Pengertian Pemberitaan

Sebelum membahas pengertian pemberitaan, lebih dahulu penulis
menguraikan penjelasan mengenai berita. Penjelasan tersebut menjadi
penting karena kata pemberitaan berasal dari kata dasar “berita”.
Sedangkan, definisi berita telah disebutkan oleh banyak tokoh yang
berpotensi menimbulkan perbedaan makna dalam penelitian. Oleh karena
itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sesuai dengan tujuan
penelitian, maka penulis memberikan batasan pengertian mengenai
berita.

Pada dasarnya, “berita” berasal dari bahasa Sansekerta vrit (ada atau
terjadi) atau vritta (kejadian atau peristiwa). Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, menyebutkan bahwa berita merupakan laporan tercepat

mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Dalam bahasa Inggris, berita
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disebut news, yang artinya informasi tentang peristiwa terbaru (Oxford
University Press, 1979). Hornby juga menjelaskan bahwa news adalah
laporan tentang peristiwa paling mutakhir (Tamburaka, 2013: 135).

Menurut Dja’far H. Assegaf, berita didefinisikan sebagai laporan
tentang fakta atau ide terbaru, yang dipilih oleh staf redaksi untuk
dipublikasikan dan dapat menarik perhatian pembaca karena sifatnya luar
biasa, penting, humor, emosional, dan penuh ketegangan (Yunus, 2010:
47). Sementara itu, J.B. Wahyudi mengartikan berita sebagai laporan
tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik
bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan melalui media
massa periodik. Berita juga dapat diartikan sebagai laporan peristiwa
aktual dan hangat melalui proses kerja jurnalistik sehingga layak
dipublikasikan oleh media massa (Tamburaka, 2013: 88).

Eric C. Hepwood dalam Apriadi Tamburaka (2009: 47),
mendefinisikan berita sebagai laporan pertama dari kejadian penting dan
dapat menarik perhatian umum. Menurut Williard G. Bleyer, berita yang
terbaik adalah berita yang paling menarik perhatian bagi jumlah pembaca
paling besar. Dalam hal ini, berita merupakan sesuatu hal yang sedang
marak terjadi di masyarakat dan menjadi trending topic yang selalu ingin
diikuti masyarakat dalam perkembangan pemberitaannya.

Berdasarkan definisi “berita” diatas, penulis memberikan batasan
pengertian pemberitaan menurut William S. Maulsby dalam Purnama
Kusumaningrat (2010: 1), yaitu suatu penuturan secara benar, tidak
memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, serta
dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut.
Secara tidak langsung, media massa harus bertindak sesuai dengan
kaidah jurnalistik pemberitaan. Media harus bersikap netral tanpa
berpihak pada kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik atau
disusupi para elit politik yang berkuasa. Proses kerja suatu peristiwa
hingga menjadi berita dilakukan melalui kegiatan jurnalistik, yaitu

kegiatan mencari peristiwa, mengumpulkan fakta, mengolah menjadi
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berita, dan menyebarluaskan melalui media massa. Dengan demikian,
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemberitaan merupakan
suatu proses, cara, atau perbuatan membuat berita.

Pemberitaan media mengalami proses cukup panjang dan
berlangsung dengan cepat. Kecepatan pemberitaan merupakan tuntutan
utama, baik dari segi komunikasi massa maupun sudut pandang pembaca.
Komunikasi massa menuntut perlunya kecepatan dalam pemberitaan.
Jika tidak, berita menjadi tidak laku atau “basi”. Berita yang terlambat
disajikan menjadi tidak bernilai karena telah diketahui pembaca melalui
media massa lain. Pembaca juga menginginkan berita suatu kejadian
dengan secepat-cepatnya. Rasa keingintahuan pembaca tentang suatu
kejadian adalah hal yang harus dipenuhi media massa secara cepat juga
(Ermanto: 71).

Sementara itu, pemberitaan wartawan melalui media massa mampu
memberikan dampak yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Seorang kriminolog, Dr. Herman Mannheim mengibaratkan
pers sebagai machtstellung, artinya satu kekuatan dapat dipakai untuk
melahirkan kebaikan dan kesengsaraan atau ketidaksenangan pihak lain.
Jadi, pemberitaan dalam media massa memiliki konsekuensi. Koesworo
mengelompokkan konsekuensi pemberitaan dalam dua kategori, yaitu
klachdelict; pemberitaan yang merugikan individu karena merasa
difitnah atau dihina dan persdelict; pemberitaan yang berdampak

merugikan kepentingan umum atau negara (Ermanto, 2005: 165).

. Jenis-jenis Berita

Menurut Romly (2003: 40), ada beberapa jenis berita yang disajikan
oleh wartawan dalam surat kabar, yaitu:
a) Berita Langsung
Berita langsung (straight news) adalah laporan peristiwa yang
ditulis secara singkat, padat, lugas dan apa adanya. Ditulis dengan

gaya memaparkan peristiwva dalam keadaan apa adanya tanpa



30

ditambah penjelasan dan interpretasi. Berita jenis ini memuat unsur-
unsur 5W+1H (what, who, when, why, where, how).
b) Berita Mendalam
Berita mendalam (depth news) merupakan pengembangan berita
yang sudah muncul, dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah
suatu permukaan. Berawal dari berita yang belum tuntas
pengungkapannya dan dapat dilanjutkan kembali (follow up system)
c) Berita Opini
Berita opini (opinion news) yaitu berita mengenai pendapat,
pernyataan, atau gagasan seseorang, biasanya pendapat para
cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat tentang suatu peristiwa.
d) Berita Penjelasan
Berita penjelasan (explanatory news) yaitu berita yang
menguraikan peristiwa secara lengkap melalui data-data. Fakta yang
berupa data dijelaskan kembali dengan argumentasi penulis. Jenis
berita ini biasanya disajikan secara bersambung.
e) Berita Interpretatif
Berita interpretatif (interpretative news) yaitu berita yang
dikembangkan dengan komentar/ penilaian wartawan atau
narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya
sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi.
f) Berita Penyelidikan
Berita penyelidikan (investigative news) adalah berita yang
dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan untuk

memperoleh fakta tersembunyi.

3. Nilai-Nilai Berita

Sebuah berita memiliki nilai-nilai yang harus dipenuhi sehingga
berita layak untuk dimuat. Berikut ini termasuk nilai-nilai berita,
diantaranya (Santana K, 2005: 18):
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a) Aktual (Immediacy), artinya berita merupakan laporan dari peristiwa
yang baru saja terjadi. Jika peristiwa terjadi beberapa waktu lalu, ini
dinamakan sejarah.

b) Kedekatan (Proximity), vyaitu keterdekatan peristiwa dengan
khalayak berita. Masyarakat akan lebih tertarik dengan berita yang
berkaitan dengan kehidupan mereka, seperti keluarga dan kerabat,
daerah tempat tinggal, hobi, dan lain-lain.

c) Konsekuensi (Consequence), artinya berita mengandung nilai
konsekuensi atau dampak bagi kehidupan khalayak/ pembaca.
Misalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

d) Permasalahan (Conflict), artinya berita yang menarik adalah berita
yang mengandung konflik natural. Misalnya, perseteruan antar suku.

e) Aneh (Oddity), berita mengandung peristiwa yang tidak biasa terjadi.
Misalnya, kelahiran bayi kembar dan pencalonan tukang sapu
sebagai kandidat calon gubernur.

f) Menarik Perhatian (Emotion), berita mengandung unsur-unsur yang
dapat menarik perhatian. Misalnya: kemarahan, kebencian, ambisi,
kebahagiaan, dan humor.

g) Ketenaran (Prominence), yaitu unsur yang menjadi dasar istilah
“names make news”, nama membuat berita. Misalnya, tempat wisata

dan hari raya.

C. Media Massa
1. Pengertian Media Massa

Salah satu kebutuhan hidup manusia di dunia adalah kebutuhan
terhadap informasi. Apalagi di era globalisasi dan serba modern seperti
sekarang ini. Salah satu unsur terpenting dalam memenuhi kebutuhan
terhadap informasi dan komunikasi tersebut adalah media massa. Media

massa memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai alat komunikasi
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dan penyebaran informasi yang dapat memberikan edukasi serta
perubahan terhadap kehidupan maupun pola pikir masyarakat luas.

Dalam hal ini, media massa adalah alat atau sarana yang digunakan
dalam penyampaian pesan dari sumber informasi (komunikator) kepada
khalayak (komunikan) dengan menggunakan alat-alat komunikasi
mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film dan internet. McQuail
dalam buku Mass Communication Theories (1989) menyatakan enam
perspektif tentang peran media massa dalam masyarakat modern, salah
satunya adalah “Media massa merupakan refleksi fakta, terlepas dari rasa
suka atau tidak suka. la ibarat cermin peristiwa yang ada dan terjadi di
masyarakat ataupun dunia (Suryawati, 2014: 37).

Menurut pengertian lain, media massa diartikan sebagai sarana
penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran
informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
Dalam hal ini, media massa berperan sebagai institusi yang
menghubungkan seluruh unsur masyarakat melalui produk media yang
dihasilkan. Secara spesifik, institusi media massa adalah sebagai saluran
produksi dan distribusi konten simbolis, sebagai institusi publik yang
bekerja sesuai aturan, menggunakan standar profesional dan birokrasi,
serta sebagai perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan (Tamburaka,
2013: 13).

Fungsi dan Peran Media Massa

Dalam berbagai literatur komunikasi dan jurnalistik disebutkan
terdapat lima fungsi utama pers atau media massa yang berlaku universal.
Disebut universal, karena kelima fungsi tersebut dapat ditemukan pada
setiap negara di dunia yang menganut paham demokrasi, Yyaitu
(Sumadiria, 2014: 32-35):

a) Informasi (to inform)
Fungsi ini merupakan fungsi utama media massa Yyaitu

menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat luas.
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Kriteria informasi yang disampaikan adalah faktual, aktual, akurat,

berimbang, etis, jujur, adil, bermanfaat.
b) Pendidikan (to educate)

Informasi yang disebarluaskan oleh media massa bertujuan
untuk memberikan edukasi atau pendidikan kepada khalayak dengan
cara menyajikan pesan atau informasi yang mengandung
pengetahuan.

c) Kontrol sosial (to social control)

Media massa atau pers dimaksudkan untuk mengawasi atau
mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar
kekuasaan tidak korup dan absolut.

d) Hiburan (to entertain)

Media massa berfungsi sebagai wahana rekreasi yang
menyenangkan sekaligus menyehatkan bagi seluruh lapisan
masyarakat. Biasanya, media massa menyajikan rubrik atau program
yang bersifat menghibur dengan tujuan untuk mengimbangi berita-
berita berat (hardnews) dan artikel yang dapat menguras perhatian
dan pikiran pembaca.

e) Memengaruhi (to influence)

Media massa atau pers memegang peranan penting dalam
tatanan kehidupan masyarakat.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, media massa atau pers dapat
melakukan kontrol sosial secara bebas dan bertanggung jawab. Beberapa
di antaranya adalah memengaruhi proses pembentukan etika sosial,
mekanisme interaksi bahkan proses pengambilan keputusan pada
lembaga-lembaga pemegang kebijakan formal. Dalam rangka memenuhi
fungsi tersebut, pers memasukkan opini penting melalui berita secara
implisit dan memasukkan pada kolom editorial serta artikel-artikel secara
eksplisit. Melalui karikatur dan desain atau rancangan pada pojok-pojok,
pers juga memengaruhi opini publik (Muhtadi, 1999: 85).



34

Selain memiliki fungsi seperti di atas, media massa juga memiliki
peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Peran media massa
di negara berkembang lebih menunjuk pada peran yang membangun
untuk memberi informasi, mendidik, dan menggerakkan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Berikut ini beberapa peran
media massa:

a) Sebagai agen perubahan
Media massa mengemban peran sebagai alat perubahan sosial
dan pembaharuan masyarakat. Menurut Wilbur Schramm, peranan
tersebut terletak pada cara dalam membantu mempercepat proses
peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern.

Sebagai agen perubahan sosial, media massa memiliki beberapa

tugas, yaitu memperluas cakrawala pandangan; memusatkan

perhatian khalayak dengan pesan-pesan yang ditulis; menumbuhkan
aspirasi; dan menciptakan suasana membangun.
b) Sebagai pembentuk pendapat umum

Media massa berperan aktif dalam pembentukan pendapat
umum serta dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat. Hal ini
dapat dibuktikan dari informasi media yang memuat berita secara
umum dan pendapat perorangan, sehingga dapat menimbulkan reaksi
pro dan kontra masyarakat. Reaksi ini yang kemudian disebut
sebagai pendapat umum. Pendapat umum (public opinion) menjadi
sangat penting bagi beberapa oknum politisi karena dapat digunakan
atau dibentuk sebagai suatu kekuatan masyarakat. Kekuatan tersebut
dapat diarahkan menuju suatu kehendak atau tujuan individu

maupun kelompok (Khotijah, 2006).

3. Definisi Surat Kabar

Sejarah menunjukkan bahwa pada masa kekuasaan Romawi yang

dipimpin oleh Julius Cesar, berita atau informasi pada saat itu ditulis
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dalam Acta Diurna (aksi hari ini) yang berisi pengumuman tentang
peraturan yang dibuat oleh senat dan kaisar Romawi dan ditulis pada batu
atau kayu. Orang-orang yang mencari informasi pada papan Acta Diurna
dijuluki Dgiurnarius atau Diurnarii (jamak), yaitu para budak yang
mengutip isi acta diurnal. Istilah itu menjadi sumber dari istilah jurnalis
(Suhandang, 2010: 27).

Sejak ditemukan mesin cetak oleh John Guttenberg (1450) di
Jerman, catatan tertulis tidak lagi di lembaran batu, kayu maupun kulit
hewan, namun sudah dapat dicetak melalui mesin cetak. Waktu itu mesin
cetak hanya digunakan untuk mencetak buku-buku agama dan ilmu
pengetahuan, namun kemudian berkembang mencetak laporan yang
bersifat berita dalam lembaran kertas seperti newsletter, pamphlet, dan
brosur. Selanjutnya, terjadi perkembangan isi yang bukan hanya catatan
tertulis namun menjadi laporan berita hingga berkembang menjadi
sebuah laporan surat kabar (Tamburaka, 2013: 43).

Surat kabar atau koran merupakan media massa paling tua yang
muncul sebelum adanya film, radio dan televisi serta merupakan salah
satu jenis media cetak yang berbentuk tulisan, gambar/ foto tidak
bergerak. Sebagai media komunikasi, surat kabar berisi informasi aktual
dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, kriminal,
budaya, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri dan sebagainya
Kelebihan surat kabar di antaranya mampu menyajikan informasi atau
berita secara komprehensif, bisa dibawa kemana-mana, dapat
didokumentasikan, bisa dibaca berulang-ulang dan mudah diperoleh jika
diperlukan. Selain itu, hanya dengan sejumlah uang pembaca dapat
menikmati sajian berita (Suryawati, 2014: 41).

Berdasarkan periode terbit, surat kabar terdiri dari dua yaitu surat
kabar harian dan surat kabar mingguan. Surat kabar harian merupakan
surat kabar yang terbit setiap hari, baik dalam bentuk edisi pagi maupun
sore. Sedangkan surat kabar mingguan adalah surat kabar yang terbit

paling sedikit satu kali dalam seminggu. Berdasarkan ukurannya, surat



36

kabar juga terbagi menjadi dua yaitu plano dan tabloid. Sementara dari
segi isi, surat kabar dibedakan menjadi dua, yaitu surat kabar yang
sifatnya umum, yaitu berisi informasi untuk masyarakat secara umum
dan surat kabar khusus, yaitu berisi informasi yang memiliki ciri khas
serta khalayak pembaca tertentu. Misalnya, surat kabar untuk pedesaan
dan surat kabar untuk kalangan perempuan (Cangara, 2010: 127).

Surat kabar menjadi salah satu kekuatan sosial dan ekonomi yang
cukup penting dalam masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa pada awal
perkembangannya, surat kabar berbentuk posted bulletins yang tumbuh
di Iltali secara bertahap mulai dari lembaran-lembaran kertas yang
dipublikasikan lokal hingga dalam bentuk koran dalam radiasi publikasi
kelas internasional seperti sekarang ini. Di Jerman, koran muncul pada
awal abad ke-17, sedangkan di Inggris dalam bentuk lembaran kertas
lahir pada 1621. Hingga sekarang ini surat kabar berkembang dan terbit
secara periodik dengan produksi mekanik, berjangka, dan mengandung
berita yang bervariasi dengan sistem organisasi dan mekanisme yang
mapan (Muhtadi, 1999: 88, 89).

Surat kabar berbeda dengan tipe publikasi lain karena keaktualan
atau kesegeraannya, karakteristik headline-nya, dan keanekaragaman
liputan yang menyangkut berbagai topik isu dan peristiwa. Hal ini
berkaitan dengan kebutuhan para pembaca (Santana K, 2005: 87).

Sebagai salah satu media jurnalistik, surat kabar mengemban fungsi
primer dan sekunder. Fungsi primer surat kabar terdiri dari:

a) Menginformasikan secara obyektif mengenai peristiwa dalam suatu
komunitas, negara, dan dunia;

b) Mengembangkan berita ke dalam fokus berita;

¢) Menyediakan informasi dalam bentuk iklan mengenai kebutuhan
barang dan jasa.

Fungsi sekunder surat kabar terdiri dari:

a) Membantu kampanye proyek-proyek kemasyarakatan;
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b) Menyajikan informasi hiburan berupa cerita komik, kartun, dan lain-
lain;

c) Sebagai konselor untuk pembaca;

d) Menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak (Suryawati, 2014:

41).

Selain surat kabar, jenis media cetak yang berkembang di masyarakat
sangat beragam, di antaranya surat kabar, majalah dan tabloid. Sejak
awal perkembangannya, ketiga jenis media cetak tersebut telah
mengalami perkembangan yang pesat. Dari segi perwajahan, bahasa, dan
kualitas isi pesannya telah berubah seiring dengan perubahan masyarakat
dan kemajuan teknologi. Adapun perbedaan antara ketiga jenis media
cetak tersebut penulis paparkan dalam tabel di bawah ini (Suhandang,
2010: 104).

Tabel 1. Perbedaan Surat Kabar, Majalah, Tabloid

Aspek Surat Kabar Majalah Tabloid
Isi Dominan berita | Dominan Dominan
langsung laporan laporan
(reportase) (reportase)
Ukuran Seluas  kertas | Seluas kertas | Setengah luas
koran  (empat | kuarto surat kabar
kali luas | (seperempat luas | (dua kali luas
majalah) surat kabar) majalah)
Halaman 8-20 halaman 50-200 halaman | 16-32 halaman
Kulit Tanpa kulit | Pakai kulit | Tanpa kulit
Khusus Khusus khusus
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GAMBARAN UMUM OBJEK DAN DATA PENELITIAN

A. Surat Kabar Harian Repubika
1. Sejarah

Surat kabar Republika diterbitkan atas adanya keinginan untuk
mewujudkan media massa yang mampu mendorong bangsa menjadi
kritis dan berkualitas, yakni bangsa yang mampu duduk sederajat dengan
bangsa lain di dunia, memegang nilai-nilai spiritualitas sebagai
perwujudan Pancasila sebagai filsafat bangsa, serta memiliki arah gerak
seperti digariskan UUD 1945. Kehendak untuk melahirkan masyarakat
yang demikian searah dengan tujuan, cita-cita, dan program Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibentuk pada tanggal 5
Desember 1990. Salah satu program ICMI adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui peningkatan 5K, yaitu Kualitas Iman, Kualitas
Hidup, Kualitas Kerja, Kualitas Karya dan Kualitas Pikir.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, beberapa tokoh pemerintah dan
masyarakat yang berdedikasi dan mempunyai komitmen pada
pembangunan bangsa serta beragama Islam membentuk Yayasan Abdi
Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1990. Kemudian yayasan ini menyusun
program utama yang meliputi tiga point:

a) Pembangunan Islamic Centre

b) Pengembangan Centre of Information and Development Studies
(CIDES)

c) Penerbitan Harian Umum Republika.

Yayasan Abdi Bangsa didirikan oleh 48 orang yang terdiri dari
beberapa menteri, pejabat tinggi negara, cendekiawan, tokoh masyarakat
serta pengusaha. Nama-nama yang ada dibalik pendirian yayasan ini
antara lain Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, H. Harmoko, lbnu Sutowo,

Muhammad Hasan, Ibu Tien Soeharto (alm), Probosutejdo, Ir. Abu Rizal
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Bakrie dan lain-lain. Soeharto yang saat itu menjabat presiden RI
berperan sebagai pelindung yayasan, sedangkan B.J. Habibie yang saat
itu menjabat sebagai Menristek dan ketua umum ICMI dipercaya sebagai
Ketua Badan Pembina Yayasan Abdi Bangsa.

Untuk merealisasikan program ketiga tentang penerbitan surat kabar
harian, pada tanggal 28 November 1992 Yayasan Abdi Bangsa
mendirikan PT Abdi Bangsa dan pada tanggal 19 Desember 1992
memperoleh  Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUPP) nomor
283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992 dari  Departemen Penerangan.
Sebelumnya surat kabar ini akan diberi nama Republik, namun saat
menghadap Pak Harto sejalan dengan rencana peluncuran surat kabar
tersebut, presiden mengusulkan nama Republika pada surat kabar yang
akan diterbitkan.

PT Abdi Bangsa bergerak dalam bidang penerbitan dan percetakan
pers. Pengelolaannya dilakukan oleh Dewan Direksi di bawah Dewan
Komisaris yang anggotanya dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Dalam pengelolaannya, Dewan direksi dibantu oleh Pembina
Manajemen.

Sejak berdiri, motto “Bukan Sekedar Menjual Berita” digunakan
oleh Republika. Ideologi Republika adalah ideologi pemiliknya, PT Abdi
Bangsa, yaitu Kebangsaan, Kerakyatan dan Keislaman. Republika
banyak berupaya menyajikan Islam sebagai agama yang dapat memberi
inspirasi terhadap kesadaran sosial selaras dengan aspirasi kontemporer
seperti keterbukaan, pluralisme, kecanggihan dunia informasi (Hamad,
2004, p. 120).

Mulai tahun 2004, Republika dikelola oleh PT Republika Media
Mandiri (RMM). Sementara PT Abdi Bangsa naik menjadi perusahaan
induk (Holding Company). Di bawah PT RMM, Republika terus
melakukan inovasi penyajian. Saat ini RMM berada di bawah bendera
Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan majalah Golf Digest,

koran berbahasa mandarin Harian Indonesia, majalah Parents, majalah
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a+, radio Jak FM, dan JakTV. Mahaka Media juga melakukan kolaborasi

dengan kelompok radio Prambors, terutama radio Female dan Delta.

Perbedaan gaya bahasa sebelumnya menambah ruang bisnis dan

independensi Republika menjadi lebih kuat. Karena itu secara bisnis

koran ini terus berkembang menjadi profesional dan matang sebagai

koran nasional untuk komunitas muslim.

. Visi dan Misi Republika

Visi:

a) Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar

b) Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat

¢) Mengkritisi tanpa menyakiti

d) Mencerdaskan, mendidik, dan mencerahkan

e) Berwawasan kebangsaan.

Misi

Politik:

a) Mengembangkan demokrasi

b) Optimalisasi peran lembaga-lembaga negara

c) Mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat

d) Mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam politik

e) Penghargaan terhadap hak-hak sipil

f) Mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih.

Ekonomi:

a) Mendukung keterbukaan dan demokrasi ekonomi

b) Mempromosikan profesionalisme

c) Berpihak pada kepentingan ekonomi domestik dari
globalisasi

d) Pemerataan sumber daya ekonomi

e) Mempromosikan etika dan moral dalam berbisnis

f) Mengembangkan ekonomi syariah

pengaruh
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g) Berpihak pada usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi
(UMKMK).

Budaya:

a) Kiritis-apresiatif terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang
berkembang di masyarakat

b) Mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat,
mencerdaskan, menghaluskan perasaan, dan mempertajam kepekaan
nurani

c) Menolak bentuk-bentuk kebudayaan/ kesenian yang merusak moral,
akidah, dan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan

d) Menolak pornografi dan pornoaksi.

Agama:

a) Mensyiarkan Islam

b) Mempromosikan semangat toleransi

c) Mewujudkan “Islam rahmatan lil alamin” dalam segala bidang
kehidupan

d) Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat.

Hukum:

a) Mendorong terwujudnya masyarakat sadar hukum

b) Menjunjung tinggi supremasi hukum

c) Mengembangkan mekanisme checks and balances pemerintah-
masyarakat

d) Menjunjung tinggi HAM

e) Mendorong pemberantasan KKN secara tuntas (Company Profile
Republika).

. Sirkulasi dan Profil Pembaca

Sejak awal terbit, dalam kurun waktu relatif singkat oplah Republika
mencapai 100.000 pada 15 Januari 1993. Tahun 1995, distribusi pembaca
menjangkau 11 kota di Indonesia serta tirasnya mencapai 130.000. Tahun
1994 jumlah pembaca mencapai 421.000 orang dan tahun 1995 mencapai
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550.000 orang. Menurut data SRI, tahun 1995 merupakan perkembangan
Republika yang sangat pesat, sehingga Republika berada pada urutan
kedua sebagai media nasional yang paling banyak dibaca (Hasrullah,
2001).

Menurut website korporat Mahakamedia, ciri-ciri profil pembaca
Republika yaitu: komunitas muslim dan urban, toleransi dan inklusif,

berpendidikan dan profesional, loyal dan berorientasi pada keluarga.

Isi dan orientasi

Republika bertujuan mewujudkan surat kabar yang mendorong
bangsa menjadi kritis dan berkualitas. Tujuan ini sesuai dengan cita-cita,
tujuan, dan program lIkatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang
dibentuk pada 7 Desember 1990, yaitu mewujudkan program ICMI di
seluruh Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
program 5K (kualitas iman, kualitas hidup, kualitas karya, kualitas kerja,
dan kualitas pikir) (Hasrullah, 2001: 15).

Menurut Parni Hadi, pimpinan redaksi pertama Republika, dalam
berita Republika Islam akan bersifat sublim dan subtil. Artinya, tidak
terlihat tetapi bisa dirasakan. Menurut Haidar Bagir, Islam Republika
adalah Islam kosmopolitan. Islam akan ditempatkan dalam konteks yang
lebih luas.

Republika memuat artikel mengenai seni, televisi, sastra dan gaya
berpakaian muslim bagi para pembacanya (Sudibyo dkk, 2001: 11).
Rubrikasi Republika terdiri dari nasional, opini, internasional, ekonomi,
olahraga dan lain-lain dengan total 24 halaman. Republika juga
menyajikan ragam informasi dengan tema spesifik dalam bentuk halaman
suplemen yang terdiri dari pendidikan (Senin), medika (Selasa), trend
dan teknologi (Rabu), otomotif (Kamis), properti dan tabloid (Jumat),
dan leisure (Sabtu).

Tajuk rencana Republika berada di halaman ke-4 yang ditulis oleh

tim editorial, termasuk wakil pemimpin redaksi dan redaktur senior.
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Sedangkan artikel opini yang berasal dari luar diseleksi oleh redaktur

pelaksana. Artikel opini yang terpilih ada dua, yaitu antara 30-40 tulisan
per hari (Simarmata, 2014: 80).

. Konsep Produk Republika

a)

b)

Jurnalisme yang Khas

Berita yang dihantarakan oleh Republika berdasarkan fakta yang
semestinya ditampilkan. Perbedaan dengan media lain adalah cara
pengemasan, pendalaman, dan penyajiannya. Republika cenderung
menyajikan produknya dengan lebih atraktif, jelas, dan tuntas
sehingga pembaca tidak perlu kesulitan untuk memahaminya.

Corak jurnalisme Republika dilandasi oleh keinginan untuk
menyajikan informasi yang selengkap-lengkapnya bagi para
pembacanya. Surat kabar ini berupaya mengembangkan corak
jurnalisme yang “enak dibaca” (readable), dengan gaya bahasa
populer, renyah, dan tidak kaku tanpa mengabaikan kaidah bahasa.
Visualisasi dan desain Republika juga menarik dengan bentuk
penonjolan unsur grafis yang informatif (berupa gambar, foto dan
tabel) serta eksploitasi cetakan warna. Hal ini juga didukung dengan
penyajian berita yang tuntas pada satu halaman tanpa bersambung ke
halaman lain. Dengan begitu pembaca memiliki waktu lebih banyak
untuk melacak berita maupun informasi di halaman-halaman lain.
Dengan desain demikian, tak mengherankan jika Republika berhasil
menyandang predikat Tata Wajah Terbaik dalam media cetak
nasional pada tahun pertama penerbitannya (Company profile
Republika).

Topik-Topik Pada Surat Kabar Republika
Pilihan topik Republika tidak mengandung pretensi untuk

menjadi terlalu filosofis. Bagian yang lebih memperoleh perhatian

adalah topik-topik yang dekat dengan dan berdampak langsung pada
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masyarakat pembaca. Namun ini tidak berarti Republika
mengabaikan kedalaman dan keseriusan, surat kabar ini justru
berupaya mengembangkan model surat kabar Semi Magazine,
beritanya banyak ditulis dalam bentuk features.

Realitas yang berlangsung sehari-hari sebisa mungkin dibentuk
menjadi berita yang dibingkai, ditafsirkan, dan diberi kedalaman.
Bahkan beberapa topik terbukti menjadi ciri khas yang melekat
dalam ingatan sebagian besar pembaca, rubrikasi tersebut antara lain
Resonansi, Hikmah, Solilokul, Wacana, Tajuk. Topik tertentu juga
disajikan dalam lembaran khusus seperti suplemen Tekad, Rekor,

Manajer, Trend Teknologi, Dialog Jum’at, Koran Kecil, dan Selasar.

6. Republika dan Pembaharuan

Jika diamati, sejak kelahirannya telah banyak penyempurnaan yang
dilakukan Republika. Tak hanya dalam desain penampilan korannya,
melainkan juga isi. Saat ini porsi berita maupun artikel yang berkaitan
dengan bisnis akan lebih banyak dijumpai dalam setiap halaman. Semua
ini merupakan upaya pemenuhan tuntutan khalayak pembaca yang
semakin lama semakin meningkat, baik dalam hal gaya hidup maupun

status sosial ekonominya.

7. Fungsi Republika

Sebagai bagian dari pers Indonesia, Republika menjalankan fungsi
pers sebagai kritik sosial dan cakupannya bisa meliputi seluruh bidang
kehidupan karena pers dapat merekam realitas dan ditampilkan dalam
surat kabar maupun media lainnya. Realitas yang disajikan tentu saja
bersifat relatif, sebab realitas sesungguhnya berlapis dan bercabang
sehingga amat rumit. Kebijakan media juga menyebabkan pers hanya
akan menampilkan segi-segi tertentu dari realitas yang ada. Ini juga

terkait dengan misi khas yang diemban oleh masing-masing media.
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Di Indonesia, peran negara sangat dominan dalam mengatur segenap
bidang kehidupan rakyat. Dengan besarnya peran tersebut maka semakin
besar pula potensi penyalahgunaan wewenang para pemegang jabatan.
Maka salah satu sasaran kritik Republika adalah orang-orang yang
memegang jabatan kenegaraan, yaitu pihak-pihak yang mengurusi
masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

. Nafas Islam sebagai Falsafah Republika

Salah satu karakteristik surat kabar Republika adalah bernafaskan
Islam. Kehadiran Republika tentu saja mengisi kekosongan dalam dunia
pers Indonesia yang minim akan surat kabar berkualitas dan bernafaskan
Islam. Adanya nafas Islam dalam Republika tidak bisa dilepaskan dari
beberapa faktor, di antaranya:

Pertama, Republika didirikan oleh Yayasan Abdi Bangsa (YAB)
yang mayoritas anggotanya adalah tokoh-tokoh Islam yang aktif dan
berpengaruh besar dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Selain program kerjanya diselaraskan dengan MUI, YAB sendiri punya
program utama selain Republika, yaitu Islamic Centre dan CIDES.
Ketiganya diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan umat Islam
Indonesia yang masih relatif terbelakang kehidupan ekonomi politiknya.
Disamping itu, karyawan Republika merupakan orang-orang muslim
yang memiliki komitmen cukup tinggi terhadap keberadaan umat Islam
di Indonesia.

Kedua, strategi penyebaran saham Republika diarahkan pada kaum
muslim Indoneisa (2,9 juta orang). Strategi ini dimaksudkan untuk
menggugah kesadaran masyarakat Islam Indonesia akan adanya satu
media umum yang diharapkan bisa memenuhi harapan mereka, dan pada
akhirnya diharapkan bisa menjaring khalayak dengan segmen khusus dan
jelas.

Ketiga, selain bergerak dalam penerbitan surat kabar, Republika

membuka program kepedulian sosial bernama Dompet Dhuafa (DD)
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untuk mengentaskan masyarakat khususnya umat Islam yang sebagian
besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dompet Dhuafa yang
tercatat dalam akte notaris H. Abu Yusuf no. 14, tanggal 14 September
1994 merupakan yayasan sosial di bawah surat kabar Republika yang
menghimpun dan mengelola dana Zakat dan Infak-Shadagah (ZIS) dari
masyarakat untuk disalurkan kepada mereka yang berhak. Program ini
lahir dari kepedulian karyawan Republika terhadap masalah kemiskinan
umat.

Keempat, rubrik seperti Hikmah khusus dibuat dalam desain yang
bernuansa Islami untuk membahas problem-problem empiris keseharian
maupun persoalan yang bersifat filosofis-religius. Rubrik ini ditulis oleh
wartawan Republika, tokoh masyarakat, aktivis LSM, politisi, kaum
profesional dan lainnya. Sedangkan Dialog Jum’at dan Info Halal
merupakan lembaran khusus yang menyajikan secara mendalam
permasalahan aktual dunia Islam, baik di dalam maupun luar negeri tanpa
mengesampingkan aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sesuai
namanya, Dialog Jum’at yang terbit setiap Jum’at menyajikan
pembahasan secara mendalam dalam bentuk feature, komentar maupun
wawancara dengan tokoh Islam terkemuka. Suplemen ini juga
menyajikan rubrik konsultasi bagi pembaca mengenai permasalahan
agama, terutama berkaitan dengan agidah maupun figh.

Kelima, arah liputan serta pemberitaan Republika didasari oleh
kebijakan dan orientasi serta pemberdayaan masyarakat kecil dan kaum
lemah, terutama masyarakat muslim yang mayoritas secara geografis
namun minoritas secara ekonomi politik. Di samping mengangkat
masalah umat Islam Indonesia, Republika juga gencar memberitakan
masalah umat Islam di belahan bumi lain seperti Asia, Afrika, Timur
Tengah, Amerika, serta negara-negara Eropa. Meski sebagai surat kabar
yang bernafaskan Islam, Republika tetap berusaha untuk menjadi
independen dan profesional seperti halnya surat kabar lain. Nafas Islam
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yang ada dalam Republika bersifat sublim dan subtil, tak terlihat tapi
terasa.

. Struktur Redaksional dan Karyawan Republika

Struktur redaksional dan karyawan Republika merupakan satu
kesatuan dalam menggerakkan perusahaaan penerbitan agar berjalan
sistematis. Struktur redaksional dan karyawan dibentuk karena adanya
kebutuhan yang memerlukan banyak kerjasama antara orang atau
perusahaan dalam pengembangan perusahaan. Adapun struktur
redaksional dan karyawan Republika sebagai berikut:

a) Struktur Organisasi Surat Kabar Republika

Direktur Utama : Daniel JP Wewengkang

Direktur Pemberitaan : Ikhwanul Kiram Mashuri

b)

Direktur Operasional

: Mira R Djarot

Direktur Bussines Development : Tommy Tamtono
Komisaris Utama : Adi Sasono

Wakil Komisaris Utama : Erick Thohir

GM Keuangan : Didik Irianto

GM Marketing dan Sales > Yulianingsih

Manajer Iklan . Indra Wisnu Wardhana
Manajer Produksi : Nurrokhim

Manajer Sirkulasi
Manajer Keuangan
Staf Redaksional Republika

Pemimpin Redaksi

Wakil Pemimpin Redaksi
Redaktur Pelaksana Koran
Redaktur Pelaksana Newsroom
Redaktur Pelaksana Online

Redaktur Senior

: Darkiman Ruminta

: Hery Setiawan

: Nasihin Masha

. Arys Hilman Nugraha
: Elba Dahuri

: Maman Sudirman

: M Irwan Ariefyanto

: Agung P Vazza



Wakil Redaktur Pelaksana

Asisten Redaktur Pelaksana

Sekretaris Redaksi

Kepala Bahasa

Kepala Perwakilan Jawa Barat
Kepala Perwakilan DIY-Jateng, Jatim
Reporter Senior

Kepala Desain
Staf Redaksi

B. Surat Kabar Harian Kompas

1. Sejarah Kompas

Siwi
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Irfan Junaidi, Syahruddin
El-Fikr, Kumara Dewatasari

: Firkah Fansuri, Heri Ruslan,

John Arief, Joko Sadewo,

Nur Hasan Murtiaji, Subroto
: Hamidah Sagaf

: Abdul Sahal

: Rachmat Santosa Basarah

: Haryadi B Susanto

: Herun Husein, Muhammad

Subarkah, Selamat Ginting,

Tri  Puji  Budiwati,

Teguh Setiawan

: Sarjono.

: Agus Yulianto, Alwi
Shahab, Andi Nur Aminah,
Andri Saubani, Anjar
Fahmiarto, Asep K
Nurzaman, Budi Raharja dan
lain-lain (Mahmudah,
eprints.walisongo.ac.id/1921
/14/091211068_Bab3.pdf,
2013)

Harian Kompas pertama kali terbit pada 28 Juni 1965 yang dirintis

oleh PK Ojong dan Jakob Oetama, masing-masing sebagai pimpinan

umum dan pemimpin redaksi dan dibantu oleh 15 wartawan muda

sebagai staf redaksi. Nama Kompas diberikan oleh Presiden Soekarno

pada waktu itu dengan maksud untuk memberikan petunjuk arah bagi
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rakyat. Sebelumnya, dua tokoh penggagas Kompas yakni Frans Seda
yang menjabat Menteri perkebunan dan Letjen A. Yani sebagai
Menteri/Panglima AD bermaksud memberi nama Bentara Rakyat untuk
surat kabar yang akan diterbitkan tersebut. Namun Soekarno tidak setuju
dengan nama tersebut dan lebih memilih nama Kompas, sedangkan
Bentara Rakyat dipakai sebagai nama yayasan yang menerbitkan surat
kabar Kompas.

Kebijakan yang mewajibkan surat kabar untuk berafiliasi pada partai
politik tertentu membuat Kompas memilih Partai Katolik sebagai afiliasi
politiknya karena di dalam surat kabar tersebut terdapat orang-orang dari
Partai Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
(PMKRI), Wanita Katolik, Pemuda Katolik, dan organisasi Katolik lain
serta didukung oleh uskup di seluruh Indonesia. Meski Kompas terdiri
dari orang Katolik, surat kabar tersebut hendak mewujudkan visi
kemasyarakatan yang terbuka sesuai dengan yang diinginkan oleh para
perintisnya.

Sejak awal penerbitan hingga sekarang, pemimpin redaksi surat
kabar Kompas adalah Jakob Oetama dan pimpinan umumnya dijabat oleh
P.K. Ojong. Setelah P.K. Ojong meninggal pada tangal 31 Juni 1981,
Jakob Oetama merangkap jabatan pemimpin umum. Jabatan wakil
redaksi diduduki oleh P. Swantoro dan pada tahun 1989 jabatan ini
dipercayakan kepada R.B. Sugiantoro.

Sebelum mendirikan Kompas, Jakob Oetama berprofesi sebagai guru
kemudian masuk dalam dunia jurnalistik menjadi staf redaksi majalah
katolik Penabur, sedangkan P.K. Ojong telah aktif dalam surat kabar
Keng Po dan majalah Sinar Weekly. Kedua orang tersebut bertemu
karena peran aktif keduanya dalam Partai Katolik Indonesia. Namun,
panasnya kondisi sosial politik saat itu membuat surat kabar Keng Po dan
majalah Sinar Weekly dilarang terbit sehingga kedua orang itu berinisiatif
untuk menerbitkan surat kabar baru. Maka terbitlah Kompas sebagai

surat kabar baru yang mempunyai latar belakang Katolik, namun para
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pendirinya sadar dengan kedudukan Kompas yang berada dalam
kemajemukan masyarakat Indonesia sehingga memposisikan Kompas
sebagai koran yang berperan aktif dalam membina bangsa secara
seimbang dan dinamis.

Kompas merupakan perpaduan bisnis Cina yang diwakili P.K. Ojong
dan filosofi Jawa yang diwakili oleh Jakob Oetama. Ojong lahir dan
dibesarkan dari darah Cina, sedangkan Jakob Oetama mempunyai latar
belakang Jawa toleran. Oleh karena itu, Kompas tumbuh dengan
perpaduan antara bisnis Cina dengan filosofi Jawa.

Pada awal berdirinya, Kompas mempunyai beberapa wartawan dan
staf redaksi. Wartawan yang bekerja di Kompas saat itu antara lain
Theodorus Purba, Tinon Prabawa, Tan Soei Sing (Indra Gunawan),
Edward Liem (Eduard Linggar), Roestam Afandi, Djoni Lambangdjaja,
August Parengkuan, Hartanto dan wartawatinya adalah Erka Muchsin
serta Threes Susilawati. Sedangkan staf bagian redaksi antara lain Drs.
Adi Subrata, Lie Hwat Nio S.H., Th. Susilawati, Marcel Bending, Tan
Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th Ponis Purba, Tinon
Prabawa dan Eduard Liem.

Perjalanan surat kabar Kompas pada awalnya tidak begitu mulus
karena memanasnya kondisi politik di tahun 1965. Ketika oplah Kompas
mencapai 8003 eksemplar, surat kabar itu harus menghentikan
penerbitannya karena larangan pemerintah menyusul peristiwa Gerakan
30 September (G30S). Larangan tersebut dikeluarkan oleh Pelaksana
Perang Daerah (Paperda). Surat kabar yang boleh terbit saat itu hanya
Harian Angkatan Bersenjata, surat kabar Berita Yudha, serta LKBN
Antara. Pada 6 Oktober 1965, surat kabar Kompas boleh terbit kembali.

Larangan yang dikeluarkan Paperda terhadap beberapa lembaga pers
ada yang bersifat sementara dan ada juga yang berlaku selamanya. Salah
satu harian yang tidak boleh terbit kembali adalah surat kabar yang
dikelola percetakan PT. Kinta, yang pada saat itu merupakan salah satu

percetakan terbaik di Jakarta. Peluang itu dimanfaatkan oleh manajemen
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Kompas dengan mencetak surat kabarnya di percetakan tersebut, dan
pergantian mesin cetak itu meningkatkan oplah Kompas menjadi 23.268
eksemplar (Brosur Kompas, edisi 1987: 4).

Di penghujung tahun 1978, kondisi politik kembali memanas
menyusul banyaknya aksi mahasiswa yang semakin meningkat berkaitan
dengan akan diadakannya Sidang Umum MPR. Mahasiswa menentang
pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden RI. Memanasnya situasi
politik saat itu mendorong pers larut dalam suasana yang penuh konflik
kepentingan tersebut. Akibatnya, Kompas serta tujuh media massa lain
seperti Tempo, Merdeka, dan Sinar Harapan tidak boleh terbit
berdasarkan keputusan Kopkamtib. Setelah menandatangani surat
perjanjian dengan Kopkamtib, tiga minggu kemudian media massa
tersebut boleh terbit kembali. Isi perjanjian tersebut antara lain: “...kami
akan mengindahkan, memenuhi, dan menjalankan ketentuan-ketentuan
sebagaimana telah digariskan dalam peraturan perundangan, dewan pers,
kode etik jurnalistik, serta ketentuan lainnya yang dikeluarkan
pemerintah dalam rangka membina pers yang bebas dan bertanggung

jawab”.

. Visi dan Misi Kompas

Filosofi yang mendasari para wartawan dan karyawan untuk
mencapai suatu tujuan adalah humanisme transendental. Dalam
pemberitaannya, Kompas selalu mementingkan toleransi, harmoni, dan
dialog antar agama. Visi Kompas adalah berpartisipasi dalam
membangun masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat dengan
kamanusiaan transendental, persatuan dalam perbedaan, menghormati
individu, dan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan misi
Kompas adalah menjadi nomor satu dalam semua aspek usaha, di
antaranya usaha-usaha lain yang sejenis dan dalam kelas yang sama. Hal
tersebut dicapai dengan etika usaha bersih dan melaksanakan kerjasama

dengan perusahaan lain.
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Bagi Kompas, visi kebijakan redaksional adalah perkara yang
senantiasa hidup dinamis. Dengan belajar dari perjalanan bangsa
Indonesia, visi surat kabar ini terbentuk melalui proses pergulatan
pemikiran dan pemahaman seperti yang berusaha dikembangkan,
dirasakan, dan diaktualisasikan dalam perjalanan setiap staf reporter
maupun editornya. Kebijakan redaksional Kompas dapat dirinci sebagai
berikut:

a) Kompas tidak semata-mata berpihak pada salah satu golongan,
partai, maupun agama.

b) Tidak membenarkan kritik yang bersifat pribadi kepada seseorang.

c) Tidak membenarkan wartawannya mencari untung secara pribadi.

d) Menggunakan sistem chek and recheck dalam mencari berita.

e) Menghargai hal-hal yang bersifat off the record.

f) Menghargai hak jawab dalam berita maupun dalam surat pembaca.

g) Kompas tidak memuat hal-hal yang mengandung unsur SARA.

h) Pola pemberitaan dalam lingkup nasional dan tidak ada kebijakan
reportase tiap daerah.

i) Kompas akan memuat berita atau komentar dengan pertimbangan
mana yang dirasa aktual, dapat dijadikan proses pemikiran dan
pemahaman pembaca seperti yang dirasakan serta berusaha

dikembangkan oleh wartawan-wartawannya.

Isi dan Orientasi

Dilihat dari mottonya, “Amanat Hati Nurani Rakyat”, Kompas
menunjukkan keberpihakan pada rakyat, dalam arti mementingkan
pembaca. Dari motto ini dapat disimpulkan bahwa Kompas mengemban
misi pemberitaan dengan selalu mengarah pada kepentingan umum,

bukan kepentingan golongan atau penguasa (Hasrullah, 2001: 11).

Jakob Oetama (1972) menjelaskan hati nurani merupakan naluri
manusia tentang baik-buruk, benar-salah, adil-tidak, sebuah motivasi

hidup manusia untuk mengembangkan pribadinya dalam berkomunikasi
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secara vertikal dengan Tuhannya maupun sesama, juga merupakan
aspirasi manusia yang inheren dan fundamental, aspirasi untuk hidup
layak, dilindungi, berpartisipasi dalam kekuasaan. Ketika aspirasi ini
terancam, maka  masyarakat membutuhkan  sarana  untuk

mengekspresikan.

Menurut Jakob (1990), Kompas berpijak pada prinsip yang
mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia, yaitu sebagai masyarakat
majemuk. Jakob melontarkan sebuah pernyataan tentang bagaimana
seharusnya surat kabar berperan di tengah keadaan masyarakat Indonesia.
Jawabannya adalah surat kabar membiasakan untuk menyajikan kejadian
dan menyorotinya dari berbagai segi. Surat kabar juga menyediakan
forum untuk berlangsungnya dialog antar berbagai pemikiran. Surat
kabar menyalurkan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Surat kabar menjelaskan duduk perkara dan mengajak masyarakat
melangkah maju dalam kebhinekaannya. Oetama menegaskan bahwa
Kompas berupaya membangun infrastruktur kebudayaan demokrasi
Pancasila yang menjadi falsafah kehidupan bangsa Indonesia.

Rubrikasi isi Kompas setelah halaman depan terdiri dari: berita-
berita hukum dan politik, tajuk rencana dan opini, surat pembaca, rubrik
internasional, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan dan kesehatan,
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan rubrik umum. Pada halaman ini
dimuat kolom khusus commentary news membahas tentang isu politik
dan ekonomi. Pada halaman berikutnya, terdapat rubrik khusus bisnis dan
keuangan, nusantara, metropolitan, olahraga, serta hiburan. Kompas juga

menyediakan edisi khusus daerah (Kompas, edisi 2017).

Tajuk rencana diletakkan di halaman empat. Dalam buku berjudul
Perspektif Pers Indonesia, Jakob Oetama (1989) menguraikan secara
detail tentang kolom tajuk rencana sebagai ciri khas Kompas. Halaman

ini disebut juga editorial page. Halaman opini terdiri dari: tajuk rencana,
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artikel komentar, dan surat pembaca. Karena ketiganya merupakan opini,
maka halaman empat disebut halam opini, bukan halaman berita.

Halaman ke-4 mempunyai riwayat dan latar belakang. Latar
belakang artikel Kompas berhubungan dengan filsafat dan tujuan surat
kabar, yaitu mengembangkan kultur dan infrastruktur demokrasi sesuai
dengan komitmen sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Faktanya,
Indonesia terdiri dari kemajemukan seperti semboyan Bhinneka Tunggal
Ika. Oetama menjelaskan demokrasi hanya dapat berkembang dan
berfungsi jika masyarakat yang majemuk itu dapat bereksistensi dalam
keragamannya. Halaman ke-4 merupakan ruang untuk mewujudkan
keragaman pendapat, aspirasi, dan persoalan untuk saling dikaji dan diuji
(Oetama, 1989: 211-212).

Adapun kinerja halaman ke-4 Kompas, yang termasuk di dalamnya
tajuk rencana. Menurut Oetama, redaksi dan staf halaman ke-4 juga sama
sikap dan orientasinya dengan wartawan atau redaksi untuk berita, yaitu
aktif, peka, lincah, gelisah dan reflektif. Perangkat struktural organisasi
dan mekanisme kerja harus menjamin korespondensi dan interaksi
tersebut (Oetama, 1989: 214-215). Penjelasan ini menunjukkan bahwa
walaupun terdapat perbedaan mendasar tentang sifat jurnalistik kedua
berita (tajuk rencana dan berita utama), namun keduanya bertujuan sama

dalam konteks yang lebih luas sesuai dengan persoalan yang dihadapi.

Tajuk rencana berisi berbagai peristiwa di dalam maupun di luar
negeri. Tajuk rencana Kompas memiliki ciri khas, yaitu tiap edisi
terdapat dua tajuk. Tajuk pertama biasanya berisi peristiwa nasional,
sedangkan tajuk kedua berisi peristiwa internasional. Sementara itu, judul
tajuk tidak selamanya menampilkan isu yang sama dengan topik
karikatur (Simarmata, 2014: 69).

Berdasarkan penelitian Malarangeng (1992), untuk tajuk rencana,
Kompas lebih memfokuskan pemberitaan pada realitas sosiologis
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(75,6%) dibandingkan realitas psikologis (24,5%). Untuk berita utama,
realitas psikologis lebih besar (61.6%) dibandingkan realitas sosiologis
(38,4%) baik untuk berita politik maupun berita ekonomi. Menurut
penelitian Triputra, sumber berita dari kalangan birokrat dominan pada
tajuk rencana (69,5%) dan berita utama (60,7%) dibanding sumber berita
lainnya. Secara umum ditemukan bahwa orientasi berita Kompas
cenderung bersifat netral (65,7%), menyusul sifat mendukung (19%), dan

bersifat mengkritik paling rendah (15%).

Berhubungan dengan peran mengkritik, Jakob Oetama (1972)
menyatakan bahwa pers wajib melaksanakan fungsi kontrol, koreksi dan
saran. Menurutnya, kekuasaan cenderung disalahgunakan. Oleh karena
itu, kekuasaan perlu diawasi, dicek agar penyalahgunaan dapat
diminimalisir. Jakob juga menyatakan bahwa ketika berhubungan dengan
kritik terhadap orang atau individu, Kompas cenderung konservatif.
Menurutnya, yang lebih penting dari kritik pers adalah efektivitas pers
sebagai fungsi kontrol sosial, karena kritik bisa bersifat agitatif ataupun
agresif tergantung watak dan sasaran.

Kompas membedakan secara ketat antara berita dan opini. Pendapat
diutarakan dalam bentuk tajuk rencana dan dalam kolom opini. Tajuk
rencana terdiri dari dua artikel yang ditulis oleh pemimpin redaksi, wakil
pemimpin redaksi, atau pemilik perusahaan yang juga pimpinan umum
Kompas (Keller, 2009). Berita utama Kompas selalu jelas dan mencolok
di halaman depan dan umumnya disertai gambar. Judul berita utama
selalu lebih besar dan diikuti sub judul. Spasi dan ukuran huruf pada teras
berita lebih besar dibandingkan isi berita. Tajuk rencana dan opini

terletak di halaman enam dan tujuh.

. Sirkulasi dan Profil Pembaca

Menurut Simarmata (2014) dalam buku Media dan Politik, tiras
harian Kompas selalu menduduki oplah terbesar dibandingkan dengan
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surat kabar nasional lainnya. Pada awal terbit tahun 1965, tiras Kompas
mencapai 7739, setahun kemudian melonjak menjadi 34.772. Kompas
pernah mencapai oplah terbesar di Asia, yaitu sejak Perang Teluk (1990-
1991) yang tirasnya mencapai 700.000 (Hasrullah 2001: 12). Memasuki
tahun 2000, tiras Kompas menurun. Tahun 2001 tiras Kompas mencapai
507.000, kemudian 509.000 (2002), 506.000 (2003) dan 509.000 pada
2004 (berdasarkan data WAN, dikutip di Keller, 2009: 43). Sebagian
besar pembaca adalah lulusan perguruan tinggi (60%) dan sekitar 30 %
pembaca Kompas memiliki pengeluaran bulanan paling sedikit Rp
2.250.000 (Keller, 2009: 45).

. Cara Pandang yang Memengaruhi Pemberitaan Kompas

Cara pandang sebuah media akan membentuk ciri khas antara satu
media dengan media lain dalam hal cara pandang, menangkap dan
menafsirkan sesuatu yang dianggap penting dari setiap fakta yang
didekatinya. Cara pandang atau visi tersebut berfungsi sebagai kerangka
acuan bagi setiap staf redaksi maupun wartawan media yang
bersangkutan. Visi ini wajib dihayati sebagai nilai dasar yang harus
diimplementasikan dalam kerja dan karyanya, dalam pergulatan dengan
realitas, dalam proses berfikir ketika mengolah berita, laporan, maupun
komentar. Bagi editor, visi tersebut dijabarkan dalam kebijakan editorial
dan kebijakan redaksionalnya, menjadi pedoman dan ukuran dalam
menentukan fakta yang patut diangkat dalam penerbitan.

Jakob Oetama mempunyai semboyan terkait dengan kebijakan
redaksinya: “menghibur yang papa dan mengingatkan yang mapan’.
Ungkapan ini mempunyai dua aspek, pertama tentang manusia dan
kemanusiaanya yang meliputi cobaan dan permasalahannya, aspirasi dan
hasratnya, keagungan dan kehinaannya; kedua tentang keadilan sosial.
Setiap aspek pemberitaan Kompas selalu bernafaskan hal di atas.

Namun banyak yang cemas dengan masalah kemanusiaan yang

dianutnya, sebab dikhawatirkan humanisme yang dianut Kompas adalah
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humanisme sekuler yang berkiblat pada sejarah perkembangan Eropa.
Sebenarnya Kompas tidak menganut paham kemanusiaan semacam itu.
Sebagai lembaga yang lahir di bumi Indonesia dengan masyarakat yang
percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kompas selalu menempatkan
visi kemanusiaannya sebagai kemanusiaan yang bertakwa, kemanusiaan
yang berdimensi religius.

Berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia yang membangun
demokrasi di atas keberagaman, Kompas melihat bahwa meskipun dalam
perbedaan, seseorang harus tetap bisa bekerja sama. Kompas menilai
bahwa demokrasi harus mengakar dan berkembang dalam diri rakyat
Indonesia. Sebab, hanya dengan akar demokrasi yang tertanam dalam
kebudayaan yang bisa membentuk prinsip, struktur, dan proses
demokrasi. Dalam setiap penerbitan baik berupa berita maupun
komentar, Kompas selalu berusaha ikut membangun, mengembangkan
dan mendewasakan infrastruktur kebudayaan demokrasi. Ketika ada
persoalan, masyarakat dididik untuk memahami bahwa mungkin ada
pandangan lain dan ketika ada kemajuan, perlu diingatkan sebab
mungkin masih ada yang tertinggal. (Company Profile Kompas).

. Struktur Organisasi SKH Kompas

PT. Kompas Media Nusantara adalah lembaga media massa.
Pemimpin tertinggi adalah Pemimpin Umum yang dibantu oleh Wakil
Pemimpin Umum Bidang Non Bisnis dan Wakil Pemimpin Umum
Bidang Bisnis. Adapun Pemimpin Redaksi bertanggung jawab di bidang
redaksi, dan Pemimpin Perusahaan bertanggung jawab di bidang bisnis.
Di bawah Pemimpin Redaksi ada Redaktur Pelaksana yang diikuti oleh
Kepala Desk, Kepala Biro, dan paling bawah adalah Reporter. Di bidang
bisnis, di bawah Pemimpin Perusahaan terdapat General Manajer Iklan
dan General Manajer Sirkulasi, serta General Manajer marketing
communication. Di antara dua bidang itu, terdapat bagian penelitian dan

pengembangan, Direktorat SDM-Umum dan Teknologi Informasi.
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Mereka sifatnya supporting dan di bawah supervisi Wakil Pemimpin
Umum non bisnis. Sementara itu, Pemimpin Perusahaan disupervisi
Wakil Pemimpin Umum bidang bisnis. Pembagian dalam struktur
organisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan pembagian sistem kerja.
Produk Kompas yang dihasilkan merupakan hasil kerja sinergis dari unit-
unit yang ada dalam struktur organisasi (Kasman, 2010: 161).

Struktur Redaksi Harian Kompas

Pemimpin Umum : Jakob Oetama

Wakil Pemimpin Umum : Agung Adiprasetyo, St. Sularto

Pemimpin Redaksi : Rikard Bagun

Wakil Pimred :Trias Kuncahyono, Budiman
Tanuredjo, Ninuk Mardiana
Pambudy

Redaktur Pelaksana : James Luhulima

Wakil Redaktur Pelaksana : Mohammad Bakir, Bambang Sigap
Sumantri, Rusdi Amral

Sekretaris Redaksi : Retno Bintarti, M Nasir (Kompas,
26/11/2017)

Staf Redaksi

Taufik Mihardja, S J. Osdar, Cris Pudjiastuti, Pieter P. Gero, M.
Suprihadi, Myrna Ratna M., Johnny T. Gunardi, Sri Hartati Samhadi,
Banu Astono, Try Harijono, P Tri Agung Kristanto, Yunas Santhani
Aziz, Sutta Dharmasaputra, Johanes Waskita Utama, Bre Redana, Maria
Hartiningsih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Mohamad Subhan,

Yesayas Oktavianus, Agnes Aristiarini, Agus Hermawan dan lain-lain.

GM Litbang : F. Harianto Santoso

Manajer Diklat . Sri Fitrisia Martisasi

Kantor Redaksi . JI. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta
10270 Telepon :5347710/20/30,530 2200
Fax 5486085/5483581

Alamat Surat (Seluruh Bagian) : PO BOX 4612 Jakarta 12046
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: PT Kompas Media Nusantara

SK

Menpen No.

013/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985

tanggal

(Khoiruddin,

November 1985

dalam

http://eprints.walisongo.ac.id/3491/4

/091211050 Bab3.pdf| diakses pada

19 Desember 2017)

C. Data Pemberitaan Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas

1. Rep

ublika

Tabel 2: Materi Pemberitaan Aksi 411 di SKH Republika

No Judul Berita Edisi Jenis Berita

1. | Jokowi-Prabowo 1/11/2016 Indepth
Dinginkan Suasana

2. | Ulama Imbau Unjuk Rasa | 2/11/2016 Indepth
Damai

3. | SBY: Tuntaskan Kasus | 3/11/2016 Straight
Ahok

4. | Presiden: Tetap Tenang 4/11/2016 Explanatory

5. | Aksi Bermartabat 5/11/2016 Indepth

6. | Ungkap Provokator 6/11/2016 Indepth

7. | Pesan Aksi Tersampaikan | 7/11/2016 Indepth

8. | Ahok Diperiksa 9 Jam 8/11/2016 Indepth

9. | Jokowi Janji tak Lindungi | 9/11/2016 Indepth
Ahok

10. | Presiden Minta Ormas | 10/11/2016 Explanatory
Islam Dinginkan Suasana

a) Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana

Jenis berita pada edisi 1 November 2016 ini adalah berita

mendalam (Indepth News).Berita tersebut merupakan berita utama
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(headline news)yang terbit pertama kali pada bulan November
seiring dengan munculnya isu pelaksanaan aksi demonstrasi pertama
kali (aksi 411) atas kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur non aktif
DKI Jakarta.

Edisi ini memberitakan tentang sikap Presiden yang meminta
para tokoh politik untuk ikut meneduhkan suasana menjelang
pilkada. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Presiden Jokowi
mendatangi kediaman Prabowo dengan maksud mengajak mantan
rivalnya pada pilpres 2014 itu mendinginkan suasana aksi yang akan
diikuti oleh ribuan orang dari berbagai daerah pada 4 November.
Sebagaimana pemberitaannya:

Menurut Prabowo, dalam pertemuan yang berlangsung hampir
dua jam itu, Presiden sempat menyinggung soal rencana aksi unjuk
rasa terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saya selalu berharap suasana baik, sejuk.Bapak Presiden
sepintas mengatakan, demokrasi hak konstitusional, tapi beliau juga
ingin yang baik dan itu yang kita inginkan.Jangan sampai ada unsur
yang mau memecah belah bangsa, ujar Prabowo.

Akan tetapi, dalam pemberitaan juga disebutkan bahwa Jokowi
membantah kunjungannya ke rumah Prabowo secara khusus terkait
antisipasi demonstrasi 4 November 2016 atau aksi 411.Sementara
itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan bahwa pertemuan
kedua tokoh itu merupakan silaturahim politik biasa. Sedangkan
narasumber lain yaitu, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan

bahwa pertemuan keduanya dapat mendinginkan suasana politik.

Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai

Edisi 2 November 2016 memberitakan tentang tindakan
Presiden mengundang puluhan ulama yang diantaranya Ketua

Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Umum
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Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ketua Umum Pimpinan Pusat
(PP) Muhammadiyah untuk memberikan pesan perdamaian kepada
masyarakat. Sebagaimana pemberitaannya:

“Nasihat yang menyejukkan dan membawa pesan perdamaian
sangat dinanti dari para ulama,” kata Presiden.

Dalam pemberitaan tersebut juga dijelaskan bahwa Presiden
berjanji tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap Ahok.
Beliau mengatakan bahwa proses hukum Ahok sedang dalam proses
penanganan Polri.

Pada berita edisi ini, wartawan menyajikan berita dalam bentuk
Indepth news (berita mendalam) dengan narasumber yang berasal
dari satu golongan tertentu.Hal ini dapat diketahui dari beberapa
orang dari golongan tertentu yang dijadikan sebagai sumber
informasi.

SBY': Tuntaskan Kasus Ahok

Judul berita edisi 3 November ini menjelaskan bahwa Presiden
ke-6 Republik Indonesia angkat bicara mengenai aksi demonstrasi
411 yang digelar secara akbaryang menuntut penegakan hukum atas
dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Sebagaimana pemberitaannya:

SBY menekankan akar pemicu unjuk rasa tersebut mesti
dituntaskan agar suasana kembali adem.

Jenis berita ini adalahstraightnews atau berita singkat.Pada
pemberitaan ini, wartawan menyajikan sumber berita dengan
berimbang karena masing-masing pihak mendapat kesempatan untuk
memberikan pendapat atau pandangannya terkait kasus ini.Wartawan
melakukan wawancara dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan

informasi yang akurat dan berimbang.

d) Presiden: Tetap Tenang
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Pada pemberitaan edisi 4 November 2016 ini, dijelaskan bahwa
Presiden Joko Widodo menghimbau kepada masyarakat, khususnya
warga DKI Jakarta untuk tetap tenang dan tetap menjalani aktivitas
seperti biasa, serta tak perlu memendam ketakutan berlebihan
menjelang aksi demo akbar yang diikuti oleh ribuan massa pada
Jumat, 4 November 2016.

Wartawan juga menjelaskan bahwa Presiden akan tetap bekerja
seperti biasa dan tidak berniat pergi ke luar kota meski ribuan orang
dijadwalkan mengepung Istana Negara. Sementara itu, Wakil
Presiden Jusuf Kalla dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
meyakini bahwa aksi demontrasi 411 akan berjalan damai meski
dihadiri oleh ratusan ribu orang. Sebagaimana pemberitaannya:

“Unjuk rasa kanbiasa, di depan (Istana) itu tidak ada hari tanpa

unjuk rasa. Bedanya jumlahnya saja,” kata Jusuf Kalla.

“Karena yang melakukan demo itu adalah saudara-saudara kita
juga, yang akan menyampaikan aspirasinya sesuai konstitusi,” ujar
Gatot.

Pemberitaan edisi ini memperlihatkan bahwa wartawan
cenderung berada pada salah satu pihak terkait.Dalam hal ini,
wartawan cenderung mendukung atau menerima aksi demonstrasi 4
November 2016 atau aksi 411 Kkarena berita yang ditulis
menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tertentu meyakini bahwa aksi 411
akan berjalan damai dan tidak memiliki dampak buruk bagi

masyarakat.

Aksi Bermartabat

Berita pada edisi 5 November 2016 ini ditulis oleh beberapa
wartawan Republika yang selanjutnya disebut Tim Republika dari
berbagai titik aksi. Berita ini menjelaskan bahwa aksi umat Islam
yang menuntut penyelesaian kasus penistaan agama oleh Basuki

Tjahaja Purnama (Ahok) yang kemudian dikenal sebagai aksi 411
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berjalan damai dan tertib hingga tenggat waktu yang telah
disepakati, yaitu pukul 18.00 Wib.Selepas itu, muncul kericuhan
akibat kesalahpahaman dari beberapa oknum demonstran mahasiswa
dengan petugas keamanan.

Wartawan menjelaskan bahwa keinginan massa aksi damai
untuk bertemu sekaligus berdialog dengan Presiden tidak terwujud.
Alasannya karena Presiden sedang melaksanakan kunjungan kerja di
area Bandara Soekarno-Hatta.Hal ini tentu tidak sesuai dengan
ungkapan Presiden yang telah diliput pada pemberitaan edisi 4
November 2016.

Dalam pemberitaan tersebut, wartawan cenderung mendukung
dan memperlihatkan bahwa aksi 411 berlangsung damai, meski pada
akhirnya sempat terjadi kericuhan antara beberapa oknum
mahasiswa dengan petugas keamanan.Dalam hal ini, wartawan (Tim
Republika) menyorot pada aksi yang berjalan secara damai dan
bermartabat tanpa embel-embel kericuhan meskipun dalam berita
disebutkan terjadi kericuhan.Sisi kericuhan ditampilkan dalam
beberapa kalimat saja.

Ungkap Provokator

Pada berita edisi 6 November 2016 ini dijelaskan bahwa aksi
damai 411terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki
Tjahaja Purnama (BTP) ternoda oleh adanya kerusuhan setelah
sepanjang siang hingga sore berlangsung damai. Wartawan
menjelaskan bahwa aparat kepolisian berhasil mengungkap otak
kerusuhan aksi damai 411. Sebagaimana pemberitaannya:

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, 10
provokator yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan.
Jumlahnya ada 10 yang diperiksa. Ada usianya 16 tahun, 31 tahun,
20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun, ujar Boy di Mabes
Polri, Sabtu (5/11/).
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Wartawan juga menyebutkan bahwa sejumlah elemen peserta
aksi damai menyesalkan adanya provokator. Akibat kericuhan
tersebut, setidaknya tiga kendaraan dibakar massa dan 18 rusak,
ratusan orang mengalami luka akibat tembakan peluru karet dan
terkena dampak gas air mata oleh pihak keamanan hingga
menyebabkan satu korban meninggal dunia, yakni Syahrie Oemar
(65) warga Curug, Tangerang, Banten.

Dalam pemberitaan tersebut, wartawan menjelaskan bahwa
kericuhan aksi damai disebabkan oleh beberapa oknum
provokator.Berdasarkan isi, pemberitaan tersebut mengecam aksi
provokator pada aksi 411.Wartawan lebih menampilkan bahwa
kericuhan aksi 411 disebabkan oleh provokator.Hal itu juga terlihat
dari pemberitaan yang mencantumkan pernyataan dari Pimpinan
Pondok Pesantren Darut Tauhid, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym)
yang mengunggah foto di Twitter pada detik-detik sebelum terjadi
kerusuhan di depan Istana dengan caption, “Silakan perhatikan,

mungkinkah ini provokatornya semalam?”

Pesan Aksi Tersampaikan

Berita edisi 7 November 2016 ini menjelaskan bahwa aksi
damai 411 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.Diantara pihak
yang memberikan apresiasi terhadap aksi 411 adalah pimpinan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah.Berdasarkan pemberitaan, PP Muhammadiyah
menerangkan bahwa pesan aksi 411 telah tersampaikan kepada
pemerintah. Sebagaimana pemberitaannya:

PB Nahdlatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah sekaligus
merilis pernyataan resmi mengapresiasi aksi tersebut, kemarin.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan,
seluruh umat Islam harus menunjukkan itikad dan sikap baik serta
percaya bahwa pesan aksi 4 November 2016 telah tersampaikan.
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Wartawan menyebutkan bahwa Haedar juga berpesan kepada
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya agar penanganan
kasus penistaan agama harus benar-benar dilakukan tegas, cepat, dan
transparan. Pada kesempatan yang sama, wartawan menjelaskan
bahwa terdapat pihak dari PBNU yang mencurigai terdapat
kelompok yang ingin merusak kemurnian aksi 411. Sebagaimana
pemberitaannya:

Haedar juga berpesan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian
dan jajarannya agar penanganan kasus penistaan agama harus benar-
benar dilakukan tegas, cepat, dan transparan.Jauhi hal-hal yang
dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan publik, kata dia.

Dalam pemberitaan, wartawan menyajikan berita dengan sangat
hati-hati dan cenderung memberikan kesan positif pada aksi 411.Hal
ini dapat diketahui dari beberapa sumber berita yang menjelaskan
bahwa aksi 411 berjalan dengan tertib dan damai serta merupakan
aksi Bela Islam terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Ahok Diperiksa 9 Jam

Jenis berita ini adalah berita mendalam (indepth news).Berita ini
menjadi berita utama (headline news) pada edisi 8 November
2016.Pada edisi ini, wartawan menjelaskan bahwa Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok telah menjalani pemeriksaan selama sembilan
jam pada 7 November 2016 di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi
terlapor kasus dugaan penistaan agama.

Dalam pemberitaannya, wartawan menghadirkan dua pihak
yang saling pro dan kontra, yang terdiri dari pihak Ahok dan
perwakilan pihak yang kontra dengan pernyataan Ahok. Pihak yang
pro dengan Ahok diantaranya pimpinan tim advokat pendamping
Ahok, Sirra Prayuna; Ketua DPRD DKI Fraksi PDIP, Prasetio Edi
Marsudi; Ketua fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Sangaji;
politikus PDIP, Merry Hotma, Charles Honoris, Junimart Giersang,

dan Trimedya Panjaitan. Sedangkan pihak yang kontra dengan Ahok
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diwakili oleh Ketua Umum MUI, Ma’ruf Amin. Sebagaimana
pemberitaannya:

Ketua Umum MUI telah menjelaskan bahwa benar MUI telah
mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan terkait dengan
dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara BTP (Basuki
Tjahaja Purnama), kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid
kepada Republika.

Berita ini disajikan secara berimbang karena masing-masing
pihak yang bertentangan diberikan ruang dalam pemberitaan, yaitu

pihak Ahok dan pihak yang kontra dengan Ahok.

Jokowi Janji tak Lindungi Ahok

Pada berita edisi 9 November 2016 ini, dijelaskan bahwa
Presiden Joko Widodo kembali berjanji tidak akan melindungi Ahok
dalam proses hukum sebagaimana pemberitaan pada edisi
sebelumnya. Wartawan juga menyebutkan bahwa Presiden Joko
Widodo mendapat kritik dari masyarakat atas kelambanannya terkait
aksi demonstrasi 411. Sebagaimana pemberitaannya:

“Saya kira itu sebuah masukan yang bagus. Yang belum baik
akan kita perbaiki, yang belum bagus akan kita benahi. Saya
manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan
kekurangan,” ujar Presiden.

“Perlu rakyat tahu, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki
Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” ujar
Presiden.

Selain pemberitaan tersebut, wartawan juga menyebutkan pihak-
pihak pelapor dan saksi ahli dari pihak terlapor beserta
argumennya.Akan tetapi, pemberitaan yang pada dasarnya
merupakan jenis berita mendalam (indepth news) ini lebih
menekankan pada janji Jokowi untuk tidak ikut campur dalam
urusan hukum Ahok.

Menurut penulis, wartawan kembali menyajikan berita dengan

unsur kecenderungan. Meskipun wartawan telah memberikan ruang
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yang sama kepada kedua pihak, namun kecenderungan wartawan
dalam memberitakan masih saja terjadi.

Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana

Pada edisi 10 November 2016 dijelaskan bahwa Presiden Joko
Widodo kembali mengundang para tokoh dari sejumlah ormas Islam
di Istana Merdeka. Berdasarkan data dalam berita, terdapat 17
ormas, antara lain Al Irsyad Al Islamiyah, Al Washliyah, Gerakan
Pemuda Anshor, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),
Fatayat NU, dan Muslimat NU.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan ucapan terima
kasih kepada pimpinan ormas yang telah menyebarkan pesan damai
pada aksi 411. Presiden juga memberikan penegasan bahwa
pemerintah tidak akan membantu Basuki dalam proses hukum.
Selain itu, Presiden mengajak pimpinan ormas Islam untuk
mendinginkan ~ suasana  pasca aksi  411.  Sebagaimana
pemberitaannya:

“Saya mengajak kepada seluruh pimpinan organisasi massa
Islam untuk mendinginkan suasana, membangun kedamaian serta
mempererat tali persatuan, mempererat ukhuwah Kkita sehingga
ketegangan-ketegangan di masyarakat bias kita redakan secepatnya,”
kata Jokowi.

Sementara itu, wartawan (Halimatus Sa’diyah) juga
menyebutkan bahwa beberapa oknum yang disebut sebagai pelaku
dugaan kasus penyerangan terhadap aparat kepolisian, Sekjen PB
HMI, Ami Jaya Halim tidak jadi ditahan oleh Polda Metro Jaya.

Dalam pemberitaan, wartawan telah menyebutkan beberapa
pihak sebagai sumber berita.Pihak-pihak yang terlibat terdiri dari
berbagai pendapat dan pandangan.Sehingga, kecenderungan

wartawan dalam pemberitaan ini tidak begitu terlihat.



2. Kompas

Tabel 3: Materi Pemberitaan Aksi 411 di SKH Kompas

No Judul Berita Edisi Jenis

1. | Elite Patut Jaga | 1/11/2016 Explanatory
Kemajemukan

2. | Presiden Tidak Akan | 2/11/2016 Straight
Intervensi

3. | Kebebasan Berpendapat, | 3/11/2016 Indepth
Pemerintah Jamin Keamanan
Rakyat

4. | Presiden dan Wapres | 4/11/2016 Straight
Berkantor seperti Biasa

5. | Presiden:  Aktor  Politik | 5/11/2016 Indepth
Menunggangi

6. | Presiden Punya Data Intelijen | 6/11/2016 Indepth

7. | Dugaan Penistaan Agama, | 7/11/2016 Indepth
Konsolidasi ~ Politik  dan
Kenegaraan Dibutuhkan

8. | Komunikasi Politik, Presiden | 8/11/2016 Explanatory
Menemui Sejumlah Pihak

9. | Presiden Tak Akan Lindungi | 9/11/2016 Indepth
Basuki

10. | Presiden Terus | 10/11/2016 | Straight
Bersilaturahim

a) Elite Patut Jaga Kemajemukan

68

Berita ini menjelaskan tentang pentingnya elite nasional untuk

Pemilihan kepala daerah (pilkada) hendaknya menjadi

ikut menyelesaikan masalah kebangsaan dengan damai dan sejuk.

pesta

demokrasi yang berjalan damai dan tenteram tanpa upaya memecah

belah. Wartawan juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo

Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto.

membahas hal itu saat mengunjungi Ketua Umum Partai Gerakan

Dalam pemberitaan tersebut, wartawan cenderung menyajikan

berita dengan fokus pada satu titik, yaitu meghimbau kepada

masyarakat khususnya para pemimpin lembaga tinggi negara dan

elite politik untuk tidak memperkeruh suasana menjelang aksi 411.
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Hal itu dibuktikan dengan pengambilan beberapa narasumber berita
yang cenderung menghimbau elite politik untuk tidak ikut berunjuk
rasa atau memperkeruh keadaan. Dalam hal ini, wartawan tidak
memberikan ruang bagi pihak yang pro atau mendukung aksi 411.
Sebagaimana pemberitaannya:

...Ketua DPR Ade Komaruddin meminta para pemimpin
lembaga tinggi negara dan elite politik tidak memperkeruh suasana
dengan melontarkan pernyataan yang bersifat memanas-manasi
situasi menjelang rencana aksi unjuk rasa 4 November mendatang.
Para elite politik diharapkan bisa menahan diri dengan tidak ikut
berunjuk rasa.

Ade mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dan Prabowo yang
bertemu untuk membahas berbagai masalah kebangsaan, termasuk
mengenai aksi unjuk rasa 4 November mendatang.

Secara terpisah, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, semua
orang punya hak untuk menyatakan pendapat dan berdemonstrasi.
Namun, terkait agenda pilkada yang belakangan ini membawa
sentimen isu SARA, Zulkifli berharap hal itu dapat diselesaikan
dalam ranah penegakan hukum saja.

Menurut penulis, wartawan belum dapat menyajikan berita
secara berimbang karena sumber berita masih sepihak dan tidak ada
perbandingannya dengan sumber berita pada pihak lain.

Presiden Tidak Akan Intervensi

Pada edisi ini, wartawan menjelaskan bahwa Presiden tidak akan
intervensi terkait proses hukum Ahok. Presiden mempersilakan
aparat mengusut dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja
Purnama. Namun, wartawan juga menjelaskan bahwa Presiden
berpesan kepada masyarakat agar kebebasan dalam berunjuk rasa itu
tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sebagaimana
pemberitaannya:

Presiden, menurut Haedar, mempersilakan aparat mengusut
dugaan penistaan agama oleh Basuki. “Beliau tidak berniat, apalagi
melakukan langkah untuk mengintervensi proses hukum yang
sedang berjalan. Keinginan Presiden kita sambut baik,” katanya.
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Menurut penulis, kecenderungan wartawan dalam memberitakan
masih terlihat. Pada paragraf-paragraf dalam berita, wartawan lebih
menekankan pada harapan pemerintah yang menghimbau kepada
masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam
memberikan putusan kepada Ahok serta menjunjung tinggi
keberagaman,  sehingga  seolah-olah  wartawan  memiliki
keberpihakan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cuplikan berita di
antaranya:

Pemerintah berharap masyarakat memahami bahwa proses
hukum memerlukan tahapan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menunggu dengan
tenang dan tidak resah.

Harapan untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman
bangsa Indonesia juga disampaikan sejumlah tokoh dan pegiat
gerakan masyarakat sipil dengan membuat petisi berjudul Jangan
rusak pilkada dengan isu SARA.

Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat

Berita edisi 3 November 2016 ini menjelaskan bahwa aksi unjuk
rasa yang akan digelar pada 4 November 2016 seharusnya tidak
perlu dilakukan karena Polri sedang mengusut kasus penistaan
agama Yyang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu,
Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan tidak akan
mengintervensi proses hukum terhadap kasus tersebut.

Sementara itu, wartawan juga berusaha menjelaskan bahwa jika
demo berubah menjadi anarki dan radikal maka TNI akan
melindungi rakyat Indonesia. Sebagaimana pemberitaanya:

“Apabila demo meningkat menjadi anarki bahkan radikal, yang
kami lindungi adalah rakyat Indonesia, di manapun berada, jangan
sampai terkena dampak anarki dan radikal tersebut,” kata Panglima
TNI kepada pasukannya.”

Selain itu, wartawan menyebutkan bahwa presiden ke-6 RI
Susilo Bambang Yudhoyono menemui Menteri Koordinator Politik,

Hukum dan Keamanan Wiranto kemudian Wakil Presiden Jusuf
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Kalla. Sementara itu, SBY justru dicurigai memiliki maksud dan
tujuan tertentu oleh intelijen negara. Sebagaimana pemberitaannya:

“...Janganlah kalau ada pertemuan politik yang dilakukan oleh
mereka yang berada diluar kekuasaan, lantas dicurigai. Intelijen
harus akurat. Jangan berkembang menjadi intelijen ngawur dan main
tuduh,” kata Yudhoyono di rumahnya Cikeas, Bogor, kemarin.

Sementara itu  dalam  pemberitaan, wartawan  juga
mencantumkan pernyataan atau tanggapan Wiranto terkait
pernyataan SBY tersebut. Tanggapan itu berisi himbauan untuk tidak
perlu menanggapi pernyataan SBY. Selain itu, wartawan juga
mencantumkan argumentasi dari Ketua Partai Golkar Yorrys
Raweyai yang berisi ungkapan bahwa belum pernah ada tudingan
langsung terkait sosok di balik aksi unjuk rasa 4 November.

Menurut penulis, dalam pemberitaan, wartawan tidak dapat
menyajikan berita secara berimbang. Wartawan masih memiliki
kecenderungan dalam memberitakan, yaitu cenderung memojokkan
SBY vyang dituding sebagai actor di balik aksi 411. Selain itu,
sumber berita yang berasal dari pernyataan Wiranto tersebut

memiliki peluang untuk terjadinya konflik antara SBY dan Wiranto.

Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa

Berita edisi 4 November 2016 ini menjelaskan tentang situasi
dan kondisi menjelang aksi 411. Diantaranya yaitu, Presiden dan
Wapres tetap akan berkantor seperti biasanya pada Jumat, 4
November 2016. Keduanya juga menghimbau kepada masyarakat
untuk tetap melakukan aktivitas secara normal. Sebagaimana
pemberitaanya:

“Masyarakat tetap bekerja saja seperti biasa. Yang jelas, saya
ada di Jakarta,” kata Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta.

Pada beberapa kesempatan, wartawan (Tim Kompas) berusaha

menjelaskan bahwa beberapa petinggi ormas Islam juga turut
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menghimbau masyarakat untuk menjalankan aksi secara aman dan
damai serta mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing
isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut penulis, wartawan menyajikan berita secara berimbang
karena tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa wartawan
berpihak terhadap satu golongan tertentu.

Presiden: Aktor Politik Menunggangi

Edisi ini merupakan puncak pemberitaan pada kasus penistaan
agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Aksi yang
dilakukan besar-besaran dan pertama kali pada kasus ini menjadi
berita yang paling dinantikan.

Pada berita ini, wartawan menjelaskan bahwa aksi yang
berlangsung pada Jumat, 4 November 2016 yang kemudian
dinamakan aksi 411 ini telah ditunggangi oleh aktor politik.
Alasannya adalah telah terjadi kerusuhan paska aksi damai pada
Jumat siang hingga pukul 18.00 WIB. Kericuhan terjadi sekitar
pukul 20.00 WIB di depan Istana Merdeka. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Presiden,

“Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-
aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata Presiden di Istana
Merdeka, Sabtu (5/11), sekitar pukul 00.15 WIB.

Dalam pemberitaan, wartawan (Tim Kompas) tidak terlalu
mengekspos atau menyajikan bagian berita yang menunjukkan
kepergian  Presiden meninggalkan massa aksi di Istana
Kepresidenan. Dalam hal ini, wartawan belum dapat memberikan
ruang dan waktu yang sama kepada masing-masing pihak.

Presiden Punya Data Intelijen

Berita ini menjelaskan bahwa ungkapan Presiden Jokowi terkait
adanya aktor yang telah menunggangi aksi unjuk rasa pada 4

November 2016 adalah benar. Hal ini sesuai dengan pemberitaan
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yang menyatakan bahwa Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah yakin
bahwa terdapat aktor dalam aksi 411. Hal ini berdasarkan
pemberitaan:

Saat ditanya apakah Panglima TNI yakin aktor itu ada, Gatot
meyakininya. Menurut dia, Polri harus segera menindaklanjuti
supaya pernyataan Presiden bukan sekadar pernyataan yang bisa
membingungkan masyarakat.

“...Namun, ada pihak lain yang tetap tidak mau meninggalkan
kawasan di depan Istana,” ujar Panglima TNIL

Dalam pemberitaan juga disebutkan pihak-pihak yang dituding
sebagai oknum pemicu kerusuhan, di antaranya adalah anggota Front
Pembela Islam (FPI) dan beberapa anggota organisasi Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI). Akan tetapi, pimpinan FPI Bachtiar Nashir
dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P. Tamsir
membantah tudingan tersebut.

Menurut penulis, judul yang diambil wartawan cenderung
menguatkan argumentasi Presiden bahwa terdapat aktor yang
menunggangi aksi 411. Akan tetapi, isi berita tidak terlalu
menonjolkan kecenderungan atau arah tujuan wartawan berdasarkan
judul berita.

Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan

Pada pemberitaan ini, wartawan menjelaskan bahwa Presiden
Republik Indonesia, Joko Widodo terus mengundang tokoh politik,
tokoh agama untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan
kesejukan dan mendinginkan suasana. Acara tersebut digelar paska
Presiden menjadwal ulang rencana kunjungan kenegaraan ke
Australia yang sempat ditunda karena adanya unjuk rasa besar-
besaran.

Wartawan juga menyebutkan banyaknya upaya yang dilakukan
olen pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

paska aksi demonstrasi 4 November 2016 (aksi 411). Beberapa



h)

74

upaya tersebut adalah seruan perdamaian dalam acara jalan sehat,
doa lintas agama untuk pahlawan bangsa, dan pentas seni di kawasan
Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Pada pemberitaan edisi ini, wartawan cenderung menyajikan
berita secara damai tanpa ada unsur-unsur keberpihakan terhadap
pihak tertentu atau tidak terkesan memiliki kepentingan individu
atau golongan.

Presiden Menemui Sejumlah Pihak

Berita edisi 8 November 2016 ini menggambarkan bahwa
Presiden menemui sejumlah pihak untuk memberikan arahan dan
ucapan terimakasih. Jadwal kunjungan Presiden dimulai pada Senin,
7 November 2016 di Markas Besar TNI AD . Dalam kesempatan
tersebut, Presiden mengucapkan terima kasih atas kerja keras TNI
mengamankan aksi 411. Setelah itu, Presiden menggelar pertemuan
dengan Kapolda Metro Jaya, Jenderal M. Iriawan, kemudian
berkunjung ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (NU).

Pada pemberitaan ini, wartawan menyajikan berita secara
berimbang dan tidak terdapat kecendrungan dalam membuat berita.
Menurut penulis, wartawan bertujuan menjelaskan bahwa Presiden
memiliki itikat baik untuk memberikan arahan serta ucapan
terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berupaya menjaga
keamanan dan ketertiban serta memberikan seruan perdamaian pada
aksi 411.

Presiden Tak Akan Lindungi Basuki

Berita edisi 9 November 2016 ini menjelaskan bahwa Presiden
tidak akan melindungi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus
penistaan agama yang telah dilakukan. Presiden juga terbuka

terhadap kritik dari sejumlah pihak terkait kelambanan pemerintah
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dalam melakukan komunikasi dengan rakyat. Sebagaiman
pemberitaanya:

“Sekali lagi, ini juga rakyat perlu tahu, saya tidak akan
melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk
pada proses hukum,” kata Presiden seusai bertemu Pimpinan Pusat
Muhammadiyah di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta,
Selasa (8/11/2016).

Sebagaimana pemberitaan pada edisi-edisi  sebelumnya,
wartawan juga menyebutkan bahwa Presiden mengunjungi beberapa
pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam menebar pesan
persatuan dan kesatuan pada aksi 411. Kunjungan tersebut bertujuan
untuk memberikan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang
telah waspada, solid dan profesional dalam mengamankan aksi unjuk
rasa 411. Sementara itu, pada pertemuan Presiden dengan PP
Muhammadiyah, Ketua Umum Haedar Nashir menegaskan bahwa
aksi 411 murni aspirasi keagamaan umat Islam. Muhammadiyah
menuntut komitmen dalam menyelesaikan kasus penistaan agama
oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut penulis, wartawan sudah cukup berimbang dalam
menyajikan berita karena menghadirkan beberapa pihak untuk
membuka suara terkait janji Presiden untuk tidak melindungi Basuki
Tjahaja Purnama dalam proses hukum.

Presiden Terus Bersilaturahim

Pada edisi 10 November 2016, wartawan menjelaskan bahwa
paska aksi unjuk rasa pada 4 November 2016, Presiden masih
menjaga silaturahim dengan beberapa pihak. Setelah sebelumnya
Presiden menemui PBNU dan PP Muhammadiyah, Presiden kembali
bertemu dengan sekitar 20 pimpinan ormas Islam di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden kembali menegaskan bahwa
beliau tidak akan mengintervensi dan melindungi Basuki Tjahaja

Purnama terkait kasus penistaan agama.
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Menurut penulis, wartawan menyajikan berita secara berimbang
karena tidak ada pihak yang terkesan dirugikan atau tidak

mendapatkan kesempatan dalam ruang pemberitaan.

D. Data Hasil Wawancara dengan Wartawan Republika dan Kompas

Untuk menunjang hasil penelitian yang objektif, maka penulis melakukan
teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. \Wawancara
dilakukan kepada wartawan Surat Kabar Harian (SKH) Republika dan
Kompas yang terlibat dalam peliputan atau pemberitaan aksi demonstrasi 4
November 2016 (Aksi 411). Karena keterbatasan waktu, penulis hanya
mengambil satu narasumber dari masing-masing surat kabar. Dalam hal ini,
Republika diwakili oleh SM (Asisten Redaktur Pelaksana) dan Kompas
diwakili oleh HN (Kepala Desk Hukum, Politik, dan HAM). Berdasarkan
hasil wawancara dengan pihak Republika dan Kompas terkait penerapan
Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan aksi demonstrasi 4 November 2016
(Aksi 411), maka berikut ini penulis paparkan hasil wawancara sebagai
berikut:

1. Wartawan bersikap independen

Republika (SM): wartawan mengaku telah menerapkan independensi

dalam melakukan pemberitaan terkait aksi demonstrasi 4 November 2016

(aksi 411). Menurut Republika (SM), independensi merupakan etika

wartawan dalam bertugas. Wartawan atau reporter di lapangan bertugas

sesuai kode etik jurnalistik. SM juga mengatakan bahwa Republika
mendukung isu yang melatarbelakangi aksi 411. Akan tetapi, wartawan
yang bertugas tetap independen dengan menyesuaikan fakta di lapangan.

Kompas (HN): wartawan mengaku telah memberitakan seputar aksi 411

berdasarkan fakta dan tanpa ada intervensi dari pihak lain. Menurut HN,

independensi dan profesionalitas wartawan harga mati. Wartawan terjun
ke lapangan dan memberitakan berdasarkan fakta dan hati nurani.

2. Wartawan menerapkan prinsip keberimbangan
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Republika (SM): wartawan Republika (SM) mengatakan telah
menerapkan prinsip keberimbangan. Dalam hal ini, semua pihak memiliki
kesempatan bersuara dalam pemberitaan. “Walaupun secara holistik kami
(Republika) mendukung aksi 411, kubu Ahok tetap diberikan ruang.
Misalnya, ada pemberitaan Republika yang menyebutkan kesibukan Ahok
atau Ahok sedang apa,” tutur SM.

Kompas (HN): HN juga meyakini bahwa pemberitaan Kompas sudah
menerapkan prinsip keberimbangan. Menurutnya, berita yang keluar dari
rubrik Kompas telah melalui beberapa tahap pengeditan, sehingga
pemberitaan yang tidak berimbang akan dipangkas.

3. Wartawan pernah menimbulkan kerugian/ komplain dari pihak lain
Republika (SM): Republika mengaku pernah ada komplain terkait
pemberitaan yang telah dikeluarkan Republika. Akan tetapi, pada
pemberitaan seputar demonstrasi 411 tidak ada pihak yang komplain
terhadap isi pemberitaan.

Kompas (HN): Kompas mengaku bahwa pihaknya tidak pernah mendapat
komplain pada pemberitaan terkait demonstrasi 411.

4. Kiat wartawan agar berita tidak menimbulkan kerugian

Republika (SM): Republika mengaku bahwa sebelum melakukan
peliputan telah ada rapat reporter dan redaktur. Menurut SM, rapat
tersebut diantaranya membahas tentang materi berita, tempat liputan, dan
jumlah berita. Republika mengambil poin aksi damainya, yaitu siang
hingga sore hari. Sementara itu, berita yang bias tidak akan masuk
pemberitaan karena telah mengalami proses penyaringan atau editing
secara bertahap.
Kompas (HN): pihak Kompas (HN) mengaku bahwa untuk
mengantisipasi agar pemberitaan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak
tertentu, maka wartawan harus menjaga kode etik profesi, bekerja secara
professional, serta memiliki keahlian dalam menulis berita.

5. Cara wartawan menjalankan profesionalitas
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Republika (SM): berdasarkan pertanyaan tersebut, informan Republika
(SM) tidak bisa menjawab, dengan alasan wartawan yang meliput aksi
411 sangat banyak, sehingga harus bertanya kepada masing-masing
wartawan.
Kompas (HN): informan Kompas (HN) menjawab bahwa wartawan harus
senantiasa belajar dan meningkatkan pengetahuan, bersikap rendah hati
dan bekerja keras, serta membuka diri terhadap kritik dari editor dan
pimpinan.

6. Keterlibatan wartawan dalam aksi penyuapan
Republika (SM): Republika mengaku bahwa pihaknya pernah ada yang
masuk dalam daftar penerima aliran dana non budgeter dari Menteri
Kelautan era Megawati. Akan tetapi, pada pemberitaan terkait aksi 411,
SM mengaku tidak ada anggotanya yang terlibat aksi penyuapan. “Jika
ada yang berniat melakukan aksi penyuapan, saya rasa percuma.
Alasannya karena mereka (pihak luar) tahu kalau sikap Republika keras
terhadap aksi ini. Kan tidak mungkin tiba-tiba di tengah jalan wartawan
Republika berbalik arah. Ya, tidak bisa, karena sikap medianya seperti
itu,” tutur SM.
Kompas (HN): Kompas memberikan pengakuan yang sama bahwa
pihaknya tidak ada yang terlibat aksi penyuapan.

7. Prinsip keberimbangan dalam pengambilan foto
Republika (SM): wartawan Republika mengaku telah merapatkan hal
tersebut. Menurutnya, keberimbangan dalam pengambilan foto tidak
harus menampilkan foto Ahok melainkan pada pemberitaan, yaitu porsi
Ahok dalam bentuk berita bukan foto, karena fokusnya ada pada aksi 411.
Kompas (HN): wartawan Kompas mengaku bahwa keberimbangan dalam
pemberitaan Kompas terletak pada pengambilan foto atau gambar yang
mewakili semua (keadaan seluruhnya) dengan jujur, tidak ada manipulasi
objek, serta memiliki makna.

8. Keterlibatan wartawan dalam melakukan plagiasi
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Pada pertanyaan ini, baik pihak Republika maupun pihak Kompas
mengaku tidak pernah melakukan plagiasi dalam pemberitaan terkait
demonstrasi 411.

9. Wartawan menguji informasi
Republika (SM): dari pertanyaan tersebut, SM mengaku bahwa pengujian
informasi dilakukan melalui uji data atau fakta di lapangan. “Contohnya,
pada saat terjadi kerusuhan aksi di depan, sedangkan wartawan ada di
belakang, maka timbul pertanyaan siapa pelaku kericuhan? Betul atau
tidak anak HMI? Tentu wartawan mencari data dengan bertanya kepada
pihak-pihak terkait, misalnya siapa yang berada dibaris terdepan, apakah
anak HMI ada yang ditangkap polisi, dan lain-lain,” ungkap SM.

Kompas (HN): Hal yang sama juga dikatakan oleh informan Kompas
(HN). Menurutnya, uji informasi dilakukan dengan mengecek fakta di
lapangan.

10. Wartawan memberikan ruang dan waktu yang setara kepada narasumber
Republika (SM): Berdasarkan pertanyaan tersebut, Republika mengaku
bahwa pihaknya tidak memberikan porsi pemberitaan terhadap pihak-
pihak tertentu. “Yang ada ya diliput,” tandas SM.

Kompas (HN): Kompas mengaku bahwa pihaknya telah memberikan
ruang dan waktu yang sama kepada semua pihak. Akan tetapi, tetap
berlandaskan fakta di lapangan.

11. Wartawan menerapkan opini yang menghakimi
Pada pertanyaan ini, Republika (SM) dan Kompas (HN) mengaku bahwa
dalam pemberitaan aksi 411 tidak ada opini yang menghakimi dan opini
interpretatif karena keduanya sudah termasuk tulisan opini, sedangkan
aksi 411 bukan merupakan opini.

12. Wartawan menerapkan asas praduga tak bersalah
Republika (SM): SM menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah
diterapkan wartawan terhadap kasus Ahok, bukan aksinya. “Secara
hukum harus diterapkan asas praduga tak bersalah, namun secara hukum

media, Republika menyatakan bahwa Ahok melakukan penistaan agama
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berdasarkan fatwa MUI, PBNU, PP Muhammadiyah dan Ormas Islam,”
tambahnya.

Kompas (HN): HN juga mengaku bahwa wartawan sudah menerapkan
asas praduga tak bersalah dalam melakukan pemberitaan seputar aksi 411.
Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul
Republika (SM): SM mengaku bahwa wartawan Republika sudah
menerapkan pasal 4 kode etik jurnalistik, yaitu wartawan tidak membuat
berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Kompas (HN): HN juga memberikan pernyataan yang sama bahwa
Kompas telah menerapkan pasal 4. “Kalau wartawan melanggar kode etik
jurnalistik, kami pasti akan dilaporkan ke Dewan Pers. Akan tetapi,
sampai sekarang ini tidak ada pihak kami yang dilaporkan ke Dewan
Pers,” tandas HN.

Wartawan menyebutkan identitas pihak-pihak pro dan kontra

Republika (SM): SM mengaku bahwa wartawan Republika telah
menyebutkan identitas pihak yang pro dan kontra. “Liputan wartawan
Republika harus jelas nama maupun asosiasinya dalam aksi tersebut,”
tambah Stevy.

Kompas (HN): HN juga mengungkapkan bahwa wartawan Kompas telah
menyebutkan identitas semua pihak dengan jelas.

Wartawan tidak menyalahgunakan profesi atas informasi yang diperoleh
Republika (SM): SM menjawab bahwa wartawan Republika tidak
mengajukan pertanyaan lain selain tujuan jurnalisme. Selain itu, untuk
menghindari  konflik  kepentingan, wartawan Republika tidak
diperkenankan menerima sesuatu dari narasumber.

Kompas (HN): HN menjawab bahwa wartawan bekerja secara
profesional, menjaga integritas, berdedikasi tinggi, serta memiliki
pengetahuan yang cukup.

Wartawan menggunakan hak tolak dan embargo
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Republika (SM): wartawan Republika mengaku tidak pernah. “Bagi
Republika hal itu tidak diperbolehkan. Karena tugas wartawan Republika
adalah mereportase demi kepentingan umat,” ungkap SM.

Kompas (HN): Hal yang sama juga diungkapkan oleh HN, informan
Kompas. Menurut pengakuannya, pada pemberitaan terkait aksi 411,
wartawan Kompas tidak pernah menggunakan hak tolak dan embargo.
Wartawan pernah menemui narasumber yang tidak ingin disiarkan atau
diberitakan datanya (off the record)

Republika (SM): Pada pertanyaan ini, Republika mengaku belum pernah.
Kompas (HN): Kompas mengaku bahwa pihaknya sudah pernah menemui
narasumber yang menginginkan off the record.

Wartawan menghindari sikap diskriminasi dan prasangka

Republika (SM): Wartawan mengaku tidak ada diskriminasi karena tidak
ada aksi tandingan atau demo balik dari massa pihak yang kontra dengan
aksi 411. “Namun jika ada, bagi Republika liput aja aksi tandingannya,
karena itu fakta dan dapat diketahui perbandingannya,” tandas SM.
Kompas (HN): Wartawan Kompas (HN) menjawab bahwa cara wartawan
menghindari diskriminasi dan prasangka dengan memberitakan sesuai
fakta di lapangan. Pihak yang pro dan kontra diberikan kesempatan yang
sama.

Wartawan dapat membedakan informasi pribadi dengan informasi publik
Republika (SM): wartawan mengaku bahwa pihaknya tidak pernah
menyinggung pribadi seseorang secara mendalam karena fokus
pemberitaan adalah kasus penistaan agama, bukan latar belakang Ahok
keturunan Tionghoa, Kristen dan sebagainya.

Kompas (HN): HN menjawab bahwa hal itu merupakan bagian dari
pentingnya wartawan profesional. “Wartawan Kompas harus tahu, karena
di Kompas sudah ada pendidikan mengenai hal itu,” tambahnya.
Wartawan pernah mencabut atau meralat berita yang keliru

Dari pertanyaan tersebut, keduanya (Republika dan Kompas) mengaku

tidak pernah ada ralat dalam pemberitaan terkait aksi 411.
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21. Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional
Berdasarkan pertanyaan tersebut, Republika dan Kompas tidak
menemukan narasumber ataupun pihak luar yang menginginkan hak

jawab ataupun hak koreksi terhadap isi pemberitaan.



BAB IV
ANALISIS PENERAPAN KEJ DEWAN PERS

DALAM PEMBERITAAN AKSI 411 DI SKH REPUBLIKA DAN KOMPAS

Pada bab analisis, penulis menggunakan teknik filling system untuk
mengetahui penerapan KEJ Dewan Pers dalam pemberitaan terkait aksi 411 di
SKH Republika dan Kompas. Teknik filling system yang diperkenalkan oleh
Wimmer dan Dominick merupakan teknik analisis dengan memasukkan data-data
yang diperoleh ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah disusun terlebih
dahulu oleh peneliti (Kriyantono: 2010: 200). Data yang terkumpul dimasukkan
ke dalam kategori/ indikator kemudian diinterpretasikan dengan memadukan
konsep atau teori yang digunakan peneliti. Pengkategorian dalam penelitian ini

berdasarkan indikator pada pasal KEJ Dewan Pers.
Berikut ini tahapan-tahapan teknik filling system menurut Kriyantono:

1. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengkategorian pada codding
sheet. Pengkategorian berdasar pada indikator-indikator pasal KEJ Dewan
Pers. Proses ini bertujuan memudahkan peneliti mendeskripsikan temuan
peneliti.

2. Data diklasifikasikan ke dalam kategori atau indikator pada codding sheet.
Tahapan inilah yang disebut sebagai filling system.

3. Setelah pengklasifikasian selesai, peneliti mulai menginterpretasikan data

dengan mengacu pada konsep dan teori yang telah disusun.
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PS Bunyi Pasal Kategori/ Indikator Keterangan

1 | Wartawan Indonesia Independen Memberitakan peristiwa sesuai hati
bersikap independen, nurani tanpa campur tangan, paksaan,
menghasilkan berita yang intervensi  pihak  lain  termasuk
akurat, berimbang, dan perusahaan pers.
tidak beritikad buruk. Akurat Dipercaya kebenarannya/ objektif.

Berimbang Semua pihak mendapat kesempatan
sama.

Tidak beritikad buruk Tidak ada niat menimbulkan kerugian
pihak lain.

2 | Wartawan Indonesia Menunjukkan identitas
menempuh cara-cara Menghormati hak
profesional dalam privasi
melaksanakan tugas Tidak menyuap
jurnalistik. Berita fakta & sumber

jelas

Keterangan sumber foto

Menghormati

pengalaman traumatik

narasumber

Tidak plagiat

3 | Wartawan Indonesia Menguji informasi Melakukan check recheck.
selalu menguji informasi, | Berimbang Memberi ruang & waktu pemberitaan
memberitakan secara kepada masing-masing pihak secara
berimbang, tidak proporsional.
mencampurkan fakta dan | Opini yang menghakimi | Pendapat pribadi wartawan.
opini yang menghakimi, ['Asas praduga  tak | Prinsip tidak menghakimi seseorang
serta menerapkan asas bersalah
praduga tak bersalah.

4 | Wartawan Indonesia Bohong Sesuatu  yang sudah diketahui
tidak membuat berita sebelumnya oleh wartawan tidak
bohong, fitnah, sadis, dan sesuai fakta.
cabul. Fitnah Tuduhan tanpa dasar secara sengaja.

Sadis Kejam & tidak berbelas kasih.

Cabul Penggambaran tingkah laku secara
erotis dengan foto, gambar, suara,
grafis, tulisan.

5 | Wartawan Indonesia | Identitas Data & informasi menyangkut diri
tidak menyebutkan dan seseorang yang mudah untuk dilacak.
menyiarkan identitas | Anak Usia kurang dari 16 th & belum
korban kejahatan susila menikah.
dan tidak menyebutkan
identitas anak  yang




84

menjadi pelaku
kejahatan.

6 | Wartawan Indonesia | Menyalahgunakan Tindakan mengambil  keuntungan
tidak menyalahgunakan | profesi pribadi atas informasi.
profesi dan tidak | Suap Pemberian dalam bentuk uang, benda,
menerima suap. atau fasilitas yang memengaruhi pihak

lain.

7 | Wartawan Indonesia | Hak tolak Hak mengungkapkan identitas &
memiliki hak tolak untuk keberadaan narasumber demi
melindungi  narasumber keamanan.
yang tidak  bersedia | Embargo Penundaan pemuatan berita sesuai
diketahui identitas permintaan narasumber.
faupun k_eberadaannya, Off the record Informasi dari narasumber yang tidak
menghargai  ketentuan boleh diberitakan.
embargo, informasi latar
belakang, dan off the
record.

8 | Wartawan Indonesia | Prasangka Anggapan kurang baik mengenai
tidak menulis/ sesuatu sebelum mengetahui secara
menyiarkan berita jelas.
gfsrsﬁsrzirrl:;l:i pr‘:ﬁ? gdk:; Diskriminasi Pembedaan perlakuan.
seseorang atas dasar
SARA serta tidak
merendahkan  martabat
orang lemah, miskin,
sakit, dan cacat.

9 | Wartawan Indonesia | Menghormati hak | Sikap menahan diri dan berhati-hati.
menghormati hak | narasumber
nara}sumber _ tentang Kehidupan pribadi Segala segi kehidupan seseorang dan
kehidupan  pribadinya, kel lain terkait Kepenti
kecuali untuk eluarga selain terkait kepentingan
kepentingan publik. publik.

10 | Wartawan Indonesia Segera berarti tindakan dalam waktu
segera mencabut, secepat mungkin.
meralat, memperbaiki Permintaan maaf disampaikan apabila
berita yang keliru dan kesalahan terkait substansi pokok.
tidak akurat  disertai
permintaan maaf kepada
pembaca.

11 | Wartawan Indonesia | Hak jawab Hak untuk memberikan tanggapan.
melayani hak jawab dan | Hak koreksi Hak membetulkan kekeliruan
hak  koreksi  secara informasi.
proporsional. Proporsional Setara pada bagian yang perlu

diperbaiki.
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Perbandingan Penerapan Pemberitaan

jelas

Pasal Indikator : __ __ Kesimpulan
Republika (Edisi 1-10 November 2016) Kompas (Edisi 1-10 November 2016)
Independen X [ X | X [ X |IxX |Ix [X |X v Iv |v |v v |v |v |v |V
Akurat vV v v |v v |v |v |V v ilv v v |v |v |v |v |v
1
Berimbang X|Ix |v IX|IxXx|Ix |V |V Vilix |v |v v |v |v |v |V
Tidak  beritikad v ilv v |viv|v|v|v v ix |v v |vi|viv|v|v
buruk
Mem.mJUKkan v v v v | v v v | v v v v v | v |V v | v | v | Secara umum,
identitas Kompas dan
Menah - Republika  sudah
_eng_ormatl v v | v v | v v |v |V v | v |v |v |v |v |v |v |v | menerapkan pasal
, privasi 2 pada
keseluruhan
Tidak menyuap v IV Vv v |V v |v |V v | v v v |v |v |v | v |v | pemberitaan
terkait aksi 411
edisi 1-10
Fakta dan sumber v lvi v i v iv]|v|v|v viviivi|v | v|v|v |v |v |November2016
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Menghormati
traumatik

Tidak plagiat

Menguji
informasi

Tidak
Mencampurkan
Fakta dan Opini
menghakimi

Asas praduga tak
bersalah

Secara umum,
Republika dan
Kompas sudah
menerapkan

indikator pasal 3
pada uji informasi

dan tidak
mencampurkan
fakta dan opini
menghakimi.
Sedangkan asas
praduga tak

bersalah tidak
diterapkan oleh
Republika karena

tidak relevan
dengan isi
pemberitaan.

Tidak Bohong

Secara
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Tidak Fitnah v' | keseluruhan, 10
pemberitaan
Tidak Sadis v | terkait aksi 411 di
SKH Republika dan
Kompas sudah
Tidak Cabul v" | menerapkan pasal
4,
Secara
Penyebutan keseluruhan,
identitas  korban - | pemberitaan
kejahatan susila terkait aksi 411 di
SKH Republika dan
Kompas tidak
Penyebutan menerapkan pasal
identitas  anak - |5 karena tidak
pelaku kejahatan relevan dengan isi
pemberitaan.
Tidak Secara
menyalahgunakan v' | keseluruhan, 10
profesi pemberitaan
terkait aksi 411 di
SKH Republika dan
Tidak menerima v~ | Kompas sudah

suap

menerapkan pasal
6.




Hak tolak
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Embargo

Off the record

Secara umum,
pemberitaan
seputar aksi 411 di
SKH Republika
tidak menerapkan
pasal karena tidak
relevan.
Sedangkan
Kompas sudah
menerapkan pasal.

Tidak  berdasar
prasangka

Tidak
mendiskriminasi

Secara umum,
perbandingan
penerapan
indikator pasal 8
pada pemberitaan
Republika lebih
kecil daripada
Kompas.

Menghormati
kehidupan pribadi
narasumber

Secara
keseluruhan,
pemberitaan
terkait aksi 411 di
SKH Republika dan
Kompas edisi 1-10
November 2016
sudah menerapkan
pasal 9.
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Mencabut,
meralat, dan
memperbaiki
berita yang keliru
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Secara
keseluruhan,
pemberitaan
terkait aksi 411 di
SKH Republika dan
Kompas tidak
menerapkan pasal
10 karena tidak
relevan dengan
fakta di lapangan,
yaitu wartawan
tidak pernah
menemukan
kekeliruan pada
pemberitaan.

11

Melayani hak
jawab dan hak
koreksi

Secara umum,
pemberitaan
Republika dan
Kompas tidak
relevan dengan
pasal 11.
Wartawan  tidak
menemui
narasumber yang
meminta hak
jawab maupun hak
koreksi
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Keterangan:

v

X

: sesuai (sudah menerapkan indikator KEJ)

: tidak sesuai (belum menerapkan indikator KEJ)

: tidak relevan antara pemberitaan dengan indikator KEJ)

B. Analisis Penerapan KEJ Dewan Pers dalam Pemberitaan Aksi 411 di

Republika dan Kompas

1. Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana

Rep, 1 November 2016

Dari pemberitaan di atas, penulis menganalisis bahwa pemberitaan
edisi 1 November 2016 ini sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1
meskipun terdapat satu indikator yang belum dapat diterapkan oleh
wartawan secara umum. Dalam memberitakan, wartawan sudah
memberikan porsi yang sama kepada semua pihak untuk berbicara, yakni
Presiden Jokowi dan Prabowo. Selain itu, wartawan tidak memiliki unsur
untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain atau pihak tertentu. Hal ini
dapat diketahui dari pernyataan Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil
Ketua DPR Fadli Zon yang menyatakan dukungan terhadap tindakan
Jokowi mengunjungi kediaman Prabowo untuk dapat mendinginkan
suasana politik. Sementara itu, berdasarkan wawancara penulis dengan
wartawan, telah ditemukan bahwa wartawan belum bisa bersikap
independen karena seringkali perusahaan media terlebih dahulu
mengambil sikap terhadap jalannya suatu kasus atau isu, sehingga
wartawan harus bertindak sesuai tindakan yang diambil media tanpa
meninggalkan objektivitas.

Jika dikaitkan dengan pasal 2 kode etik jurnalistik, pemberitaan edisi
ini sudah sesuai. Hal ini dapat diketahui dari pemberitaan dan hasil

wawancara. Berdasarkan pemberitaan, wartawan Republika sudah
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mencantumkan sumber informasi yang jelas, foto atau gambar dilengkapi
keterangan dan waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak
wartawan Republika, telah ditemukan bahwa wartawan dalam meliput
sudah menunjukkan identitas kepada narasumber, tidak melakukan
plagiasi, tidak menyuap, serta menghormati hak privasi narasumber.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, pemberitaan ini sudah menerapkan
pasal 3 kode etik jurnalistik. Menurut penulis, pemberitaan edisi ini
sudah terlebih dahulu melakukan uji informasi serta wartawan tidak
mencampuradukkan fakta dan opini wartawan. Sebagaimana
pemberitaannya, “Kabar Jokowi bakal menyambangi Prabowo tergolong
mendadak. Agenda tersebut tak tertera dalam jadwal acara-acara
kedinasan Presiden, kemarin. Rencana itu juga terlebih dahulu dilansir
Partai Gerindra.” Selain itu, pemberitaan ini bukan merupakan
pemberitaan tentang kasus hukum melainkan informasi terkait
konsolidasi Presiden-Prabowo sehingga tidak berhubungan langsung
dengan indikator penerapan asas praduga tak bersalah.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, pemberitaan edisi ini sudah sesuai.
Wartawan tidak membuat berita yang memiliki unsur kebohongan,
fitnah, sadis, ataupun cabul. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 5,
pemberitaan ini tidak relevan karena tidak ada unsur pemberitaan terkait
kejahatan susila ataupun anak-anak. Selain itu, jika dianalisis dengan
pasal 6, pemberitaan ini sudah sesuai dengan penerapan pasal 6. Hal ini
berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan Republika yang
menyatakan bahwa wartawan tidak menyalahgunakan profesi serta tidak
pernah terlibat kasus suap dalam pemberitaan seputar aksi 411.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 7, pemberitaan edisi ini
sudah menerapkan pasal 7 kode etik jurnalistik, yaitu wartawan
melindungi dan menjamin keamanan narasumber (hasil wawancara
penulis dengan wartawan Republika). Sedangkan, jika dikaitkan dengan
pasal 8, pemberitaan tersebut sudah sesuai. Dalam hal ini, wartawan tidak

menulis berita berdasarkan prasangka ataupun mendiskriminasikan
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seseorang. Pada pemberitaan, wartawan menulis bahwa “Jokowi-
Prabowo Dinginkan Suasana”, padahal keduanya merupakan mantan
rival pada pilpres 2014. Hal ini berarti wartawan tidak melakukan
diskriminasi terhadap salah satu pihak.

Adapun pemberitaan ini sudah sesuai dengan pasal 9, karena berita
ini tidak memuat kehidupan privasi narasumber serta tidak mengandung
unsur kontroversial, sehingga tidak ada unsur kehidupan pribadi
narasumber. Sementara itu, pemberitaan ini juga tidak relevan jika
dikaitkan dengan pasal 10. Hal ini karena tidak ditemukan kesalahan
dalam penulisan berita ataupun informasi dalam pemberitaan sehingga
wartawan tidak perlu mencabut ataupun meralat isi berita. Jika dikaitkan
dengan pasal 11, pemberitaan ini tidak relevan karena tidak ada unsur
kekeliruan yang perlu untuk dilakukan koreksi ataupun tanggapan dari
narasumber, meskipun pada kenyataannya Republika melayani hak
jawab dan hak koreksi.

Elite Patut Jaga Kemajemukan
Kom, 1 November 2016

Berita edisi 1 November 2016 ini menjelaskan bahwa Presiden
berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo
Subianto untuk membahas masalah kebangsaan, politik nasional, serta
ekonomi Indonesia. Berbeda dengan Republika yang mengatakan bahwa
pertemuan tersebut tergolong mendadak, pemberitaan ini justru
menyebutkan bahwa pertemuan keduanya merupakan pertemuan ketiga
kalinya. Pemberitaan edisi ini lebih menekankan pada himbauan kepada
para elite nasional untuk ikut menyelesaikan masalah kebangsaan dengan
damai dan sejuk. Diantara tokoh tersebut adalah Wakil Ketua Umum
Partai Gerindra, Fadli Zon; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ade
Komaruddin; dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli

Hasan.
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Menurut analisis penulis, pemberitaan ini sesuai dengan kode etik
jurnalistik pasal 1, meskipun hanya diketahui dari beberapa indikator
saja. Hal ini karena keterbatasan penulis yang tidak dapat menghadirkan
narasumber secara khusus untuk menanyakan perihal independensi
wartawan dalam memberitakan. Sementara itu, keakuratan dan
keberimbangan terletak pada penyajian data dan sumber berita.
Wartawan telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk
berbicara. Selain itu, pemberitaan tersebut tidak mengandung unsur yang
menimbulkan kerugian pihak lain.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, pemberitaan ini sudah menerapkan
pasal 2. Dalam hal ini, wartawan telah menggunakan profesionalisme
dalam menulis berita, yaitu mencantumkan sumber berita dengan jelas,
gambar atau foto dilengkapi keterangan dan waktu. Jika dianalisis
menggunakan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 3
kode etik jurnalistik. Dalam menulis berita, wartawan menampilkan
tulisan yang diikuti dengan fakta dilapangan, sehingga tidak ada fakta
yang dicampuradukkan dengan opini wartawan. Hal ini dapat dilihat dari
pemberitaan sebagai berikut:

. . . Salah satu agenda demokrasi lokal ini sepatutnya memperkuat
struktur makro bangsa dan kebangsaan, politik nasional, serta iklim
ekonomi yang kondusif untuk membawa Indonesia memenangi
kompetisi global.

Presiden Joko Widodo membahas hal itu saat mengunjungi Ketua
Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto di
kediamannya yang asri di Desa Bojong Koneng, Hambalang, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10) siang.

Selain itu, menurut hasil wawancara dengan pihak Kompas,
wartawan senantiasa menerapkan asas praduga tak bersalah dalam
meliput aksi 411.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, pemberitaan edisi ini sudah sesuai. Hal
ini karena wartawan tidak menulis berita yang mengandung unsur
kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul. Sementara itu, pemberitaan ini

tidak relevan jika dianalisis menggunakan pasal 5 kode etik jurnalistik
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karena pemberitaan ini tidak berkaitan dengan kasus kejahatan susila
ataupun kejahatan anak. Apabila dikaitkan dengan pasal 6, pemberitaan
ini sudah menerapkan pasal 6. Hal ini berdasarkan hasil wawancara
dengan wartawan Kompas yang menyatakan bahwa wartawan Kompas
tidak melakukan aksi penyuapan atau penyalahgunaan profesi dalam
meliput pemberitaan ini.

Adapun pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 7
kode etik jurnalistik. Menurut penuturan wartawan, dalam meliput berita
ini, wartawan tidak menemukan narasumber yang tidak ingin disebutkan
identitasnya, permintaan embargo dari narasumber, ataupun off the
record. Meskipun wartawan mengaku akan melayani hak tolak, embargo,
ataupun off the record. Jika dikaitkan dengan pasal 8, pemberitaan ini
sudah menerapkan pasal 8, yaitu wartawan tidak menulis berita
berdasarkan prasangka ataupun diskriminasi terhadap pihak tertentu.
Dalam hal ini, wartawan bersikap netral.

Jika dianalisa menggunakan pasal 9, pemberitaan ini sudah sesuai,
yaitu wartawan menghormati hak narasumber untuk tidak diketahui
tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Dalam
hal ini, wartawan tidak mengekspos kehidupan pribadi narasumber. Jika
dikaitkan dengan pasal 10, maka pemberitaan ini tidak relevan, karena
pemberitaan ini tidak memiliki unsure kekeliruan informasi sehingga
tidak perlu diralat ataupun dicabut. Sedangkan, jika dianalisa
menggunakan pasal 11, maka pemberitaan ini juga tidak relevan karena
tidak ada kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan
belum menemui narasumber yang menggunakan hak jawab ataupun hak
koreksi dalam pemberitaan ini.

Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai
Rep, 2 November 2016

Pada edisi ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini tidak
sesuai dengan penerapan pasal 1 kode etik jurnalistik. Penulis
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menemukan bahwa wartawan belum bisa bersikap independen karena
masih berpacu pada sikap yang dikeluarkan Republika terhadap kasus
Ahok. Sementara itu, menurut penulis, pemberitaan edisi ini belum bisa
dikatakan berimbang karena wartawan hanya menyajikan pernyataan dari
beberapa pihak yang pro terhadap aksi 411, sedangkan pihak Ahok
(pihak kontra) tidak ada dalam pemberitaan.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan ini sudah
menerapkan pasal 2. Dalam pemberitaan, wartawan selalu
mencantumkan sumber informasi dengan jelas, mencantumkan
keterangan dan waktu pada gambar, tidak melakukan plagiasi, serta
menunjukkan identitas kepada narasumber (hasil wawancara). Adapun
pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 3 kode etik jurnalistik. Penulis
tidak menemukan unsur-unsur mopini menghakimi dalam pemberitaan.
Penulis juga menilai bahwa pemberitaan sudah melalui uji informasi,
dibuktikan adanya data informasi. Namun, penerapan asas praduga tak
bersalah dalam pemberitaan belum ada. Hal ini berdasarkan wawancara
dengan Republika bahwa pemberitaan terkait aksi 411 tidak mengandung
kasus hukum, sehingga tidak relevan jika dikaitkan dengan asas praduga
tak bersalah.

Sementara itu, menurut penulis, jika dikaitkan dengan pasal 4,
pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis tidak menemukan tulisan yang
mengandung unsur kebohongan, fitnah, sadis, dan cabul. Jika dikaitkan
dengan pasal 5, maka pemberitaan ini tidak relevan karena edisi ini tidak
membahas mengenai kejahatan asusila ataupun kejahatan anak.
Sedangkan jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah
sesuai. Berdasarkan wawancara dengan wartawan, penulis menemukan
bahwa wartawan tidak terlibat suap ataupun menyalahgunakan profesi
dalam menulis berita ini.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak
relevan. Hal ini karena berdasarkan hasil wawancara, wartawan tidak

menemukan narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya, serta
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tidak ada permintaan embargo ataupun off the record dari narasumber.
Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan edisi ini belum sesuai.
Penulis masih menemukan unsur-unsur diskriminatif dalam pemberitaan.
Dalam hal ini, wartawan cenderung mendukung rencana aksi 4
November 2016 dan  mendiskreditkan ~ Ahok.  Sebagaimana
pemberitaannya:

Ketua Umum MUI mengungkapkan, dalam pertemuan kemarin,
Presiden menjanjikan tak akan mengintervensi proses hukum terhadap
Ahok.

“Kita menyerukan pada mereka dalam demonstrasi harus mematuhi
aturan-aturan, harus dilakukan dengan sopan santun, dengan akhlaqul
karimah, tidak boleh anarkistis,” kata Ma’ruf Amin selepas menemui
Presiden.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini
sudah menerapkan pasal 9. Menurut analisis penulis, wartawan tidak
mengekspos atau mempublikasikan kehidupan pribadi narasumber.
Sedangkan, jika dikaitkan dengan pasal 10, maka pemberitaan ini tidak
relevan. Menurut analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dengan
informan, pemberitaan ini tidak mengandung kekeliruan sehingga tidak
perlu diralat atau dicabut. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 11
kode etik jurnalistik, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini karena
tidak ada unsur kesalahan sehingga wartawan tidak perlu memberikan
hak jawab atau hak koreksi kepada narasumber.

Presiden Tidak Akan Intervensi
Kom, 2 November 2016

Berdasarkan pemberitaan, penulis menganalisis bahwa pemberitaan
ini sesuai dengan penerapan pasal 1 kode etik jurnalistik. Menurut
penulis, pemberitaan tersebut sudah berimbang karena antara pihak yang
pro terhadap aksi 411 dan pihak Ahok sama-sama mendapat ruang atau
kesempatan yang sama dalam pemberitaan. Penulis juga tidak

menemukan unsur-unsur pemberitaan yang dapat menimbulkan kerugian
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bagi orang lain. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan
wartawan, penulis menemukan bahwa wartawan bersikap independen
dalam meliput maupun memberitakan.

Jika dianalisis menggunakan pasal 2, maka pemberitaan ini sudah
sesuai dengan pasal 2, yaitu wartawan menempuh cara profesional dalam
menempuh tugas jurnalistik. Dalam hal ini, penulis menemukan sumber
informasi dalam pemberitaan cukup jelas, serta foto atau gambar
dilengkapi keterangan dan waktu. Selain itu, berdasarkan hasil
wawancara, wartawan mengaku memegang teguh profesionalisme
wartawan, diantaranya tidak pernah terlibat aksi suap-menyuap dan
plagiasi. Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah
menerapkan seluruh indikator pasal 3.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan edisi ini sudah
sesuai dengan pasal 4. Menurut penulis, betul jika wartawan kurang
menerapkan asas praduga tak bersalah atau cenderung menghakimi pihak
tertentu, namun kecenderungan tersebut tidak mengandung unsur-unsur
kebohongan, fitnah, sadis, dan cabul. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan
wartawan kepada SBY terkait permintaan Klarifikasi terkait dugaan
keterlibatannya terhadap aksi 411.

Sementara itu, pemberitaan ini menjadi tidak relevan jika dikaitkan
dengan pasal 5. Hal ini karena pemberitaan ini tidak membahas tentang
kasus kejahatan susila ataupun anak. Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka
pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, penulis
menemukan bahwa dalam praktiknya, wartawan tidak pernah terlibat
suap ataupun menyalahgunakan profesi kewartawanan. Di sisi lain, jika
ada aksi suap menyuap, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari
Kompas.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan,
karena dalam praktik peliputan aksi 411, wartawan tidak menemui
narasumber yang menyatakan tidak ingin diketahui identitasnya oleh

publik, ketentuan embargo, serta off the record meskipun wartawan
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Kompas akan selalu melayani jika ada aduan. Sedangkan jika dianalisis
menggunakan pasal 8, maka pemberitaan ini belum menerapkan pasal 8,
yaitu wartawan tidak menulis berita berdasarkan prasangka ataupun
diskriminatif. Menurut analisis penulis, wartawan masih menuliskan
beberapa prasangka dan diskriminasi dalam pemberitaan. Misal,
wartawan bertanya kepada Jusuf Kalla terkait keterlibatan SBY di balik
aksi unjuk rasa pada Jumat, 4 November 2016. Dalam hal ini, wartawan
masih menggunakan prasangka dalam mencari informasi serta
mendiskriminasikan SBY.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Penulis menganalisis bahwa dalam pemberitaan tersebut, wartawan tidak
memaksakan diri untuk mendapat klarifikasi SBY terkait keterlibatannya
di balik aksi 411, padahal dalam pemberitaan kecenderungan wartawan
adalah membetulkan prasangka terkait keterlibatan SBY. Sedangkan jika
dianalisis menggunakan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak
relevan karena tidak ada unsur kekeliruan atau kesalahan dalam
pemberitaan, sehingga tidak ada yang perlu dicabut, diralat, ataupun
dikoreksi oleh pihak narasumber.

. SBY: Tuntaskan Kasus Ahok

Rep, 3 November 2016

Berdasarkan pemberitaan pada edisi 3 November 2016 ini, penulis
menganalisis bahwa pemberitaan tersebut belum menerapkan pasal 1
kode etik jurnalistik secara menyeluruh. Menurut penulis, pemberitaan
sudah akurat atau objektif karena didukung dengan adanya beberapa
pernyataan narasumber sebagai sumber informasi, diantaranya SBY,
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adia, dan Kapolri Jenderal
Tito Karnavian. Akan tetapi, penulis menemukan bahwa pemberitaan
tersebut tidak berimbang. Wartawan hanya menyebutkan pernyataan

narasumber dari beberapa pihak yang pro dengan aksi 411, sedangkan
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pihak yang kontra dengan aksi 411 (pihak Ahok) hampir tidak diberikan
ruang oleh wartawan.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan ini sudah sesuai,
yaitu wartawan menempuh cara profesional dalam melaksanakan tugas
jurnalistik. Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara
dengan wartawan, penulis menemukan bahwa wartawan telah
menunjukkan identitas kepada narasumber, menghormati privasi
narasumber, tidak menyuap, tidak plagiat, mencantumkan sumber berita
dengan jelas, serta mencantumkan keterangan dan waktu pada foto atau
gambar.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sesuai dengan
indikator pasal 3. Menurut penulis, wartawan sudah melakukan uji
informasi, dibuktikan adanya pernyataan dari beberapa narasumber.
Namun, dalam hal ini, wartawan belum menerapkan asas praduga tak
bersalah. Dalam pemberitaannya, wartawan menyebutkan beberapa
pernyataan SBY yang cenderung kontra dengan Ahok, misalnya:

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara
soal rencana demonstrasi akbar menuntut penegakan hukum atas dugaan
penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok, kemarin. SBY menekankan, akar pemicu unjuk rasa tersebut
mesti dituntaskan agar suasana kembali adem.

. . . SBY kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk
kembali pada awal mula kasus Ahok yang dianggap menistakan agama.

la menekankan, kasus tersebut harus mengacu pada sistem hukum
dan KUHP. Di Indonesia, menurut dia, sudah ada yurisprudensi dan
preseden penegakan hukum pada waktu yang lalu terkait urusan yang
sama. “Jadi, kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para
penuntut keadilan, Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum,” tutur dia.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Hal ini berdasarkan isi pemberitaan yang tidak mengandung unsur
kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul. Jika dikaitkan dengan pasal 5,
maka pemberitaan ini tidak relevan karena isi pemberitaan tidak
berhubungan dengan kejahatan pada anak ataupun kejahatan susila.

Sementara itu, penulis menganalisis bahwa pemberitaan tersebut sudah
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sesuai atau menerapkan pasal 6 kode etik jurnalistik. Hal ini berdasarkan
hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan
tidak pernah menyalahgunakan profesi serta tidak pernah menerima suap
dalam memberitakan seputar aksi 411.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini kurang relevan.
Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan wartawan Yyang
menyatakan bahwa wartawan tidak pernah menemukan narasumber yang
tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo, ataupun off the
record. Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan tersebut belum
sepenuhnya menerapkan pasal 8. Menurut analisis penulis, pemberitaan
edisi ini masih mengandung unsur diskriminasi, khususnya terhadap
pihak Ahok.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Hal ini diketahui penulis berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan
yang menyatakan bahwa wartawan menghormati hak narasumber
terhadap kehidupan pribadinya. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10
dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan karena tidak ada unsur
kekeliruan ataupun kesalahan dalam pemberitaan sehingga wartawan
tidak perlu meralat ataupun mencabut berita serta melayani narasumber
yang meminta hak jawab ataupun hak koreksi.

Kebebasan Berpendapat Pemerintah Jamin Keamanan Rakyat

Kom, 3 November 2016

Berdasarkan pemberitaan tersebut, penulis menganalisis bahwa
pemberitaan tersebut belum sepenuhnya menerapkan pasal 1 kode etik
jurnalistik. Menurut penulis, wartawan cukup menjunjung tinggi
independensi dan akurasi, yang dibuktikan adanya beberapa pernyataan
pendukung dari beberapa sumber berita. Hal ini berarti pemberitaan
tersebut sudah cukup akurat. Akan tetapi, penulis menemukan
ketidakberimbangan dalam pemberitaan. Dalam pemberitaan, wartawan

cenderung menyebutkan sumber berita dari pihak tertentu saja, yaitu
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pihak yang cenderung kontra dengan SBY. Dalam hal ini, penulis
menganalisis bahwa kecenderungan pemberitaan adalah menyerang SBY
terkait pernyataannya terhadap tuduhan intelijen.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan tersebut sudah
sesuai. Hal ini berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan serta hasil
wawancara dengan wartawan. Selain menunjukkan identitas wartawan
dan menghormati privasi narasumber, penulis menemukan bahwa
wartawan mencantumkan sumber informasi dengan jelas, serta
mencantumkan keterangan dan waktu pada foto atau gambar. Adapun
pemberitaan tersebut sudah menerapkan pasal 3 secara umum. Penulis
menemukan bahwa wartawan telah melakukan uji informasi serta sudah
menerapkan asas praduga tak bersalah atau tidak menghakimi meskipun
pada paragraf terakhir pemberitaan disebutkan bahwa beberapa pihak
cenderung menyerang SBY.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan sudah sesuai karena
pemberitaan tidak mengandung unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun
cabul. Jika dikaitkan dengan pasal 5, maka pemberitaan tersebut tidak
relevan karena tidak membahas mengenai tindak kejahatan asusila
ataupun kejahatan anak. Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan
tersebut sudah sesuai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bahwa
wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan
karena dalam praktiknya, wartawan tidak menemukan narasumber yang
tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo, ataupun off the
record. Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan edisi ini belum
menerapkan pasal 8. Penulis menemukan bahwa masih ada tulisan yang
cenderung mendiskriminasikan pihak tertentu, yaitu SBY. Sebagaimana
pemberitaannya:

Wiranto mengatakan tidak perlu menanggapi pernyataan Yudhoyono
tersebut. “Tidak perlu saya elaborasi pernyataan Pak Yudhoyono. Saya
tidak perlu menilai karena dia juga mantan pejabat, tahu apa yang
diucapkan,” ujarnya.



102

Terkait dengan pernyataan Yudhoyono yang menilai intelijen tidak
akurat dengan menyebut ada partai politik dibalik unjuk rasa 4 November
Ketua Partai Nasdem, Taufik Basari menuturkan, Yudhoyono seharusnya
bisa memilah informasi dan tidak memberikan pernyataan yang
membingungkan rakyat.

Isi pidato Yudhoyono di Cikeas itu, menurut Taufik, akhirnya terlalu
berlebihan, tidak menunjukkan sikap kenegarawan, dan justru
memanaskan situasi.

Ketua Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai sikap Yudhoyono
ini kontras dengan sikap Prabowo yang merupakan rival dari Jokowi
pada Pemilu Presiden 2014, yang justru mampu memberikan pesan sejuk
kepada masyarakat.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan tersebut sudah
sesuai. Berdasarkan analisis penulis, pemberitaan tersebut tidak
mengandung unsur pemberitaan yang mengekspos kehidupan pribadi
narasumber. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka
pemberitaan ini tidak relevan karena tidak ada unsur kekeliruan ataupun
kesalahan dalam pemberitaan sehingga wartawan tidak perlu meralat
ataupun mencabut berita serta melayani narasumber yang meminta hak
jawab ataupun hak koreksi.

Presiden: Tetap Tenang
Rep, 4 November 2016

Berdasarkan pemberitaan edisi 4 November 2016, penulis
menganalisis bahwa pemberitaan tersebut telah menerapkan kode etik
jurnalistik pasal 1, meskipun terdapat indikator yang belum terpenuhi,
yaitu independensi. Dalam hal ini, penulis menemukan bahwa wartawan
menghasilkan berita yang akurat dan berimbang di antaranya karena
terdapat beberapa narasumber sebagai sumber informasi. Selain itu,
pemberitaan tersebut tidak memuat unsur untuk menimbulkan kerugian
bagi pihak tertentu (tidak beritikad buruk).

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan tersebut sudah
sesuai. Hal ini berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan serta hasil
wawancara dengan wartawan. Selain menunjukkan identitas wartawan

dan menghormati privasi narasumber, penulis menemukan bahwa
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wartawan mencantumkan sumber informasi dengan jelas, serta
mencantumkan keterangan dan waktu pada foto atau gambar. Jika
dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai, yaitu
wartawan telah melakukan uji informasi (check & recheck) melalui
beberapa narasumber yang ada. Selain itu, wartawan juga tidak
mencampuradukkan fakta dan opini, serta tidak menghakimi.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan tersebut sudah
menerapkan pasal 4. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur
kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Jika
dikaitkan dengan pasal 5, maka pemberitaan tersebut tidak relevan
karena tidak membahas mengenai tindak kejahatan susila ataupun
kejahatan anak. Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan tersebut
sudah sesuai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bahwa wartawan tidak
menyalahgunakan profesi dan menerima suap.

Adapun jika dikaitkan pasal 7, maka pemberitaan ini kurang relevan
karena berdasarkan hasil wawancara, wartawan tidak menemukan
ataupun menjumpai narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya,
meminta embargo, ataupun off the record. Jika dikaitkan dengan pasal 8,
maka pemberitaan tersebut belum sesuai. Menurut analisis penulis,
pemberitaan tersebut masih mengandung unsur diskriminasi, yaitu pro
terhadap aksi 411. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 9, maka
pemberitaan tersebut sudah sesuai. Menurut penulis, wartawan sudah
berhati-hati dalam menggali sumber berita, khususnya yang berhubungan
dengan kehidupan pribadi narasumber.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini
tidak relevan karena tidak ada unsur kekeliruan ataupun kesalahan dalam
pemberitaan sehingga wartawan tidak perlu meralat ataupun mencabut
berita serta melayani narasumber yang meminta hak jawab ataupun hak

koreksi.
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8. Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa
Kom, 4 November 2016

Pada pemberitaan edisi ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan
tersebut sudah sesuai dengan pasal 1 kode etik jurnalistik. Berdasarkan
hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan sudah bersikap
independen dalam memberitakan dan mengedepankan akurasi atau
objektivitas di lapangan. Selain itu, wartawan juga menerapkan prinsip
keberimbangan serta tidak memiliki itikad buruk, yaitu memberikan
kesempatan yang sama kepada pihak yang pro (Jusuf Kalla) dan kontra
(Ari Dono) dengan aksi 411. Sebagaimana pemberitaannya:

Indonesia, kata Kalla, adalah negara demokrasi sehingga unjuk rasa
merupakan hal yang wajar sepanjang dilakukan sesuai aturan. “Jadi biasa
saja. Hampir tidak ada hari tanpa unjuk rasa di depan (Istana Merdeka)
itu,” katanya.

Ari Dono menegaskan, Polri tidak terpengaruh dengan kondisi
apapun dalam mengusut kasus ini. “Kami tidak ada kaitannya dengan
desakan. Proses penegakan hukum tetap berjalan. Kami tidak akan
terpengaruh dengan kondisi apapun,” katanya.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan tersebut sudah
sesuai. Hal ini berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan serta hasil
wawancara dengan wartawan. Selain menunjukkan identitas wartawan
dan menghormati privasi narasumber, penulis menemukan bahwa
wartawan mencantumkan sumber informasi dengan jelas, serta
mencantumkan keterangan dan waktu pada foto atau gambar. Adapun
pemberitaan tersebut sudah menerapkan pasal 3 secara umum. Penulis
menemukan bahwa wartawan telah melakukan uji informasi serta sudah
menerapkan asas praduga tak bersalah atau tidak menghakimi.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan tersebut sudah
sesuai. Penulis menemukan bahwa tidak ada unsur kebohongan, fitnah,
sadis, dan cabul dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 5, maka
pemberitaan tersebut tidak relevan karena tidak membahas mengenai

tindak kejahatan asusila ataupun kejahatan anak. Jika dikaitkan dengan
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pasal 6, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Hal ini berdasarkan
hasil wawancara bahwa wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan
menerima suap.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini kurang relevan
karena berdasarkan hasil wawancara, wartawan tidak menemukan
ataupun menjumpai narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya,
meminta embargo, ataupun off the record. Jika dikaitkan dengan pasal 8,
maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Menurut analisis penulis,
pemberitaan tersebut cenderung netral dan tidak mendiskriminasikan
pihak-pihak tertentu. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 9, maka
pemberitaan tersebut sudah sesuai. Menurut penulis, wartawan sudah
berhati-hati dalam menggali sumber berita, khususnya yang berhubungan
dengan kehidupan pribadi narasumber.

Jika dikaitkan dengan pasal 10, maka pemberitaan tersebut tidak
relevan karena pemberitaan pada edisi ini tidak mengandung unsur
kekeliruan ataupun kesalahan informasi. Adapun jika dikaitkan dengan
pasal 11, maka pemberitaan ini juga tidak relevan karena wartawan tidak
menemukan narasumber yang mengajukan hak jawab ataupun hak
koreksi pada pemberitaan tersebut. Sedangkan, dalam praktiknya,
wartawan mengaku senantiasa melayani hak jawab dan hak koreksi

secara proporsional.

. Aksi Bermartabat

Rep, 5 November 2016

Berita edisi 5 November 2016 ini merupakan puncak pemberitaan
aksi demonstrasi yang digelar pada 4 November 2016 (aksi 411). Pada
aksi ini, massa menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus
penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta
periode lalu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain itu, massa
meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak melindungi Ahok dari

jeratan hukum.
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Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan
tersebut belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik pasal 1.
Menurut penulis, wartawan hanya menerapkan beberapa indikator pada
pasal 1, yaitu akurat dan tidak beritikad buruk. Keakuratan dalam berita
ini terletak pada data yang disajikan dan informasi dari beberapa sumber
berita, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan, Wiranto serta Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Sedangkan
independensi dan keberimbangan masih menjadi kecenderungan dalam
pemberitaan. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa
wartawan belum dapat menjunjung tinggi independensi karena sikap
media, dalam hal ini Republika, pro atau mendukung aksi 411, sehingga
secara tidak langsung, wartawan menyikapi aksi 411 sesuai dengan sikap
media. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa informan atau sumber
berita masih didominasi oleh pihak yang pro terhadap aksi 411, di
antaranya massa, Amien Rais, dan wakil Presiden Jusuf Kalla.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik
jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil
wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara
professional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan
kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;
tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa
informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Penulis menemukan bahwa wartawan telah melakukan uji informasi,
tidak menghakimi, serta tidak mencampurkan fakta dan opini dalam
pemberitaan. Misalnya pada waktu terjadi kericuhan di depan Istana
Merdeka yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun, pada
saat itu terdapat isu bahwa pelakunya adalah oknum mahasiswa
organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam hal ini, wartawan
melakukan check & recheck untuk menguji informasi. Sebagaimana

pemberitaannya:
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Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kericuhan di depan
Istana Merdeka. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi
Tamsir menyatakan, sumber kericuhan bukan berasal dari arah kelompok
massa HMI.

Sebab, mereka berada di depan Gedung Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Kami sampaikan ke
teman-teman, kita diam disini (depan Gedung Kemenko PMK), sampai
massa aksi selesai,” kata Mulyadi.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, puncak pemberitaan pada aksi 411 ini tidak
mengandung unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul. Hal ini
berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan. Sementara itu, jika
dikaitkan dengan kode etik jurnalistik pasal 5, maka pemberitaan ini
tidak relevan karena pemberitaan tidak berhubungan dengan tindak
kejahatan susila ataupun kejahatan anak. Adapun pemberitaan ini sudah
menerapkan pasal 6 kode etik jurnalistik, yaitu wartawan tidak
menyalahgunakan informasi serta tidak pernah menerima suap dalam
meliput aksi 411.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Republika, wartawan
tidak pernah menemui narasumber seputar aksi 411 yang tidak bersedia
diketahui identitasnya, narasumber yang meminta embargo, ataupun off
the record meskipun pada praktik kesehariannya wartawan melayani
embargo, off the record, ataupun menolak untuk memberitahukan
identitas narasumber berdasarkan kesepakatan.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini tidak sesuai.
Berdasarkan indikator pasal 8, penulis masih menemukan unsur
diskrimiasi dalam pemberitaan. Menurut penulis, masih ada kalimat yang
menunjukkan kecenderungan wartawan. Akan tetapi, pemberitaan ini
sudah sesuai dengan indikator tidak adanya prasangka dalam
pemberitaan. Hal ini berdasarkan fakta pemberitaan sebagai berikut:

Sebab, banyak Muslim di Indonesia yang resah dengan permasalahan
tersebut. Namun, keinginan massa aksi damai untuk bertemu sekaligus
berdialog dengan Presiden tak terwujud.
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Dalam cuplikan pemberitaan tersebut, penulis menganalisis bahwa
pernyataan pada kalimat pertama tidak didasarkan data, sehingga
menurut penulis masih cenderung pada prasangka.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan tersebut sudah
sesuai. Menurut penulis, wartawan sudah berhati-hati dalam menggali
sumber berita, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan pribadi
narasumber. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka
pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara
dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui
kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga
wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf
kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang
mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini,
meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan
hak koreksi secara proporsional.

Presiden: Aktor Politik Menunggangi
Kom, 5 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan
tersebut sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Menurut
penulis, wartawan sudah bersikap independen dalam memberitakan
karena penulis tidak menemukan bahwa wartawan diintervensi oleh
pihak luar. Sementara itu, keakuratan berita terlihat pada data atau fakta
yang ada di lapangan. Misal, cuplikan pernyataan Presiden bahwa
terdapat aktor politik yang menunggangi aksi 411 dibuktikan dengan
fakta di lapangan, sebagaimana pemberitaan sebagai berikut:

“Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah ditunggangi aktor-aktor politik
yang memanfaatkan situasi,” kata Presiden di Istana Merdeka, sabtu
(5/11), sekitar pukul 00.15.

Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai rapat koordinasi terbatas
di Istana Merdeka. Hadir dalam rapat itu sejumlah menteri, Panglima
TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito
Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Semalam,
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Presiden memasuki Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul
22.30.

Sedangkan keberimbangan terdapat pada pihak pro dan kontra yang
disajikan wartawan dalam pemberitaan. Pihak yang pro dengan aksi 411
diantaranya terdiri dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, K.H. Bachtiar
Nashir, Ustadz M. Zaitun Rasmin, dan Ustadz Misbahul Anam.
Sedangkan pihak yang kontra terdiri dari Kepala Polda Metro Jaya
Inspektur Jenderal M. Iriawan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan Wiranto, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy
Rafli Amar.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik
jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil
wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara
profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan
kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;
tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa
informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara
fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam
pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah
sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan,
fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu,
pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik
jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait
kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kompas, wartawan
tidak pernah menyalahgunakan profesi ataupun menerima suap dalam

pemberitaan ini.



11.

110

“Di sisi lain, jika terdapat wartawan yang mengambil keuntungan
pribadi atas informasi (menyalahgunakan profesi) dan ketahuan
menerima suap, maka pihak Kompas sudah pasti mengeluarkannya,” kata
Hernowo dalam pembicaraan melalui telepon.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kompas, wartawan
pernah menemui narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya oleh
publik. Maka dari itu, menurut analisis penulis, wartawan sudah
melayani hak tolak sesuai dengan pasal 7 kode etik jurnalistik. Jika
dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis
tidak menemukan kalimat berita yang mengandung unsur diskriminasi
atau prasangka terhadap suatu pihak.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah
menerapkan pasal 9. Menurut penulis, wartawan sudah berhati-hati
dalam menggali sumber berita, khususnya yang berhubungan dengan
kehidupan pribadi narasumber. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10
dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil
wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak
menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan
sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta
maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang
mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini,
meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan
hak koreksi secara proporsional.

Ungkap Provokator
Rep, 6 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan
belum sepenuhnya sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1, meskipun
sudah menerapkan prinsip keakuratan dalam pemberitaan yang
dibuktikan dengan adanya beberapa sumber berita terkait adanya
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provokator dalam aksi 411. Sementara itu, penulis juga tidak menemukan
adanya unsur untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam
pemberitaan. Keakuratan pemberitaan dapat terlihat dalam cuplikan
pemberitaan sebagai berikut:

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, 10 provokator
yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan. “Jumlahnya ada
10 yang diperiksa. Ada usianya 16 tahun, 31 tahun, 20 tahun, 21 tahun,
17 tahun, 25 tahun, 24 tahun,” ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu (5/11).

Akan tetapi, penulis masih menemukan ketidakberimbangan dalam
pemberitaan. Misalnya, berdasarkan judul berita, wartawan secara tidak
langsung menyebutkan bahwa terdapat provokator yang menyebabkan
kericuhan pada aksi 411. Sementara itu, wartawan hanya menyebutkan
beberapa pihak yang pro terhadap kabar bahwa benar-benar terdapat
provokator yang memicu kericuhan aksi 411. Sedangkan di lain pihak
yang pro terhadap dugaan adanya provokator tidak disebutkan. Wartawan
hanya fokus pada berita adanya provokator. Di antara pihak yang
mengungkapkan adanya provokator dalam aksi 411 adalah Ketua Setara
Institute Hendardi, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, Pemimpin
Pondok Pesantren Darut Tauhid Abdullah Gymnastiar (Aa Gym).

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan analisis pemberitaan dan hasil wawancara, penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa wartawan sudah menempuh cara profesional
dalam menulis berita ini. Cara profesional yang ditempuh antara lain
wartawan menunjukkan identitas kepada narasumber, wartawan
menghormati privasi narasumber, tidak menyuap, tidak plagiat, sumber
berita atau informan jelas, mencantumkan keterangan dan waktu pada
gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan edisi ini sudah
sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan
fakta dan opini yang menghakimi dan wartawan sudah melakukan uji
informasi (check & recheck). Hal ini dibuktikan dengan data oleh Kadiv

Humas Polri Irjen Boy Rafli yang menunjukkan adanya provokator yang
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menyebabkan kericuhan pada aksi 411. Selain Boy Rafli, Pemimpin
Pondok Pesantren Darut Tauhid, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) juga
menyebutkan dugaan adanya provokator. Sebagaimana pemberitaan
sebagai berikut:

Pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid, Abdullah Gymnastiar
(Aa Gym), mengunggah sebuah foto pada detik-detik sebelum terjadi
kerusuhan di depan Istana Negara di media social Twitter, Sabtu (5/11).
Aa Gym meminta nitizen untuk menilai perawakan sosok dalam foto
tersebut. “Silakan perhatikan, mungkinkah ini provokatornya semalam?”
tulis Aa Gym lewat akun @aagym.

Dalam foto yang diunggah Aa Gym, terlihat beberapa orang pemuda
yang perawakannya tidak seperti massa aksi biasanya. Sebab, maksa aksi
4 November tersebut didominasi berpakaian Muslim.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Seperti yang dikatakan penulis sebelumnya bahwa pemberitaan tersebut
telah akurat, sehingga penulis tidak menemukan unsur kebohongan,
fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan
pasal 5, maka pemberitaan ini tidak relevan karena berita ini tidak
berhubungan dengan kejahatan susila ataupun kejahatan anak. Sementara
itu, jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara, pihak Republika mengaku bahwa
wartawan Republika tidak pernah menyalahgunakan profesi dan tidak
menerima suap dalam memberitakan hal ini. Di sisi lain, Republika akan
memberi sanksi terhadap anggotanya yang terbukti menyalahgunakan
profesi, termasuk menerima suap.

Adapun pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 7.
Menurut hasil wawancara dengan Republika, wartawan tidak pernah
menemukan narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
keberadaannya, meminta embargo, ataupun meminta off the record,
sehingga wartawan belum sampai menggunakan hak tolaknya dalam
pemberitaan ini. Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini
sudah sesuai. Penulis tidak menemukan unsur diskriminasi ataupun

prasangka dalam pemberitaan. Menurut analisis penulis, wartawan tidak



12.

113

mengedepankan prasangka karena pemberitaannya disertai data yang
jelas. Wartawan juga tidak melakukan diskriminasi terhadap pihak
tertentu, dibuktikan dengan tidak adanya itikad buruk atau niat untuk
menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Penulis tidak menemukan unsur-unsur pemberitaan yang mengeksplorasi
kehidupan narasumber. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11,
maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara
dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui
kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga
wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf
kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang
mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini,
meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan
hak koreksi secara proporsional.

Presiden Punya Data Intelijen
Kom, 6 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan
tersebut sudah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 1. Berdasarkan
hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan sudah
independen dalam menulis pemberitaan ini. Sementara itu, menurut
penulis pemberitaan edisi ini tidak mengandung unsur yang dapat
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penulis juga menemukan bahwa
pemberitaan edisi ini sudah akurat dan berimbang. Hal ini berdasarkan
fakta atau data yang disajikan dalam berita serta pihak-pihak yang
dijadikan sebagai informan atau sumber berita. Sebagaimana
pemberitaan sebagai berikut:

Saat ditanya apakah Panglima TNI yakin aktor itu ada, Gatot
meyakininya. Menurut dia, Polri harus segera menindaklanjuti supaya
pernyataan  Presiden bukan sekadar pernyataan yang bisa
membingungkan masyarakat.
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Sementara itu, terdapat pernyataan dari pihak lain yang menurut
penulis dapat dijadikan sebagai indikator keberimbangan. Berikut ini
adalah pernyataan yang kontradiksi atau berlawanan dengan pernyataan
Presiden dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo adalah sebagai berikut:

“Aktor politik yang disebutkan oleh Presiden salah besar dan tidak
mendasar. Kecuali, Presiden dapat informasi dari intelijen dan memiliki
bukti sendiri. Itu di luar domain kami,” katanya.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan wawancara, penulis
menyimpulkan bahwa wartawan sudah menempuh cara profesional
dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada
narasumber, menghormati privasi narasumber yang dibuktikan tidak
adanya pemberitaan terkait kehidupan pribadi narasumber, tidak
menyuap, tidak plagiat, sumber berita jelas yang dibuktikan dengan
adanya narasumber sebagai informan, serta mencantumkan keterangan
dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, wartawan sudah melakukan uji informasi
terhadap suatu kabar atau isu, tidak mencampuradukkan fakta dan opini,
tidak menghakimi. Misalnya, pernyataan Presiden terkait adanya aktor
yang menunggangi kerusuhan aksi 411. Wartawan telah menguiji
pernyataan tersebut melalui beberapa sumber berita atau informan, di
antaranya Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, Bachtiar
Nashir yang menyebutkan bahwa anggapan Presiden tidak mendasar,
sebagaimana pernyataannya dalam pemberitaan sebagai berikut:

“Aktor politik yang disebutkan oleh Presiden salah besar dan tidak
mendasar. Kecuali, Presiden dapat informasi dari intelijen dan memiliki
bukti sendiri. Itu di luar domain kami,” katanya.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Penulis tidak menemukan unsur-unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun
cabul dalam pemberitaan. Adapun pemberitaan ini tidak relevan jika

dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena pemberitaan
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edisi 6 November 2016 tidak berkaitan dengan kejahatan susila ataupun
kejahatan anak, melainkan tudingan aktor politik pada aksi 411.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah
menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta anti
terhadap suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini
sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan menyebutkan
telah menggunakan hak tolak untuk melindungi identitas narasumber.
Wartawan juga pernah melayani narasumber yang meminta embargo dan
off the record. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 8, maka
pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis tidak menemukan unsur
diskriminasi dan prasangka dalam pemberitaan. Wartawan telah
menyajikan data dan semua pihak mendapat perlakuan yang sama.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Penulis tidak menemukan isi pemberitaan terkait kehidupan pribadi
narasumber. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka
pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara
dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui
kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga
wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf
kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang
mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini,
meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan
hak koreksi secara proporsional.

Pesan Aksi Tersampaikan
Rep, 7 November 2016

Pada pemberitaan edisi ini, penulis menemukan bahwa pemberitaan
tersebut sudah sesuai dengan pasal 1 kode etik jurnalistik, meskipun
terdapat satu indicator yang belum terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis,

penulis menemukan bahwa pemberitaan tersebut sudah akurat atau
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berdasarkan fakta di lapangan. Misalnya, dengan judul “Pesan Aksi
Tersampaikan”, wartawan menyajikan data pendukung berupa
pernyataan pemberitaan sebagai berikut:

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan,
seluruh umat Islam harus menunjukkan iktikad dan sikap baik serta
percaya bahwa pesan aksi pada 4 November 2016 telah tersampaikan.

Selain itu, isi pemberitaan tidak mengandung unsur untuk
menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Akan tetapi, penulis hanya
menemukan informan dari satu pihak yaitu pihak pendukung aksi 411.
Pihak tersebut terdiri dari Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul
Ulama, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Ustaz Arifin
Ilham, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik
jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil
wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara
profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan
kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;
tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa
informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara
fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam
pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah
sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan,
fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu,
pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik
jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait
kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah

menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak
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menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini
tidak relevan karena wartawan tidak pernah menemui narasumber yang
tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan off the
record, sehingga wartawan tidak menggunakan hak tolaknya dalam
pemberitaan ini.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi
dan prasangka, melainkan mengandung unsur kedamaian. Jika dikaitkan
dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis
isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa
wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan serta menghormati hak
narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini
tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan
yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau
kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus
meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik.
Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab
atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam
praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi
secara proporsional.

Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan
Kom, 7 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini
sudah sesuai denga kode etik jurnalistik pasal 1. Menurut penulis,
terlepas dari independensi wartawan, pemberitaan tersebut sudah akurat
dan berimbang, serta tidak berniat menimbulkan kerugian bagi pihak
lain. Akurat karena isi pemberitaan memuat data atau fakta di lapangan.

Misalnya data berupa pernyataan langsung Presiden terkait judul
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pemberitaan “Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan”
sebagaimana pemberitaan berikut:

Kami terus mengundang tokoh politik, tokoh agama, untuk
memberikan masukan dan hal-hal seperti itu akan kami lakukan dalam
minggu ini,” kata Presiden Joko Widodo, Minggu (6/11), di Istana
Bogor, Jawa Barat, saat melakukan komunikasi jarak jauh dengan sekitar
400 warga Indonesia di Australia.

Sementara itu, keberimbangan ada pada cara wartawan menyajikan
sumber berita atau informan yang tidak hanya terdiri dari satu pihak.
Dalam pemberitaan, telah disebutkan beberapa pihak yang menghimbau
pesan damai serta pihak yang bertugas mengusut kasus penistaan agama
oleh Ahok. Pihak yang mendukung seruan damai di antaranya Presiden
Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Menteri
Agama Lukman Hakim Saifudin. Sedangkan pihak pengusut kasus Ahok
adalah Kadiv Humas Polri Boy Rafli Amar.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik
jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil
wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara
profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan
kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;
tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa
informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara
fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam
pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah
sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan,
fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu,
pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik
jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait

kejahatan susila ataupun kejahatan anak.
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Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah
menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak
menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini
sudah sesuai. Menurut wawancara dengan pihak Kompas, wartawan telah
menggunakan hak tolak dengan sebaik-baiknya. Wartawan mengaku
pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya,
meminta embargo dan off the record.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi
dan prasangka, melainkan mengandung unsur kedamaian. Jika dikaitkan
dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis
isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa
wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan serta menghormati hak
narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini
tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan
yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau
kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus
meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik.
Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab
atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam
praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi
secara proporsional.

Ahok Diperiksa 9 Jam

Rep, 8 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisisis bahwa pemberitaan ini
sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Menurut penulis,
pemberitaan ini sudah akurat dan berimbang. Berdasarkan analisis,
pemberitaan ini sudah menyajikan data serta semua pihak mendapat
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kesempatan yang sama. Keakuratan terletak pada judul dengan data pada
pemberitaan. Judul “Ahok Diperiksa 9 Jam” sesuai dengan data yang
disajikan dalam isi pemberitaan yaitu:

Saat keluar, Ahok tidak mengeluarkan banyak komentar dan
melimpahkan kepada para penyidik. “Saya kira sudah jelas tadi sembilan
jam diperiksa. Kalau mau tahu yang lain, silakan tanya kepada para
penyidik. Yang jelas, sekarang saya ingin pulang, soalnya lapar,” ujar
Ahok di Bareskrim Mabes Polri, Senin, (7/11).

Sementara itu, pemberitaan ini juga menyajikan beberapa pihak
sebagai sumber berita, di antaranya pihak Ahok terdiri dari Pimpinan tim
advokat pendamping Ahok, Sirra Prayuna; Ketua DPRD DKI dari Fraksi
PDIP, Prasetio dan pihak di luar Ahok terdiri dari Kombes Rikwanto;
Penyidik Bareskrim Mabes Polri; Ketua MUI, Ma’ruf Amin; dan Wakil
Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik
jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil
wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara
profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan
kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;
tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa
informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara
fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam
pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah
sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan,
fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu,
pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik
jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait
kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah
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menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak
menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini
tidak relevan karena wartawan tidak pernah menemui narasumber yang
tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan off the
record, sehingga wartawan tidak menggunakan hak tolaknya dalam
pemberitaan ini.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi
dan prasangka karena pemberitaan berdasarkan fakta yang ada dan tidak
beritikad buruk terhadap pihak tertentu. Jika dikaitkan dengan pasal 9,
maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis isi pemberitaan
dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah berhati-
hati dalam memberitakan serta menghormati hak narasumber tentang
kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini
tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan
yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau
kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus
meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik.
Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab
atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam
praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi
secara proporsional.

Presiden Menemui Sejumlah Pihak
Kom, 8 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini
sudah sesuai denga kode etik jurnalistik pasal 1. Berdasarkan hasil
wawancara, Kompas mengaku bahwa wartawan senantiasa menjunjung
independensi dalam bertugas. Sementara itu, penulis menemukan bahwa

pemberitaan edisi ini sudah akurat dan berimbang, serta tidak berniat
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menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Keakuratan terletak pada data
yang disajikan dalam berita. Sesuai dengan judul “Presiden Menemui
Sejumlah Pihak”, wartawan menyebutkan beberapa pihak yang
dikunjungi oleh Presiden, di antaranya prajurit TNI di Markas Besar TNI
Angkatan Darat, PB Nahdlatul Ulama, Kapolda Metro Jaya Inspektur
Jenderal M. Iriawan, dan sejumlah pihak.

Keberimbangan ada pada cara wartawan menyajikan sumber berita
atau informan yang tidak hanya terdiri dari satu pihak. Dalam hal ini,
wartawan mmemberikan kesempatan yang sama kepada beberapa pihak,
yaitu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (pihak pendukung aksi 411
dan kontra Ahok) dan pihak Ahok. Sebagaimana dalam pemberitaannya:

Ketua Umum Tanfidziyah PBNU Said Aqil Siroj berpendapat, tidak
tepat apabila memberi stigma bahwa aksi 4 November lalu ditunggangi
kelompok-kelompok tertentu. “Lebih bijaksana, semua pihak mengambil
pelajaran dari aksi damai itu,” kata Said Aqil Siroj seusai menerima
Presiden.

Selain mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu padu dan
memperkokoh ikatan kebangsaan, PBNU juga mengingatkan bahwa
pemimpin tidak boleh berujar kalimat-kalimat kotor yang menimbulkan
kontroversi.

Sementara itu, wartawan juga memberikan kesempatan kepada pihak
Ahok sebagai sumber berita atau informan serta pihak yang dituding
sebagai penyunting video Ahok. Sebagaimana pemberitaan sebagai

berikut:

Analis Kebijakan Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto
menjelaskan, penyidik meminta konfirmasi Basuki terkait kegiatan
pengembangan perikanan yang dilakukannya di Kepulauan Seribu.
“Memang ada kata yang terucap (saat di Kepulauan Seribu). Kemudian
disunting dan menjadi viral seolah ada penistaan agama yang kemudian
dipermasalahkan,” katanya.

Secara terpisah, Buni Yani membantah dirinya sebagai pihak pertama
yang mengunggah, mengedit, atau memotong video pernyataan Basuki di
Kepulauan Seribu.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik
jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil

wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara
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profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan
kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;
tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa
informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara
fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam
pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah
sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan,
fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu,
pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik
jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait
kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah
menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak
menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini
sudah sesuai. Menurut wawancara dengan pihak Kompas, wartawan telah
menggunakan hak tolak dengan sebaik-baiknya. Wartawan mengaku
pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya,
meminta embargo dan off the record.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi
dan prasangka. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesempatan yang sama
bagi pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak pro dan kontra terhadap
Ahok. Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis
menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan
serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini

tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan
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yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau
kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus
meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik.
Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab
atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam
praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi
secara proporsional.

Jokowi Janji Tak Lindungi Ahok

Rep, 9 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisisi bahwa pemberitaan ini
sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Terlepas dari
independensi, menurut penulis, pemberitaan ini sudah akurat dan
berimbang. Dalam hal ini, wartawan telah menyajikan data sebagai fakta
di lapangan. Misalnya, pernyataan yang berkaitan dengan judul
pemberitaan, yaitu:

“Perlu rakyat tahu, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki
Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” ujarnya
selepas pertemuan kemarin.

Adapun keberimbangan, terletak pada sumber berita yang disajikan
dalam pemberitaan. Dalam pemberitaan tersebut, wartawan menyebutkan
beberapa sumber berita, yaitu Ketua Umum Pengurus Pusat (PP)
Muhammadiyah, Haedar Nashir; Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Pemuda
Muhammadiyah, Pedri Kasman; Ketua Tim Advokasi FAPA, Denny
Ardiansyah dan saksi ahli dari pihak terlapor (Ahok), Hamka Hag.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik
jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil
wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara
professional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan
kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;
tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa

informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.
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Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, pemberitaan ini tidak ada unsur menghakimi
dan pencampuradukan fakta dan opini. Sedangkan penerapan asas
praduga tak bersalah belum ada karena pemberitaan ini tidak berkaitan
dengan kasus hukum. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan
ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur
kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara
itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik
jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait
kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah
menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak
menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini
tidak relevan karena wartawan tidak pernah menemui narasumber yang
tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan off the
record, sehingga wartawan tidak menggunakan hak tolaknya dalam
pemberitaan ini.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini belum sesuai.
Meskipun pemberitaan ini tidak mengandung unsur prasangka karena
pemberitaan ini menyajikan data dan fakta di lapangan, namun penulis
masih menemukan unsur diskriminasi, yaitu terhadap Saudara Ahok. Hal
itu terlihat dari beberapa paragraf sebagaimana berikut:

“Pak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) jangan masuk ke area tafsir
tersebut agar tidak menimbulkan prasangka. Baik benar, atau lebih-lebih
salah, bisa menimbulkan pro-kontra lagi dan nanti Polri dituding
memihak (Ahok),” ujarnya (Haedar Nashir).

Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman, seusai
dimintai keterangan menegaskan, tetap menilai Ahok menistakan agama.
la mengatakan, redaksional kata-kata Ahok tak membalikkan fakta
bahwa Ahok menistakan Surah Al-Maidah dan para ulama yang
menggunakan ayat tersebut.

Ketua Tim Advokasi FAPA, Denny Ardiansyah Lubis, mengatakan,
pihaknya dimintai keterangan terkait materi keberatan sebagai pihak
pelapor. “Dimana letak penistaan menurut penilaian kami sebagai
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pelapor, itu yang dibuat dalam 22 pertanyaan. Untuk substansi, kita
sampaikan, jelas pernyataan itu penistaan agama,” ujar Denny.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis
menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan
serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini
tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan
yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau
kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus
meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik.
Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab
atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam
praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi
secara proporsional.

Presiden Tak Akan Lindungi Basuki
Kom, 9 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini
sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Berdasarkan hasil
wawancara, Kompas mengaku bahwa wartawan senantiasa menjunjung
independensi dalam bertugas. Sementara itu, dari pengamatan penulis
terhadap isi pemberitaan, penulis menemukan bahwa pemberitaan edisi
ini sudah akurat dan berimbang, serta tidak berniat menimbulkan
kerugian bagi pihak lain.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik
jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil
wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara
profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan

kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;
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tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa
informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara
fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam
pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah
sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan,
fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu,
pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik
jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait
kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah
menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak
menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini
sudah sesuai. Menurut wawancara dengan pihak Kompas, wartawan telah
menggunakan hak tolak dengan sebaik-baiknya. Wartawan mengaku
pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya,
meminta embargo dan off the record.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi
dan prasangka. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesempatan yang sama
bagi pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak pro dan kontra terhadap
Ahok. Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis
menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan
serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini
tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan
yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau

kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus
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meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik.
Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab
atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam
praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi
secara proporsional.

Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana
Rep, 10 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisisi bahwa pemberitaan ini
sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Menurut penulis,
pemberitaan ini sudah akurat dan berimbang. Berdasarkan analisis,
pemberitaan ini sudah menyajikan data serta semua pihak mendapat
kesempatan yang sama.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik
jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil
wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara
profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan
kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;
tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa
informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara
fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam
pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah
sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan,
fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu,
pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik
jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait
kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah
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menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak
menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini
tidak relevan karena wartawan tidak pernah menemui narasumber yang
tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan off the
record, sehingga wartawan tidak menggunakan hak tolaknya dalam
pemberitaan ini.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi
dan prasangka karena pemberitaan berdasarkan fakta yang ada dan tidak
beritikad buruk terhadap pihak tertentu. Jika dikaitkan dengan pasal 9,
maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis isi pemberitaan
dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah berhati-
hati dalam memberitakan serta menghormati hak narasumber tentang
kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini
tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan
yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau
kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus
meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik.
Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab
atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam
praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi
secara proporsional.

Presiden Terus Bersilaturahim
Kom, 10 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini
sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Berdasarkan hasil
wawancara, Kompas mengaku bahwa wartawan senantiasa menjunjung
independensi dalam bertugas. Sementara itu, penulis menemukan bahwa

pemberitaan edisi ini sudah akurat dan berimbang, serta tidak berniat
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menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Keakuratan terletak pada data
yang disajikan dalam berita.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik
jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil
wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara
profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan
kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;
tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa
informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara
fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam
pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah
sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan,
fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu,
pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik
jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait
kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah
menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak
menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini
sudah sesuai. Menurut wawancara dengan pihak Kompas, wartawan telah
menggunakan hak tolak dengan sebaik-baiknya. Wartawan mengaku
pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya,
meminta embargo dan off the record.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi
dan prasangka. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesempatan yang sama
bagi pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak pro dan kontra terhadap

Ahok. Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai.
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Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis
menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan
serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.
Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini
tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan
yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau
kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus
meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik.
Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab
atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam
praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi

secara proporsional.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data penelitian terhadap isi pemberitaan dan

hasil wawancara, penulis mendapat kesimpulan bahwa dalam pemberitaan
terkait aksi 4 November 2016 (aksi 411), SKH Republika dan Kompas belum
dapat menerapkan pasal-pasal kode etik jurnalistik versi Dewan Pers secara

keseluruhan. Dalam hal ini, penulis menemukan bahwa:

1.

Pada pasal 1, pemberitaan Republika dan Kompas belum dapat
menerapkan indikator pasal 1 secara keseluruhan. Penulis menemukan
ada beberapa indikator yang belum dipenuhi pada beberapa pemberitaan
di Kompas dan Republika.

Pada pasal 2, secara umum pemberitaan Republika dan Kompas sudah
menerapkan indikator pasal 2 secara keseluruhan.

Pada pasal 3, Republika dan Kompas hanya menerapkan pasal 3 pada
beberapa pemberitaan saja, yaitu 6 pemberitaan pada SKH Republika dan
9 pemberitaan pada SKH Kompas dalam kurun waktu tanggal 1-10
November 2016.

Pada pasal 4, Republika dan Kompas sudah menerapkan pasal ini pada
seluruh pemberitaan terkait Aksi 411 edisi 1-10 November 2016.

Pada pasal 5, secara umum pemberitaan Republika dan Kompas belum
menerapkan indikator pasal 5 karena substansi pemberitaan dan cara
memperoleh berita oleh wartawan tidak relevan dengan isi pasal yang
bersangkutan.

Pada pasal 6, secara umum pemberitaan Republika dan Kompas terkait
Aksi 411 pada edisi 1-10 November 2016 sudah menerapkan seluruh
indikator pasal 6.

Pada pasal 7, secara umum pemberitaan Republika dan Kompas belum

dapat menerapkan pasal 7.

132
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8. Pada pasal 8, Republika dan Kompas menerapkan pasal 8 hanya pada
beberapa pemberitaan.

9. Pada pasal 9, secara umum pemberitaan Republika dan Kompas sudah
menerapkan indikator pasal secara keseluruhan.

10. Pada pasal 10, Republika dan Kompas belum menerapkan karena
pemberitaan tidak relevan dengan isi pasal 10 KEJ.

11. Pada pasal 11, Republika dan Kompas belum menerapkan karena

pemberitaan tidak relevan dengan indikator pada pasal bersangkutan.

B. Saran

Kode etik jurnalistik merupakan tatanan nilai dan norma yang menjadi
acuan insan pers dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik. Dalam hal
ini, insan pers berkewajiban menegakkan integritas dan profesionalitas
sebagai wartawan berdasarkan pasal-pasal kode etik jurnalistik.

Penulis menemukan bahwa pemberitaan terkait aksi demonstrasi 411 di
SKH Republika dan Kompas sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik versi
Dewan Pers, meskipun terdapat beberapa pasal yang belum diterapkan oleh
kedua instansi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa
pesan yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Instansi Media
Sebagai lembaga pers, media memiliki fungsi edukasi bagi
masyarakat. Oleh karena itu, dengan diadakannya penelitian penerapan

KEJ terhadap isi pemberitaan media, penulis berharap bahwa pihak

lembaga pers, khususnya SKH Republika dan Kompas dapat

meningkatkan kualitas isi pemberitaan media berdasarkan KEJ yang
berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau madharat bagi pihak

lain.

2. Insan Pers
Sebagai insan pers, wartawan wajib menjaga integritas dan

profesionalitas sebagai jurnalis. Untuk itu, wartawan sebaiknya
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meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya menerapkan KEJ
dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik.
Instansi Kampus

Dalam rangka pengembangan program Penerbitan Jurusan
Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) berbasis pada kesatuan ilmu
pengetahuan, maka seyogyanya dibudayakan model penelitian terkait

ilmu seputar penerbitan.

. Pembaca

Penulis berharap pembaca dapat meningkatkan kejelian serta
kemampuan berpikir kritis dalam menanggapi sebuah isu pemberitaan

media massa.
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Pesan Aksi Tersampaikan

©® RATNAAJENG TEJOMUKTI,
WAHYU SURYANA

NU dan
Muhammadiyah
mengapresiasi aksi
damai “Bela Islam”.

JAKARTA — Aksi damai “Bela Is-
lam”besar-besaran sepanjang Jumat
(4/11) yang berjalan tertib diapresiasi
berbagai kalangan. Setelah aksi yang
menunjukkan persatuan tersebut,
umat Islam diminta ikut mendingin-
kan tensi dan memberikan keteladan-
an dengan bersabar.

PB Nahdlatul Ulama (NU) dan PP
Muhammadiyah sekaligus merilis
pernyataan resmi mengapresiasi aksi
tersebut, kemarin. Ketua Umum PP
Muhammadiyah Haedar Nashir me-
ngatakan, seluruh umat Islam harus
menunjukkan iktikad dan sikap baik
serta percaya bahwa pesan aksi pada
4 November 2016 telah tersampaikan.

“Percayakan penanganan kasus
tersebut sepenuhnya kepada pihak
kepolisian sesuai dengan tugas dan
kewenangannya,” ujar dia dalam
siaran pers yang diterima Republika,
Ahad (6/11). Setelah menyampaikan
aspirasinya di seluruh Indonesia,

Haedar berharap umat Islam dapat
mendinginkan suasana sebagaimana
yang ditunjukkan Rasulullah SAW.
Ia meminta Muslim menunjuk-
kan sikap damai yang menebarkan
suasana aman, tenang, dan sejuk.
Umat Islam harus dapat membuk-
tikan dalam keadaan apa pun, mam-
pumemberikan uswah hasanah atau
suri teladan yang baik.
Haedar juga mengimbau
umat Islam untuk meng-

(®) Indepth

Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Sek-
jen PBNU Faishal Zaini. “Kami meng-
apresiasi Aksi Damai 4 November
tentu hendak meluruskan etika ber-
politik para pemimpin,” seperti tertulis
dalam poin pertama pernyataan sikap
vang diterima Republika dari bagian
kehumasan PBNU tersebut.

Soal kericuhan di ujung aksi da-
mai, PBNU mencurigai hal
itn dilakukan kelompok
yang ingin merusak kemur-

hindari ujaran-ujaran dan  ppR: Umumkan nNian dan niat suci dari tuju-
imbauan-imbauan yang da- Aktor Politik  an aksidamai. Meski begitu,
pat memanaskan situasi dan PBNU menyayangkan ke-
berpotensi provokasi. Seba- Him-9 lambanan pemerintah me-
liknya, Muslim diminta agar lakukan komunikasi politik
jangan terpancing provokasi dengan rakyat.

siapa pun dan atas namaapa pun.

Haedar juga berpesan kepada
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan
jajarannya agar penanganan kasus
penistaan agama harus benar-benar
dilakukan tegas, cepat, dan trans-
paran. “Jauhihal-hal yang dapat me-
nimbulkan keraguan dan ketidakper-
cayaan publik,” kata dia.

Sebelumnya, Haedar juga me-
negaskan, aksi damai tersebut adalah
aspirasi umat Islam secara keselu-
ruhan. Ia menolak bila aksi tersebut
hanya dilihat sebagai aspirasi golong-
an Islam tertentu, apalagi yang di-
konotasikan garis keras.

Sedangkan, surat pernyataan yang
diedarkan NU ditandatangani Ketua

Aksi “Bela Islam” pekan lalu me-
nuntut kasus dugaan penistaan aga-
ma oleh Gubernur Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok, diproses secara
hukum. Secara institusional, PBNU
sebagai ormas Islam terbesar di
Indonesia tak ikut serta aksi “Bela Is-
lam” pekan lalu. Mereka mengizin-
kan para kader ikut serta, tapi mela-
rang atribut ormas masing-masing
dibawa-bawa. Sikap serupa diambil
PP Muhammadiyah.

Kendati demikian, dalam aksi
damai yang diikuti ratusan ribu orang

dirusak sejumlah oknum pada malam
hari, selepas sebagian besar peserta
pulang. Meski begitu, insiden bentrok
dengan petugas kepolisian dan
pembakaran sejumlah kendaraan
polisi tak berlanjut lebih jauh.

Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin juga mengapresiasi aksi
unjuk rasa pekan lalu. Ia berharap
ketertiban serupa bisa dipelihara
pada masa-masa mendatang.

Sedangkan, Ustaz Arifin Ilham,
salah satu pimpinan massa aksi
damai pekan lalu, menyatakan, apa
pun hasilnya, tidak ada kesia-siaan
atas upaya ratusan ribu orang yang
membela kitab Alquran. Ia menilai
persatuan yang ditunjukkan pekan
lalu adalah kemenangan tersendiri
bagi umat.

Setelah itu, ia menginginkan umat
Islam menunjukkan kesabaran. “Sub-
hanallah wathamdulillah. Setelah
aksi damai, semua umat harus kem-
bali bersabar dan sabar itu juga pintu
kemenangan,” katanya.

Ketua Gerakan Nasional Penga-
wal Fatwa MUI (GNPF MUI) Bach-
tiar Nasir juga mengatakan, aksi 4
November 2016 gaik Z
umat. “Kita sudah menang karena ki-
ta sudah melakukannya dengan cara

itu banyak kader yang menunjukkan
afiliasi dengan kedua ormas tersebut
berpartisipasi. Aksi damai terbesar
dalam sejarah Indonesia itun sempat

iawi yang adil dan beradab,”
ujarnya dalam siaran resmi, kemarin.
M santi sopia/lintar satria

ed: fitriyan zamzami



Eepublika — 9841172016

UNGKAP PROVOKATOR

# HA=MAT R, hasasul RIZDS

Terlihat jelus peran
aktor kunei vang
menghasnot,

JAKARTA — Apar ke pralisian
hames gk "o ak” Rerusul-
am aksi dameal § Novemileer, Aksi
daad ekt ke dugaon penianzn
aptite vang dilazidan Gulane DEL
Jaburta oonzkiil Basuki Lilaja
Furnanea (Ahok) sepanjang sizng
hingga sore ternada eleh adanve
Eerusohan  crikaschagion peseria
aksi mulal 1. eenlswharkan diri.

Eetua Setzea Jnstitnee Hendardi
okenisatakon, Pale ha s nenyelidiki
dan vecigrn pha poaktos kerusuha
aksi damal . Hewidamii rngAia-
KA. setinp warga eegaea memilidd
hak unak meavampaikan aipivas.
“Ramun, sLaieiz e rasi jAniva
rhuran sxeg weles Dogh peinkan keke
TR, |'l|l.‘w'r|l.ﬂl: mlisy poenyeiar
achencsan haras filndak.” katanea

secllin bt rangan teetulis o -
Lirka, Saboe (gl

Menurt Headaeds, wlibul jelas
peran aktor kunei vaong iemproyo-
kasi, ||!|:n1|;1i|u5'u!, e meehar ke
ladrecian szhinggn pemben nelake-
ks einglak kikievasan. Henelardi juga
meminla Mrexiden -luko Widado
ienpeerakkan aparat peocgak im-
Hune unty: meinpemanpLiLn gz
Bain Bpmsaban vang uugfgadu

Beadiv Hiuiaes Padri Igen Be Balli
Amar neengatakan, e provakator
yunp, diamanksn ninsib menjalas
proers g or eadn, “Jumbuiys ada
1 vang diperiksa. Ada usianya 16
tahwe, %1 tahisn, 2o ahn, 21 13hun,
17 talsen, =2 taban, 3.4 1akon,” wpar
Dewy cli 3alses Paled, Sablu (5110

Mt oy, 10 omng yang
dinminakan berasal dari daerb,
SO My Tempgara daral dan
Jowin Proses pemetiksann lons
clilakibem Zaa bark e =2 enoon,
UNNEEE % uq s, SuHgisnal
kemario mercka masdly barsaius
seleagal tor purcksn.

Akl ksdonlian werelat. gt

By, tiga kendaman dGhakar missa
iyl =k, B menyayeghan Le-
rictilau cn peengrasasan kenda rma
mil ik negara lemebd. " Ind keedaman
afinas nepara vang dileli deri wang,
rakyel,” koranya.

Sejomlab deaen peseria aksn
tlarnai menyesalknn adanvz pravos
Kacoe, Aksidanwal van g rojak siang
T langsin g eectib daw lawcar bor-
nliab mewjadi tak perkendati. Takeh
apmma yung Lkat zksidonsa iersébat
nwyrking balwea peovedator torsebat
bukan dani helompeds esereka,

Pemivipin Pandak Pesanrrens
Darne Taiihid, Abdutlah Gynastiac
[ Gym), menguopgah sebuah fota
pods delik-detik sebelum terjndi
kerasmulean di dopar ksl ann Megaradi
e dia soskal Tosdtoes, Sl (50000,

Ar Gvol nie-
() Inde pth

mintE  nelfeen
wplnk memilai
Siyalmio ok Kweat
ety it

Gk ke LB

Hbny=-3

Jangan Dibelokkan ke Hal Lain’

JHARTR = Maizbs Wama Irdonesia MU me-

hukum atzs kasus dugaen penistzan agama oleh

ryesalhan bar jlsfinym Hrdakea anarkists sedelompok
akru pada akei darrai § Movrmber. Apatagi, ssiak
aiwchl ac o & Lardebul lerselerggem dengan lersh.
ancas, danada kewrdinasi ety paritia dan phak
wizarranz, Tatap nla-tba pada ujung s tepalnya
5-&' - PERLEE AT

wd adat rusuh
AU ik Taubod Sa e
kukanolah B

Gubrrnur [F Jakana Basuki Tizhaia Purnama [dhesd.

Tainng pan mangajas s2mua Kemon en unkuE
Teakus pAGa TurTulan omeat am yain baryailan
Fengan masalsh penistiear Alguran. Pibakrrajugs
rmeminlakepadisian sror-a momErasesmya sehingoe
12mas falamimr sy ﬁ-”'-":"a’-c.n wendilan rang
Sl Mg wang - s Jangan
4 Galagga wAs Ba0
3-ha :..,: LaLs%yanyg

i LF,
LB T

Tl

provekitadna sealioessT
v hevval akne G e
laadnm Tnto v disigy
G, terlii belsempaerany
alin v, e e dknany lidak
s ahesi binsact. Seluih,
b f Woeeinbwer teeselin L dickn
herpakaian Muslio.

‘Terifial zks i pirs el
wvorgng hacikade sparit e
Spdanpkan, moesn berpeei b
Lerpidali dafi oerekn dan il
yang menooba meaplentikag

Semwenlan ily, sadl ke
mengoyek ahal damaig Mo
Ustaz Arifin o masib [ne
Istana. Buara nemihakan nwe
dinding [s2ana. “Sountal, \Wap
suf Kalln, Afenka Pellukam 1%
dan Yapnlsi benderal Bl T3
navian terksgel dananeiperi
mdﬁlmuw]i Aar koot
" war Bema G

abeli Fazwn 3

wenemibaki s, gsbisnls
viak-teriak meekalnd preneras
Sakan werapl, pecintab ke
Licluk aliguebar b odele prasnkan
g kap Usls s
L et
Saal T Arilie 1\.-:|l.ldl




el A TR TH H
[IRTHTIHN

i adiia e

tciesdian laisns

suli.

(E:J indepth :

P -

!



5 J T ¥
Fasskan THIme, ael Sia j3 Keangeaan Gamiza Kot Baadeng, Bames (V1)
THEATLE Jara | o e = 4 dil o 0y A5ka RNz man ae i g atnd da A T

Presiden: Tetap Tenan;




AFETL KESLAPSINGAAN PanckanAsmizal Hesra Palr saat T paliusda javenitak WTditas 5':3-“1 Mecaa, Jak
Feabiu [201 1], Pasuisn e mabnt bakal didaedacd quznlocpuHMnSLrw wnamrqh-d.-p-ahsnqus nsawm-»lshn:addmal (A k]

u .,1prnr§llmaulullll
dan juga dimrdos socae
t‘IsI.MIJEIB [RECTRIEIOE T
F7 subammadiyah, dan Pu

TR LTI, S \/{ yang menunjubiaz Ahok r.w:\g:- Judiceet memenjarsban ik 1k
Eatanaia pihak-pluk pang memse-  Spenuli Fresifes pohaga pimpin
ol rnpra s dl-tandah alackutil, "I adat ‘;lehuhuhm

Kapaolri menilai

Janp e ru;d“_waﬂrlﬁ
tentitan kepada n.‘auarulu raspatekin prnn-  ujar Taw, [a enceanian, o dlatul Wl (20, Wl
P : i a3 verpebul. Mrkn :uhlmle..-.w-::nhn:,hh a_,.-a'h e i rE 0 e, Tiga b
Jokawi tak Ingi L ik dankalingin  priveperegadan hekum ke . vak kel PR Semzmjut
- zana hal Hu |..=|u... AR [HEALIIN 5 u-:l:i.'l.hsfn By b e e i

ABER A7 7 i

PengaThan Ko

pr) 13-
[T i R,
=" wauAH Teg e

e
rraeml ez beknba dai
il 2l2ass lin, Ternessazs
%riunuk ra

Sl




——— —— P— -

Ulama Imbau
Unjuk Rasa Dama




inL Haa e [EH R [T

ST ENREIS I e A S

insirukisi
nandameingl
itw,

ujarnva,

HAHSHUY SHTASUT L DNE WAL AGES RS APRS

Lihat Wideo Terkait "Henzolidasi Prosiden Jaad
KOMpaspEint .. coms vod/ sowanpas cane

Urijuk Rasa®™ di

Fobn:
HOMEAS /WISHD NIDIANTORD

Fresicden Joxo Wodooo [bacis ke
Simpinan crgan

AL Galam
vackalt kabijzkan
ataupun kebijakarn di

L psismsaved i

e

"destinatio,

4T AT



(B "|I||'-' W k||:|||1:|1.l.'u.i..1

?UE AT R B O &
PALFERAR SEIATAM 24 -
TELP. 5347710, 53471124,

cax. i FREE- I

GARFEARTE, HOMPAZ — Fresidan J
gilacuzsskim,. Satelah mepamil Pengurus
Pimpinan Pusat Muhammadivan,
:.:-relrlfr:lg::-j_n srmas Talam A1 Tarana e
AP,

pPerlelual KSmsr oo, reslder rambsl
mensintervensy dan melindungl Guibernur
Tjahaja Furnams tarksit kasas dugasn pani
dilakukannys. Prasidan jugs maminta mast
diamzil gemarintah.

Tay i

«dam Mzielis
Juzut Eslhia,

ig I

Hodir dalam secteruan komacin, antara 1.
Mohdlatul Dlaoma, Merps Aluamal Himouneno Be?
Tuellak. Semenbara Presidon didaodiro:

Mesws Ui b Yusmer
manelburkan, “fresiden meEnganggap mesih oads ; |
sat=lah s<zl damai ma 4 Hoverbero - an l=kuekar panenangan

tages dan barlsiki

kepada umat karena Prasidern sudabh bar|

I

15 mandara Baswulkio

adil @alam ka

DProszes nukum

Badan Reserszs Hriminal
piner teckait kascs dugea
Basweki. Mecoeks yane dim
kuakum mid irneritay
[n d 3

I}

st Lkl s bt




jika pelapggaran boium,
Grdque; ind berlaku kapada s

THTASOEA 50N MDY TAN
Soal Unjitk RaAas

b

k!



Seperti halnovsz
Huhammadivah 1uga ba
naJ menjalin komyst

I=1an.

Lrdquost ;
sabagai en
kita harag
ini tidax

Haal manerim: Fresiden didam
Megara Pracikna, Haedar didampingi
Muhammad:ivah Albdyl Husrvsgue:ti dan
Hubkammadiyah.

Bertemu Mecawati
Seusal mensrima Presiden, sejumizh pikak dari fuk med13=h
kKa rumah Ketua Umin P37~F Megawatl ﬁn=karnrpLLf1 o
Tesku Umar, Jaksrba. Dalam oETT
benerapa hai nerkeir aipoasi

EFevsatuan dap
zamial aksi nassa
Palk Fasal
pelah dan menbean perde ang

seriarut=laros, srdgie; Al Uil B tonontarsy LA
pertercannye dengan Mag

Erdoua; Tnei

Lnbsp;

Hamurat Abdul Mufrsguo:ti, penyelesaian sscara hukum Gasos
dugasn manistaan agama Leu tsiak dizepakati havoagpa hin
semua plhak dihdcapken peatuh dan manglhent proRacn

ada.

Manteri Keordinateor Pols
juge meminta semua gicak zabar o
yang saedang becjalan. &rdguo; i
Kapala R "L tzlzh mendjandikarp
Lagas, « | Lransparan, Lraglin;g

KE;ﬂla Folr: Jendsral

manerima




Sezecti hal

Fuharmaniy

sahagal P
kita harzpxkan sa
Ini tidak tersand
kehidupan Derkeba

5387 mensrime Prasiden va
Megara Pratikeno, Haedsr didamp:
Muhammadiyah Abdul Muodrsguo: i
tuhammadi yah,

Regtemu Megawati
Seusal menocime Prasiden, seijumlal pikabk dari uhammadivah
ke rumah Kerus Umum FDI-F Meoswat: Sockerncoutri di Jzlan
Tguxa Umar, Jaxarrts, Laiz rerssEbet dlioahas
kabarapa hal ©ervkalr situasi asbs

srdauc ) Tt
barsama. .r:
DEALATAIN Gga :
Terpecah belab dan menbuart g
DErlaruc-larut, ardquo: kata Sbcdial
perbtemuannya den an Magawapi,

snbsp:
Menurut Abdel Hedrsauosci,

samua pihak
ada.

nerapkan patul Jan o

Mentari KocrdinaTtor Poll
Juga meminkts semua Db
vang sedang kEerjalan.
Kepala rolrt i

Bapolri



ET 1 Dapr Fus
Jdok 1D Lk HE

rreu;ucl
JEERRTE.
cidak ak
Tﬁahaja

dils ukunﬂxa A
sejumian pibzk LOEHA1IT X A SRR b Lam memsangn
womunikasi politik.

pérlo canu, Faya Lidak
:5h1“a purpama karena sudalk
masuk pada proses hokom, froguo; keTa Fresiden ssusal peroomu
Pimpinan Busat [BP) Huhammadi fah d Geding Dakwah PF

Grdguo; Sekali lagi, ini juga ra
zkar melindungi Saudara Basu

Mubhzmmadivah 3

karrce, S=lasa

Lerremd dendan

Pndgail Lis

P:%sid&n mengunjunqi TR Hinn

mopdadi

Markaz Zegal

Doplramuan conoan
Lo

Dengures Ulama .
Beprda Poled, Preside. menguoiphan Zaglit atas
kewaspadear, aplicitas, dar p:ofa zicralismenya sadl
mERgamankan unpiuk rasa 2 Hovert: sehingoe xsgiatan itu

berjaian tartip dan damai .
simpani kepada 1B angy
unjuk rasa ibu ClLoun pada

MeEnuedr
Hovoemoar
cernvY=sLa




KOMPAS -

Feresn

SELLAEM b
G ONOVEMBER 20l AAANAT HATL ¥URANI BARYAT i

HUNIE&S! POLITIE

residen Menemui
ejumlah Pihak

e ikal LTS kep

£ TR 2 Mokt Be
s Dl fan Be
geapng b

feC R A P

e pAnge 121 dan
i Teara Meslcha, Jeoam
i i, For 1 <tljadwalhuns
“mEariian pAAN kazadn fa-
an Peli, crmudan bersi-
g ke Firmmiras THps Meharm-  Leiss Pegers Pruskns Qipameng-

. \sapicas Icrema hasih kauena pe-
Scvcmnmya, a3 meldalon men N Usdugd pnanga ulaal
mridckati peak gh dengan  Begas Kesstan Fepebdii -
bzrytia. M el oneyan haik
arecasds, BeH oz,
yang tibai wleraee, dan

Mt 152 azzatin 1
it gl THED e i




& Siiiodp

mndang. Bemuaa kel
same gebsgaimana

20 e sikan sinuasi
sidern, negara dalam

dikhzwavirkan.




SOl
ARSI
K3 RTEME.

noasi Tibid temu

Ba=uk: dipsriksa

Polri mersncanzisn g=lzr
agama wang dilaxukan Das
ketiga Movemisi:s, Tockalt
memeriksa Basuki dan weminta ketsrangan Ketua Umum Majelis

sus dusdan pinistazsn
jamuaje Furname padas pekan
1wl Liu, Rar: ini Polri akan

[Ilama Indonesia Ki Mairsauc!ru? 2min sebagei ahli agama.,
crdquo; Setzlah merampungean pemeriksean nli, kaml akan
lakukan gelar perkarz nomonyundang sejumlah
pihek,srdguc: Kata mas Polri Inspshkiur

Fandleral RBov Ralflil

Zzmantaza ita, 10
urtuk melasiekan an
UnRjuE rasa Bidaing mas Poelda
Mzrro Jaya Homlsaris Jotlveng, ielah dibkebaskan
dan polum acd yang ditctapkan semegel Tersangia.
srvdguniMemang ada tiga arang yang melahukan tindak pldsra,
t=tepi al., = buk:ti bslum cukop, erdgus; uwjor Al

Levukan provoka=si
polisi saar

LATgH

Bwi menambahkan, polis® celsh mengantongi cizi-ciri pelaku
perampasan karvoe mepcrd durg kamerz: Hompaz TV, Hubammad
Guntur, saet wnjuk rass alua.

Xemarin, di Polres Hecroo dek
elragal sakal pola

, Gunmur dioeriksa
curian dan

it aksi unjuk vasa
kamarans

ki

HEmazir

mebeinn

ORI



YA,

d=nazn

crly dikhawalicohan
nTan wenilal masihb
1 : 2raan. Terzaift kal
itu, delam minggL in: peeme: mEngundang tokon
politik dan tokoh sgama unt an masukan dalam
rangEa momberiken rass seduk dip owencdinginkan suasana.

Grdguo;Xaml Cerus meongundang tokch politix, tokon aganma,
untuk mermherikan masukan dan hal-bal ssperti iku akas kami
lakukan dalam minggu Ini, ivdgus: ke & Presidon Joko Widode,
Mirggun {5512), di Istanz Zogsrk, Jaws Barab, saat malzkukan
komunikasi jarak joul dengan sekicar 230 wargs Ind nesia di
Austzalia.

v AT il !

hunjungan

izl ulzng rencans
o osenula akos
g, otabzpl ditunde
521" hasaran terkait
1y Lakckan Gubernor DEI
DRI fldmd .

Dalam kepumikase jarak jaoh, kemarin, wargs Yndonesiz di
AZastralia barkumpoul @i Olympic Arena, Syvdney. Hadir d4i
Swdney antarva lain Duies RI untuk Australia Madjib Biphat
Hesdema, Menteri Fardazancan Ergearcl este Lokiba, serfa
Heapala Racdar Xoordi Menanaman ~cdal Thomas Lembong.

134 Indonesic di
dall Agdar o pemezainitah
PEsAAmalay,  kand
=r manjaza kecama
122 Indonssiz

cijana,



S5azhungas darl halimas y

R {H
DT Tzt g s

Cugdaz perstaan Al Quess, glek
Ssbersmr DK Jakanz nonsg
Do Tizhaja Pumama EiGamd
erhubz cingas metatkay se-
A piiangh ke pentingan Po.
maparan hag) wme penyidik
ituakan Mttt apakal ka-
SUs ind dapan Cidngatan ke ta.
bap peopdie 1 dergan poneag.
m Dazmuki sebapai bersangha aay
i

Drosiden Puria Dute inde {ijen

ko

s

1 32T lennng
i Mengnsdidan Tiadak
Pwlana” war Schrelaris Kume
e Baloo Sllpmplo

Kembali rormal

Sete "k unuk reea,silens) bola
aakar ansball poonal Semua
mate du kasid: P Tromjikar
vt dilar il Rgrmal -

Ferfie-
bumgan vung menyedisia s
sumal e,

Hepaly Bidang Ferlindinggtzn
snsial Dinas Sasigd DR falarts
Tarmije Damanik, Ssitu, ouengs-
tekan, Diras Sl DKT Iikaria
den Kemesterian Sasia? juga ikt
memangsn panmuinjek cosa
vang berdeces dan rombangan
Eepa Pencrangan Kodun 11

Siliw Enlee

ag

Al jepa

e LINTE 1
Slelin dnderees Cladons
Farusizh teiap czan dau diy
krag pesp leraga jio
i=lommias; Lo trldias

Fenein Swr Pt Pers
tian Fakii 1728, Lok
I sia
utdia Mt meimines

o pereil
% apar cezan
uruh i dezaciiag)
derpan baik “Fresds H
anzmunekban iovaliten b sk
Eaiasa dituncut keswlinas dy
P pemilihmea” kit Siams,e

THARNTAHAM AR
AN CHEARI SR
DEAMLSSHLE P




Presiden Punya
Data Intelijen

Tudingan Ada AR

Presiden Joka Wi
ber it 2o vang miei
akaid

Loz,

i sl i
wampaikue Preside
sumbiarangan. Hodst O segera
mrniadaklanjunga dalam wik-
tu dekat ini. Bakan TSI Sio THE
hanya mengamasdan bandsy,”
aijar Panghma TH] Jepada Som-
oo di Jaarls, Sl (50 ma-
Tam,

Zaat ditanys zpakah Fangling
Tr* vakin gwor it ada, Gawes
e akinimra Maiuret &, Pald
‘harus sugem memdsklanjub su-
o permpalaan Prosides bekoan

————— . - —

it ap Lot
o Ulaaifi 20

o dlalam Demo

de3
“Hukl grins.
[HH il’.‘l;.'lk i 1
i setwdens snatal laye br

uh, famur: ada pihak
lelzp ridik mou meai
favasam di depan lstana” wiag
Fraglima TR

Salah besas

Sapnun, Al v s e

- -

T3 Mendasar

Frogiden salan b g

[ o, Presi-
gapal infnemizsi dan sdijen
i it T diri. B2 o
frzar dursain k! katmiT

Tarksl uzpt fass dais-u 3203
eruban menjsdt ruseh Fuchtia
mnernbarish gerakan yang dipii
amnya sebazai puinicn Fros
Perabecla Islam [FEID yang men-
fodli bk clari geraka 1injusior
mencegah  deruseha rarjedi
denges berada di aatara pang:
unjuk ras dan s keamanan ©
“Femipn  ktres e adalah

sBedsampang ke hal 18 kel 1-4)



Hamuen, kelogangan rwulsai

toraza Si depan Istans Mercdskas scklto

i Aracn Unduog-Undan I
I LR i sl

TmZAat forus
szet ibu,

Lesmansn T
Yol YEDT rasii

T ey
wmh Rdwaddli

[ 1
SIENTD L

Inspsk

Hasdska,

dalem waricuhan i sexitc Pl
cite isl btesluke karzpe terkons Lomgacan cnds: #arvas dan
18 kendzraan rusak dengen dua di oancaranya kenda

dikakar massa.

Sekitar pukel Z1.00, suasane di sekitar Iscena Herdexa dapat
dikendalikar, Pengunjuk rass meninggalkan tempat itu menueju
Hompleks MPR/DPR/NDED dan berencana menginap 4 tempet ibu,
Hamun, hingga puk% 1 23.4%, massa belum dapat masuk BEomsless
Parlamen yang dijags aperat keamznan. Sebelumnves, Yak
Botua DPR Fahri Eamzah menporsil. an gepgunje® rassz
baristirvahat an mendginap di ¥omplaks Pariamen.

Wanil : pienn Jusul Halla didumpinadl sejumlal mentssi
Dznalima THI, EKapoelr zer.i anggotz DPE dan OCPD, xemarl
sokitar pukuel 17.33, mererira tiga tokoh wakil sengunjol
paze. Morekd sodal o BH Bachliar Haship, Bscaz M Zaitun

Rasmin, dan Ustaz Misbachul fAnam.

Grdguo: Bari sodek berbicara dengan beman-toman yang mewakili
Wassd ¥ang luar bilasa baovaknya. Eesimpulannys ialab dalam
kal Handara Ahok (Dasukil Tjahzia Purnama), kita aken
izkzznaken dengrRn huEum yang tegEs diEn cepab. Cloh Eapelrd
ianjikan selesal dalam dua wminggu pelaksanaarn hukem yansg
spal itu sehipgga semaa berjalan sesudl aturan, betapl
noteses Lrddue: ujar Xalla serelan sskizar 20 menit
=rTem: dsngan wakil penguniuk rasa.

wanduk Fese ini narjadi

i. SHehslumnya ceda pakol
rzsa vy laipn

whom, den Hoamanan

menvameal kan

ST REERRE Ty

Z



EL

lizar Hame : User Swalayan 1
Joh T0 » AFa4N0a

Hial,

i Joko

TR, EOHMPAS imgash; Pras
ima vagih kecads wlama, kial, hablio, -
snduk rass rerkalt kasus dugasn penistazn agama rg
dilakuken Subernur DKT Jakasts nonaktif Bzsuki Tjalkata
Furnoma berialan tercib dan damzi pade Jumak (45110 .

Wamuan, FPraaiden menvesalkan ksrusunan yang cer’adl szstelah
aksi dama! itu pads Jumat malam. Szat icu, aksI unjuk rasa
seharusnya sudab bubar dan tuntutan penguoiuk rass yang
meminta pen ngacan hikum terkadap Basukl Tiahela Purnama
dilezuken scecara vegas, cepat, den treospeEran sudah
disepakanl pemerintah.

Srelgue: Car (keresahanl ir kite linat telapl
AETOr politik vang pomanlaaiean 5i0uas]
i TsTana Havdaka, Szbou (Loill, o=

Ygrmyvatazn ini disampairan Prasiden seuszail rapat Kooodinasi
Carbatas di lstapa Merdska. Hadir dalam rapab 120 s@jum.an
manteri, Panglima THL Jenderal Gator WU mapntyoe, Hepala Polri
Jandsral [Pol) Tite Wernavian, den Kepes.a Badan Inkelijen
tegara Budi Gurawan. Semalam, Presiden memasuki Homplaks
Istana Represidenan Jakarta pada pukul 22,30,

Pada kesempatan L0y Presiden juege mengucapkan terinma kasih
dar mengapresziasi lancgkah aparat keamanan vang t=lah menjags
un-uk rass sehingga bisa berjalan eéman dan T@rtlis nlisguad
Jumak scre,




15

Presiden das Mapres Morlesdor

g

: oo

Frngamanai

S fuke Xoarraw pagsr haagd e
ban, cops hetimier madier
tethung deigsn Frapur bemera:
| gy ol werar mate deeidi ot
sebdlar Kemz ks Driwra, Mujid
|miyal, Marscn sewidd b
Jazarda Pl binggt br ddona
Srhbon

1 B 1ang m
eur unody gjccai T

Sermenlum il e s date
sthafah fehponjd: fes neln

B 1} “

ups agams leh Huoky "Fse
s bgrzemaimen woes bolag:
wing tenmg g dahe” ks
Y
Diminlai ketezargan
Hemain, Faisg digeli be
icfasgan akh Badan Hricise
Wsitalral {Harcaiem) Fuli rer-
feun Bochki, Pires wmnr
Laniping Sekoan jora g F
dmontal kelnpangan i 4
ezt BICER T ]
PRI

ul l}-u:l-:;l-;l

TR P R B
tidal toielgant dergdl b

Janigs g dazizn P
P Ticlapbonatan
W ks s o rpenpandide -
rgan koo aza e, FaEous
WEia RERERAS




HERERAL~M REAFENDAPAT

Presiden dan Wapres Berkantor seperti Blasa

jamp oot

e dhxapkin beraklival
e mnamul Fks Tiar ol
niack s terkeed Raven figan
Fenuizan apanse yang disikn
Erdremur DKL Jakara ror akail

Barusl 'I'_Inhﬂ Pramures.
Akt kel ke s e
u;m:l.-'-\u-'l-'n'\u.-q.ulmmuﬁl
& e uia® lexw peelgen 4
Earay Ls Teans Kagranderss,
$alar . Eamg ganll Prestion
amgalen bl ife lersmi

REK&TRGS LALU LIMTAS . PTTTINN 3 LR
DEMOHSTRAS]
4 HDYEMBER 2615

o=l Bass g Hamgns Gelai
543 hor. marpe LRl paS &
fi-r:..'.‘l!unp“irhlu-\:-llu'l--l'
Lnya

Terhust el masa har am

Ealn Loyprian nger dlukukan
wrcaca BoAid dan, fengan sanipal
Ernk plazh purg bl SEE
tang@ing lawah Fala s i
mpedz porgnsjrk Sl e
paris posjiienE (arG b
p:nmrq;:n:lu.: Texdain

itentagi

ekl i TR
A
ot AIr AR

iGipmsa e g bl 1 a2 0

e AT T T T =T RIS -



semali mengingatkan s

SpdgquocsHain politix nmecupzian
terazl hendaknya reras
neEfara wang Derideolog:

TR GEAFAGE, ITNAFRM TRd V220 750 WIs 2o /o Tt
SN MDN WIS HAR)

{AFR,

Fata;

HOMPRAS/WTEND WIDTANTORD

komvai kendarzan takris milik kepolisian malincas ¢i Jzlan
Jenderal Sudirman, Jdakarta, Raine (2111, Eopwel kzndaraan
dilakekan seuzai CGelar Paaukan Peagamanan Bksi Unjuk kasz.




tarkart Sengsn unjek rasa
Jokawl meEnspul Ketboa Umos
dar 225k harinva perhba
zlams serta wmimoinan

pelitiz vang dilak

Yekuasaan, lantas gicurigai. Tmzalii harus
rerkembang maniadi inteliizn ngawar dan msin
kata Yudhoyeno di rumahnya di Cikeas, gogor, Hsmar.im.

SANEAN

Ao

Jdike dikeitkan dengan situasi sekarang, kaca Yudhovono,
informasi atau analials intelijen veng menuduh sepertdl itu
sangat berbzhava. frdguoiMeruduk sessorang, menudab sebuiah
kalangan, menuduh sebuah partai gpolicik melskukan seperti
itu, saya kira itu fitnan. Titnah lebil kejam dibandingkan
d.l':l'lL_r.an p&:uhl,:lrr._lfutn,_,Erdquu; i Frya dalam pidatc ¥ang
disampaikan sekitar 4% menic icuo.

En I

Herrnpo rnar..gatakan —idak perlu e LA RGAaD pernyataan
prdauo: Tidas perle sava elaborasi

idan periu menilal Rearena

4 ovang rli'n:.-i!.J:f.r-.l'...htw’_;.th:-.:

Tudoyano Lersebul
pernyvataan Pak vudhoyono,
1i4 juga manktan peiakcac,
arnya,

Betua Partail Golker vYorrys parpendapat, Yudlheyono
Lidak perlu Secara dafansii mesagklaritikasi sssvoto yany

dizebutnva sebagai inlormasi intelijsn. Sebab, selams Lol
belum pernah ada Tudingar langsung Lerkail sosck oi baiik
aksi unjuk rasa 4 Movambsar,

rerkait dengan peravataan vedhsyvons vang menilai irncelijen
tidak akurat dengan menvebul ada parlbe: politix di oellk
urrjuk rasa 4 Hovember, Hetuas Parteil Nasdem Taufik Basari
meEnuiarkan, Tudhowvono seharcsnyva bisa merilah ialormass dan
tidak memberikan cernyvataan vang membicgunghkan radyab.

rialu berlskikan, tidsk ms

[5i pidaze Yudhaverno di Cixazas itu, mencrcut Tadfi
TE =}
juslru mamanass<an situssi.

VL akkall Sikap MEne

¥atua Pazlai Banura Saziooddin
Tadbovens Inl Aeaioes densan =
sival dayi Jekswi pada i

nown mambarikan pasan

gai pranda
Tudhovnno s2hs

sane hend

Zemenlara Bebua Dewan Forwad fde XKomareain



AE

raszh berliadap

JAKARTA,
uiijuk rase LODEALL masus dugsan ps il
dilakubapn Gupzraur D Jakarta noenakiif Sasu Tt
vurnama yang digalar esck. Pemecintsh msnjomin keamanan
mazverakst.

ardyguu;Besck beraktivitas sajs seperil bigsa. Pokoknya bosck
aktivitas pormal, srdauo; kata Sekreraris Kabinslk Pramonc
Anung i Hompilzsks Istana Kepresidenan, Jekarta, Rabuw (27110

Sekibar 4.000 personel terdir: dari aparat Polri, THI, dan
satpol PP, kemarin, malskuoken spel galar paszckan di Lapangan
. Jakarta. Mervka bBoyien deri sekitoar 16000 apesrac
2ng basok moogomen: k=i unjuk raoge. 2dir dalam apel

¢ Bopala Pol-siod TMesly Tiis Earnavian dan Pangtima
Jendzral T

ads azasen unrik

Moenurul Hanoalr
a2l menyvarak

barunjuk rasa i

widak akan menginlerecnsl pros aukom terhaldap kasa:
penisiuan agama yang diduga dilakuker Basuki. Polri juga
sodang mOongusus kasus itu.

Wamuen, Hapolri mengatakan, uniuk rase Terssbut —idak
gllarang Rareps mervepazkan hak werge ragara yang dljemin
konalitusi cdarn Hovenan InternasionAal untuk Bek Sipil Zdan
politik. Mamur, unjoek rasa Dersshat hazos nerlangsung dames
dan tidak anarki,

ehikan radi
i mana pun
i radikal

oy fpani la
Yerg Hem: lin

El S amo
- ¥ ~ang

[

carvashut, Drdguoc:

2 Bidazig iluemn
sk




i resscden Ficu
1 fambige et hatmue
P
Imls  prengriaea. sea
boorm 1En beegral i passung.
| & paig wa=a wmak lilap me
} #arsd kpmamen drlanpas das
& e ags ke mdor el a .
R TRE ) — irgan
R hawTueaien ihy ferzarpou
o wleh wrai polini: cenerly an-

rab meTm dae
Mabunian bebergurran
Iredener o i

| mzmboa el o erkg] “dangan
femak gkl 2migsy oac

HESEE U

Pz, yang herrann diang .

- bveearhar i ehangs ong o an-
1 Eh an Sitdatage P
P Bl iy L R By

Sehnish Tirga Filuly; Do

pahardl A Wahd fuegat
o Ledsfoian I dardy icetig B
: 2 Peaferas felwe Innmsigl,
1

bt Fantl (poraiic Le

Han letegoaand KID Hisei,
¢ Ploharmnas) froaspauib Posda:
| Mduiten Pu & Tl Cie-
bl it e3 Gage s Tabadtermins
STF Mjpacianad Aumnad Alims)

am NLA. fn L fa

fiferln ialianen Naine ®he
Nk Tenzae lhay

Malam ponies 5, Loy fen
dinardun baes pengpanas
LA e, e, Far, dan a3 far
welengie AN ddim grgpes
pikads & Jikarts dan i darzn
baiianya menpoumsiken krah.
Aprleualion demcimasl linanams
B hemmnduran saris pkik
Fnpcksppanan boronps (n
Barepuin

Mg semelam, potid By e
L, ey, LT arng
Dalar, pesiai iy, Wihpw Guar.
WAL el manafs MR
Saban ks cfuh wxt godRgun
FERL denpsy  Le-Shitrehas.

=enia adainl “hargs male,

Praies hukum

U frdervoney

A Sl ban benal paler

LTI |
el LIELE TR T T P
SRS | atan spates ook B
schi “Dokas idak Dol aza-
b meliulan fanghidy arsilh
ENEAMNSTING praren hogam
1 bk Sealn Sangias
Povlodes b anide w4y,

Sy, At dast S
[EC T PP -
mrnnaly menmlukan feris-
omram e H

aaalas miasian
P naEan s
SR, by
1ol < calt dalang pompdyn k-
besoduizs dan aedsh Sproser,”

b lmrrann seaga
U B fiaw
1dean 1abapan
R e P ) R e
W Ll s I e, dy it
rharaelad dipe s
v e iz telid yessh,
Fezpals R Mumas Zglsi 1.
Yadkur Sundfeial B MTE Arvar
Frdialadan il icl myeeg-
spendabas folar perkary pampe-
Vilimn ko derehr pay pe-
San e Mas) geler poriary gha:
Auacnzan Lelnoban peng.
bin L e, e
Rrgnluan popdd sk e
[IT=C = Ty

Sdam peeguvstan bises ol
Fulr Ldad spemenbes |n sakal
BN dchanyak [ abli, pepe s
i buhza da7 450 bl pie
dara, Femifik masl merency.
naas meriels ke sakgan dird
eapet il |miama, - anfamireg
shls sgura Temerd asy phd o)
dlmnplmn Jugs enpisg pads
Feban o
Unjuk rasa

TRkl itiicana Wl s -
Ea o pavemt ey, W

T
Fendagal du doarrpalon i
dezzan daisburnnks, perzara
VAR U Tgdae ammpn
Parg manaak, menosiu,
F g LT Lt Wira b sreses
Sefcmu Presiden ki Seplp
Brivhiang Fuslmprns Fang i,
g ke hantzoava Srmane g
il B Vuthayzre s
Lol o TR e T
AR VAN B

U menecng Weanie, Le
marln pesng Teshgeppe a1--
Arzie Waldl Freaigan Juwl 3a!
le Sema jeriemoan sarp fa:-
lmguang sehitar 25 Suenie
LTI T] - ey
Felarral mudur ket wesps
YL Mhineronia dan Segees
Mok ke il

Semeatars Kalla mergpatea
aben e e, Py g dar
Vardheryon m yaditin abas T np; rau
pads £ rpvember sieny bersatn
Aeignr Bl Lanza due pdac
aferli,

T Gl oy e Ao
Al pe lemrzan it Tealboywas
meTntan klanfkni derku:
Siigan ekt & batk
M sk ey pedy Juat e
LEE TR MY R e
?:.H Vilhayene meubukan 11

Belaa ksmarn sebitar pag
1oy ke Winem Mapai e
windn Brabovwes Schisato i di
Bazee Dewas Plopiuan Pume
Farls Xeohlen, Sejabineny wluk
sacrrmel Prsides PES Midw.
= Sabibul Iokn, Hingga pikat
A4, poriereaan i angars ke
#uargy nnih bedasgong,

A D WA AR T

DAL T e P LA

LLEHINERTS (A
Preieen Lt | Gy
ML | Lana™

o LD L Ay
FelomaaTay




Ix

KOMPAS

A IY AT

1aga langsvsan

lwga eperan

AMANAT
2 sigfeniies £E

HaTE NURAXI

Teleprvmd, Feal

Lawanun P anpgan

tell

Pre
Tidak

1aBARTA, KOXMPas — T

Frescdes meyaldnd ulemy s
lalo membara kabar back s
meErggs U fienbskas fan
rurea kapads wirat

THankE kamame-ome bin
Jegn il peiacy, ko peres
g keindencaiaan L war
Peruaien sast bmeme sejemlak
alatga dai praringin oganivae
maa Dlare d Jpmas flendeka,
T, Belaes (U110

Lilen Kehes Umum Mgl
Elwna Irelonous GV Samad
Amea, hafit diian pricrem

B rr e

fer Felithe Hadum, din Keaisaran Wiranie: Seoun Ui Hejeks e
FoH ) AN Al iy apvo boilaira
SdrIng

akan msengintervensi peranganan kesus
prnjdtann e Fang dilakudan Guter
Jnksirts monakeid Rasuki Tyak
fupa tak menghalangi akei enjul e, ttapi hal i
harus dilalukan secar damzi dan =2suai aturar

siden

Akan

Intervensi

SBY Temui Wanres dan Wiranio

adern Ik Wideed 5 Laky

uja i i

Hakalabal Tlara Sud agl G
Semml=a Praidfen ddamping
Mebboi Schietuir Mogin
Fuatibariz Meateii Ksordinas
Paluik.

. Hlubam fan Keamoaazs

peremusn Aot
i b, Nagara
onras



Wicodo dan
prabows




Cany
m : Wamarn, Laza
can Pres 1 Hamsa ang akan ms
svdrTis Ge={adra

=nbara b, di Kompleks Pzeleman, Senavarn, Jéraria, Reila
zwan Parwakilan Rakvat Ade Komaruddio meminta prara ppemimpin
lembaga tinggi negara dan o elite politis tidak mempsrkeruh
fuasand depgan melonkarkan perpyvatian yang bersifac
memARaR-wanasi Ritvasi menjelang rencan:s aksl wnjus caesa o
Hovembar mendabang. Para slite meolitik diharsapkan bhisa
menahan diri dengan cidek ikut Zerenjuk rasa.

ArvdagerELIe peliclik den gemuea war
neqara 82aa0 ini dalam keadzan s2lit, sitpasi pe
Fisa bervahen, Zondasi pegara harus kSkoh. Jana
usar untuk kepentingan tervoen i
elirte policik unrak menshan dici
bangaa, drdauc: kata Ade.

e omang

ke mencapresiasi langkah Presiden Jokowi dan Prabowo vang
bartemu vnbuk membzhas berbagai masalsn kebangszan, Larmasuk

m=ngenél aksl unjuak rasa & MNovambar asncatang.

Fecarg terpasabh, Eevca Majelia Pegrouivawaratan Rakyval
Ful¥%ifli Hazan mengatakan, Semus orang punva bak untuk
menvatekan cendapat dan Derdemonstrasi. Hamun, Leriaic

agenda pilkada wang bpelakangar ini membawa ssncim 51
sukw, agama, ras, dan ans langan (5ARR), dalkifbli
PBarharap hal ire dapar olselsgaikan dalam ranah pernsdakaen

e 9ata .

asan mampaiken

frdouo: vang mau uniuk rass s1
cizamai, cidak bisz Judga srang-faranc,
cernyvataan ansh-anzh
save
biar penegsi
Jugs Herea U

MDA
HEATH

meba:




Lo e e ye
Frasidan joga maminis
DRIrsAmE  EAMA
Rivalicaes vang
Iz marusak bsngsa

E t ak mudah 1 d
skepad: para Lokoh bengzma agar
ginkan suasaps pilxads
fancanliah Sijadikan Libit permusaban
Yommdian hari.

Lertewa bsrsama.
maet ] 1an Fresiclen
comvbelan Lty Rita boerosoma
ari msgala sdisi. fSava

frdgquogSaya kira tadi Rite di dalam
lizzs iva ad: sampal pads

=

Sepelumnya, serslal mepgiedicl acara poricgatsn Harl
Menabung Szdunia dan psluncaran Kompanos $orasen s ronuo s Ao
Menarupgs edguon: dX Bzlai Sildang Jakarca, Presliden
mEnegaskan, pereriacob meojamin bak zeliap wazge negsrca
untuk menvampaikan pendapat. Maven, Poosiden mongingatkan,
Weplatan penvampaian pendzpar harys mepgutamakan ketsrciban
nmaie gdan tidak malakukan tindakan anavzianis.olrms

ooTwga nenenaskan, be dapat ol
Chagian daci demokzasi, Akan tovepi, Pre
*huingatkan, barbicara o xsial ada
eTbka, dan sop.
Tanun FIE Tero

irdgun;




BOGOR, HOMPRS smash; Para ickel siice nasional paTut Lk
menyel esaikan masalan kebangsasn dapgan damai dan s2)uk.
Eetorlibatan merekes, dari kalangan agema hingua polivik,
sangat penting dalam menjags nilal ai1lai xebangsaan gan
kemajemukan Indonesis.

Pemilihan kepaia dasrah (pilkada; zerentak di 10l dacia
hesdakayva menjsdi pesta demokrasi yang berjalan dampail den
rentergm ranps upaya memesah helsh, #alab sato ayanda
demokrasi lokal ini sepafobnya memasrhusl Sorokiur makre
bangsa dan kebkangsaan, oolicik ziamal, Sarba iklim =konomd
vani hondusllountol menbaws g mrang i H

globai.

presicden Joko Hidods meibsahas el ite zass mongugungi Aobca
Ui Barrai Gezakan Trdonssia Haye (berimdral Praboids
Subianta di kediamannva yang asci di Desz Bojodg Koncndg .
Hamipalang, HKabupatsn Bogar, Jawa Bazal, Sanin (317107 siandg.
Sresider, Prabowe, den para Lamo mepizmacl arsi gorsng dalam
pertemuan vang panuh keakraban i1y, ParlLepman bDerlangsung

zejak pukul 32.3% hinggs 14.35.

ingi Henie
dan Mar

Pregidsen Ji
Binaar fandiaiz
Adapun Frabowe didamping
Pamoina Fectai Gerindra
#adariszsl dan Informasi

=]

1y

mAalam kaseme




SILKTIESHIM fucifon Joha Widsda [Wri menang jang s drsair kan Kl Wmsm FarlaiGenndr Frofgeess Subianta o Pudepobanfands Yasd, Himtala

Jareen Snrat, Sesin 250101 |:l.lllr|l pl'l.unuﬂ klrm'm

paigan dvn Prabown memhybas v

Jokowi-Prabowo
Dinginkan_Suasana_

W AALRMATIS AT s

Fresiden meminta
para tokoh iLut

menedubkin sunsana
menjelang pilkada,

Jnike u,., Hienzad
nlkada DE] 2a17 Sxrielea herma
FES ml:-lr;sun; E

bedinninaya.

wang il *Baya ji kn. bfangan
ullpak"keb! . Gtr—n]:alu-
g Nadaag keeae Tagl, E
sii."rltl'lhllr_lr kils nana h'.lﬂ{l:.ﬂn
h_-c-h‘:l.

e = deplh
Binkn

Prsbams Gaba
Fordpom Sl geu

Him= %

it sangal
disimgaily

Senada dengan i v, J okt
Juga e mpALGn | LRAL TEIR R
T, [ e Imea agar game Lok Aga-
ma dan Ikeh politiz menEmEa
tmhawan pnﬂnw..p..z....p.m..
agar mars Lampanye memirtang

ivabgrgea, wezerl i parma s has chenda, pRIRE dakkeaingh

LI T I:u'lI.IJI.I.IlIIIHIHIIJuFI.I [
e Alsampaiban Sepads on
noreee sabd di Pretdd Gerindow i
Fresden mem- kh Logani
ke pumah Peet en cecars khi

Leckayl arddru.:&mmrns Fad

Pl Lok 213 bl
i Lpa diwe s sod-shsianar
ket ymng racrevakan
\1I.'rlurl.ll]"ulﬂ1'|.:|'\-':ll
tan dndam peanily wojar ter
jali. lapuz prevahberarng
BE O TRk L P aLun s fual

di nimr e pr:: .
1 ik

Ly o by’ b Cyanp males sesiang
hangsa daa ket ezpinan kita, makna
peahik hilu. Beliza Banrak l.lull
ren=heri masekin, den pemes

ek

KulmDPflC.I.é:l{ulr:ulmu
N [T AR Tresdon X
‘Widedz dan otz m Farcald
vivdsm Prabgors Bubianie dazal m
dogelan pEazana poli, Do mes
Laken. fika dus vrang yeag
hemaing Sxlam pilpess saja bedia
duk bersama. Fang saln meslr
dapal menconich.

vabil Ketas DER Fadlidoo o

NEAAsar penemaan bedidishe h
e rupakan £i e pab ik L
ran radak dibicarakan en) gk poi
Lakz Mcrreret dia, "n:hll.r.npa-’hﬂ:
.,.lw'ur]unp:trm




Lampir

an Il

HASIL WAWANCARA REPUBLIKA KOMPAS

1. Republika

Informan : Stevy Maradona (Jurnalis/ Asisten Redaktur Pelaksana SKH
Republika)

Pelaksanaan : Jum’at, 27 Oktober 2017

No. HP : 0856-810-3133
E-mail Stevy@republika.co.id/|Stevymaradona@hotmail.com
1. Apakah wartawan Republika sudah dapat bersikap independen dalam

memberitakan aksi 4 November 2016 (Aksi 411)? Bagaimana wartawan
bersikap independen dalam aksi tersebut sehingga menghasilkan berita
yang akurat dan berimbang?

SM: “Sudah pasti independen. Karena independensi merupakan etika
wartawan dalam bertugas.Wartawan atau reporter di lapangan bertugas
sesuai dengan kode etik jurnalistik, yakni berintegritas, adil, berimbang,
dan lain-lain.Jadi harus bisa membedakan antara sikap media dengan
profesi wartawan.Memang, sikap Republika terhadap isu yang
melatarbelakangi aksi 411 adalah mendukung.Republika meyakini bahwa
pernyataan Ahok terkait Surah Al-Maidah (51) masuk penistaan agama,
oleh karena itu aksi 411 harus dilakukan.Namun, wartawan dalam bertugas
ya harus independen, wartawan menyesuaikan dengan fakta yang ada di
lapangan.Jadi, beda antara sikap institusi dengan sikap wartawan.” (Stevy
Maradona)

Apakah wartawan sudah menerapkan prinsip keberimbangan dalam
memberitakan aksi tersebut?

SM: “Iya. Kita menerapkan itu.Semua pihak memiliki kesempatan
bersuara terhadap pemberitaan ini.Walaupun secara holistik kami
(Republika) mendukung aksi 411, kubu Ahok tetap diberikan ruang.
Misalnya, ada pemberitaan Republika yang menyebutkan kesibukan Ahok
atau Ahok sedang apa.”

Apakah berita yang ditulis wartawan pernah menimbulkan kerugian
(dalam bentuk komplain) bagi pihak tertentu?

SM: “Pasti pernah. Misalnya saja pemberitaan Hanung Bramantyo yang
pada saat itu Hanung tidak merasa diwawancarai oleh wartawan
Republika, namun ada pemberitaannya di republika.co.id.Kemudian


mailto:Stevy@republika.co.id/

Hanung meminta konfirmasi kepada pihak Republika. Namun, pada
pemberitaan aksi 411 ini In syaa’a Allah tidak ada.”

Bagaimana kiat-kiat dan antisipasi wartawan agar berita aksi 411 di
Jakarta yang telah ditulis tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu?
SM: “Ya, untuk kasus sebesar ini, sebelum liputan tentu sudah ada rapat
reporter dan redaktur. Rapat ini membahas tentang apa dan dimana saja
liputannya, jumlah berita per halaman, dan lain-lain. Namun, kami
(Republika) mengambil poinaksi damainya yaitu mulai siang hingga
sore.Nah, berita yang bias tidak akan masuk pemberitaan karena sudah
mengalami proses penyaringan atau editing secara bertahap, yaitu
sejumlah reporter di lapangan, asisten redaktur pelaksana, wakil redaktur
pelaksana, dan redaktur pelaksana.”

Bagaimana cara yang ditempuh oleh wartawan dalam menjalankan
profesionalitas sebagai wartawan, khususnya dalam meliput aksi
demonstrasi 411?

SM: “Saya tidak bisa menjawab, karena wartawan yang meliput aksi 411
sangat banyak. Ada 23 wartawan yang tersebar di Monas, Tugu Tani,
Thamrin dan sekitarnya.Jadi, harus bertanya kepada masing-masing
wartawan.”

Dalam menjaga profesionalitas, wartawan tidak boleh menyuap ataupun
menerima suap. Apakah wartawan Republika pernah terlibat aksi
penyuapan, khususnya saat meliput aksi 411?

SM: “Dulu pernah ada pemberitaan kasus aliran dananon budgeter dari
Menteri Kelautan era Megawati. Tiba-tiba Tempo mengeluarkan daftar
pihak yang menerima aliran dana termasuk diantaranya dua wartawan
Republika. Namun, pada pemberitaan aksi 411 saya rasa tidak ada.Jika ada
yang berniat melakukan aksi penyuapan, saya rasa percuma. Alasannya
karena mereka (pihak luar) tahu kalau sikap Republika keras terhadap aksi
ini. Kan tidak mungkin tiba-tiba di tengah jalan wartawan Republika
berbalik arah.Ya, tidak bisa, karena sikap medianya seperti itu.”

Bagaimana prinsip keberimbangan dalam pengambilan, pemuatan, atau
penyiaran gambar, foto, suara yang dilengkapi keterangan tentang sumber?
SM: “Kalau itu sudah kami rapatkan. Misal, kami mengambil angel yang
memperlihatkan kerumunan massa begitu banyak, entah dari sisi Bank
Indonesia (BI), gedung Thamrin, dan lain-lain. Kalau keberimbangan
pengambilan foto saya rasa tidak harus menampilkan foto Ahok.Karena
disini, keberimbangan kami ada pada pemberitaan, yaitu porsi Ahok dalam
bentuk berita, bukan foto karena fokusnya ada pada aksi 411.”



10.

11.

12.

13.

14.

Apakah wartawan pernah melakukan plagiasi dalam menyatakan hasil
liputan aksi 4117
SM: “Tidak pernah. Biasanya, Republika juga tidak mentolerir plagiasi.”

Bagaimana wartawan menguji informasi dalam peliputan aksi 411?

SM: “Dalam kondisi seperti itu, pengujian informasi berdasarkan fakta di
lapangan. Contohnya, pada saat terjadi kerusuhan aksi di depan,
sedangkan wartawan ada di belakang, maka timbul pertanyaan siapa
pelaku kericuhan? Betul atau tidak anak HMI?Tentu wartawan mencari
data dengan bertanya kepada pihak-pihak terkait, misalnya siapa yang
berada dibaris terdepan, apakah anak HMI ada yang ditangkap polisi, dan
lain-lain.”

Apakah wartawan memberikan ruang dan waktu yang sama kepada
narasumber yang pro dan kontra terhadap aksi 411?

SM: “Dalam pemberitaan, kami tidak memberikan porsi pemberitaan
terhadap pihak-pihak tertentu. Yang ada ya diliput.”

Apakah wartawan Republika menerapkan opini yang menghakimi dalam
memberitakan aksi 411?

SM: “Tidak ada opini menghakimi dan opini interpretative, karena
keduanya sudah termasuk tulisan opini. Sedangkan aksi 411 bukan
merupakan opini.Reportase di Republika berdasarkan fakta yang
ditemukan.”

Apakah wartawan telah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam
memberitakan aksi 4117

SM: “Kalau asas praduga tak bersalah itu diterapkan wartawan terhadap
kasus Ahok, bukan aksinya. Secara hukum harus diterapkan asas praduga
tak bersalah, namun secara hukum media, Republika menyatakan bahwa
Ahok melakukan penistaan agama berdasarkan fatwa MUI, PBNU, PP
Muhammadiyah dan Ormas Islam.”

Apakah wartawan sudah menerapkan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam
memberitakan aksi 411? (Wartawan Indonesia tidak membuat berita
bohong, fitnah, sadis, dan cabul?

SM: “Sudah, pasti itu.”

Dalam meliput aksi 411 di Jakarta, apakah wartawan menyebutkan
identitas pihak-pihak yang pro dan kontra?

SM: “Pasti. Liputan wartawan Republika harus jelas nama maupun
asosiasinya dalam aksi tersebut.”



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bagaimana cara wartawan tidak menyalahgunakan profesi atas informasi
yang diperoleh dalam aksi 411?

SM: “Wartawan Republika tidak mengajukan pertanyaan lain selain tujuan
jurnalisme. Selain itu, untuk menghindari konflik kepentingan, wartawan
Republika tidak diperkenankan menerima sesuatu dari narasumber.”

Apakah wartawan pernah menggunakan hak tolak dan embargo dalam
memberitakan aksi 411?

SM: “Oh, tidak dan tidak pernah. Bagi Republika hal itu tidak
diperbolehkan.Karena tugas wartawan Republika adalah mereportase demi
kepentingan umat.”

Apakah wartawan pernah menemui narasumber yang tidak ingin disiarkan
atau diberitakan datanya (off the record) dalam meliput aksi 411?
SM: “Belum pernah.”

Dalam aksi 411 di Jakarta, terdapat dua pihak yang saling pro-kontra.
Bagaimana wartawan menghindari sikap diskriminasi dan prasangka
dalam memberitakan hal tersebut?

SM: “Tidak ada diskriminasi, karena tidak ada aksi tandingan atau demo
balik dari massa pihak yang kontra dengan aksi 411. Namun jika ada, bagi
Republika liput aja aksi tandingannya, karena itu fakta dan dapat diketahui
perbandingannya.”

Bagaimana wartawan membedakan informasi yang berkaitan dengan
kehidupan pribadi narasumber dengan informasi yang berkaitan dengan
kepentingan publik?

SM: “Yang saya tahu, kami tidak pernah menyinggung terlalu dalam
pribadi seseorang, karena fokus kita adalah kasus penistaan agama, bukan
latar belakang Ahok; dia keturunan Tionghoa, Kristen, Ibunya, Bapaknya
ataupun anaknya.”

Apakah wartawan pernah mencabut atau meralat berita yang keliru dalam
meliput aksi 4117
SM: “Tidah pernah. Sejauh ini, untuk Republika cetak tidak ada.”

Apakah wartawan pernah melayani hak jawab dan hak koreksi secara
proporsional?

SM: “Sudah pernah. Kami melayani dan kami berikan tempat.Tapi untuk
pemberitaan aksi 411 belum ada.”



2. Kompas

Informan : M. Hernowo (Kepala Desk Hukum, Politik, HAM SKH Kompas)
Alamat : Jakarta
No. HP : 0815-8513-8723
E-mail : m.hernowo@yahoo.com
1. Bagaimana wartawan bersikap independen dalam memberitakan aksi

demonstrasi 4 November 2016 (411) di Jakarta untuk menghasilkan berita
yang akurat dan berimbang?

HN: “Memberitakan berdasarkan fakta dan tanpa intervensi dari pihak
manapun. Singkatnya, wartawan meliput di lapangan kemudian
memberitakan berdasarkan fakta dan hati nurani wartawan. Hal ini karena
independensi dan profesionalitas wartawan harga mati.”

Apakah wartawan sudah menerapkan prinsip keberimbangan dalam
memberitakan aksi tersebut?

HN: “Kami yakin sudah, karena berita yang keluar dari rubrik Kompas
telah melalui beberapa tahap pengeditan.”

Apakah berita yang ditulis wartawan pernah menimbulkan kerugian
(dalam bentuk komplain) bagi pihak tertentu?

HN: “Tidak ada.”

Bagaimana kiat-kiat dan antisipasi wartawan agar berita (aksi 4 November
2016 di Jakarta) yang telah dibuat tidak menimbulkan kerugian bagi pihak
tertentu?

HN: “Yang pertama, harus benar-benar menjaga kode etik profesi. Kedua,
bekerja secara profesional berdasarkan kode etik jurnalistik, dan memiliki
keahlian dalam bidang penulisan berita.”

Bagaimana cara yang ditempuh oleh wartawan dalam menjalankan
profesionalitas sebagai wartawan, khususnya dalam meliput aksi

demonstrasi 4117

HN: “Senantiasa belajar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman
melalui membaca buku, bertemu dengan orang-orang. Kedua, bersikap
rendah hati dan membuka diri terhadap kritik dari editor dan pimpinan.
Ketiga, harus bekerja keras.”



10.

11.

12.

Dalam menjaga profesionalitas, wartawan tidak boleh menyuap ataupun
menerima suap. Bagaimana pengalaman wartawan mengenai hal ini,
khususnya pada peliputan aksi 4117

HN: “Kalau berbicara soal suap menyuap, tidak pernah. Apalagi dalam
pemberitaan aksi 411.”

Bagaimana prinsip keberimbangan dalam pengambilan, pemuatan, atau
penyiaran gambar, foto, suara yang dilengkapi keterangan tentang sumber?

HN: “Semua pihak, baik yang pro ataupun kontra, mendapat kesempatan
yang setara. Sementara itu, keberimbangan dalam pengambilan foto
terletak pada objek yang mewakili seluruh situasi dan kondisi, jujur, tidak
memanipulasi objek, dan foto harus menarik.”

Apakah wartawan pernah menemukan/ memiliki pengalaman tentang

plagiasi dalam menyatakan hasil liputan?

HN: “Tidak ada.”

Bagaimana wartawan menguji informasi dalam peliputan aksi 411?

HN: “Melakukan pengecekan (check & recheck) di lapangan. Misal terkait
adanya pernyataan bahwa terdapat aktor yang menunggangi aksi 411.
Maka wartawan melakukan uji informasi terhadap kebenaran kabar
tersebut.”

Apakah wartawan memberikan ruang dan waktu yang sama kepada
narasumber yang pro dan kontra terhadap aksi 411?

HN: “Kami memberikan ruang dan waktu yang sama kepada pihak yang
pro dan kontra, namun tetap berdasarkan fakta di lapangan.”

Apa perbedaan antara opini yang menghakimi dengan opini interpretatif?
Bagaimana cara wartawan menghindari opini yang menghakimi dalam
memberitakan aksi 411?

HN: “Opini menghakimi merupakan pendapat pribadi wartawan.
Sedangkan opini interpretatif merupakan interpretasi wartawan atas fakta
di lapangan. Caranya sederhana, turun ke lapangan dengan menjaga
profesionalitas sebagai wartawan.”

Apakah wartawan telah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam
memberitakan aksi 411?
HN: “Sudah.”



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Apakah wartawan sudah menerapkan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam
memberitakan aksi 411? (Wartawan Indonesia tidak membuat berita
bohong, fitnah, sadis, dan cabul?

HN: “Pasti sudah. Karena jika wartawan terdapat melanggar kode etik
jurnalistik, maka kami akan dilaporkan ke Dewan Pers. Akan tetapi, kami
tidak ada yang dilaporkan ke Dewan Pers.”

Dalam meliput aksi 411 di Jakarta, apakah wartawan menyebutkan
identitas pihak-pihak yang pro dan kontra?

HN: “Iya. Kita memberikan kesempatan kepada semua pihak.”

Bagaimana cara wartawan tidak menyalahgunakan profesi atas informasi
yang diperoleh dalam aksi 411?

HN: “Bekerja secara profesional, menjaga integritas, berdedikasi tinggi,
serta harus punya pengetahuan yang cukup.”

Apakah wartawan pernah menggunakan hak tolak dan embargo dalam
memberitakan aksi 411?

HN: “Pada pemberitaan aksi 411 tidak ada.”

Apakah wartawan pernah menemui narasumber yang tidak ingin disiarkan
atau di beritakan datanya (off the record) dalam meliput aksi 411?

HN: “Pernah ada, dan tidak bisa kami sebutkan.”
Dalam aksi 411 di Jakarta, terdapat dua pihak yang saling pro-kontra.

Bagaimana wartawan menghindari sikap diskriminasi dan prasangka
dalam memberitakan hal tersebut?

HN: “Memberitakan sesuai fakta di lapangan, pihak yang pro dan kontra
diberikan kesempatan yang sama.”

Bagaimana wartawan membedakan informasi yang berkaitan dengan
kehidupan pribadi narasumber dengan informasi yang berkaitan dengan
kepentingan publik?

HN: “Itu pentingnya wartawan profesional, wartawan harus tahu. Di
Kompas sudah ada pendidikan terkait hal itu.”



20. Apakah wartawan pernah mencabut atau meralat berita yang keliru dalam
meliput aksi 4117
HN: “ Tidak ada ralat.”

21. Apakah wartawan telah melayani hak jawab dan hak koreksi secara
proporsional?

HN: “Sudah pernah. Kami melayani dan kami berikan tempat. Tapi untuk
pemberitaan aksi 411 belum ada.”



Lampiran 111

Gambar 1.1. Penulis bersama narasumber Republika, Bapak Stevy Maradona,
paska melakukan wawancara di kantor redaksi Republika, JI. Warung Buncit No.

37, Jaksel.
\

Gambar 1.2: Penulis melakukan wawancara dengan narasumber Republika, Bapak
Stevy Maradona



Gambar 1.3: Penulis melakukan kunjungan di gedung Kompas JI. Palmerah
Selatan, No. 22-28 Jakarta
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